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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Desa mempunyai peran pokok di bidang ekonomi karena 
menjadi daerah produksi pangan dan komoditas ekspor. Peran 
penting desa dalam produksi pangan berpengaruh terhadap ketahanan 
pangan nasional. Selain itu, peningkatan jumlah dan kualitas 
komoditas, seperti kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, cengkih, teh, dan 
karet juga penting untuk meningkatkan ekspor dan devisa negara. 
Penduduk desa nelayan banyak menghasilkan bahan pangan protein 
tinggi, seperti ikan dan udang. Mereka memenuhi kebutuhan ikan dan 
udang dalam negeri serta untuk komoditas ekspor. 
Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk 
aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam 
membangun diri, keluarga,  masyarakat dan lingkungan di wilayah 
desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, 
ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang 
dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap 
kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. 
Perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu 
proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu 
wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia 
dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan 
untuk mencapai keadaan yang lebih baik. 
Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan 
yang aman efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya 
menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan 
yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak 
swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian 
lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan 
kepentingan dari berbagai pihak. 
Strategi pengembangan wilayah perdesaan berbasis 
pembangunan pertanian, haruslah memperhatikan potensi 
sumberdaya yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan 
dengan mendorong berbagai dimensi dalam pengembangannya, yakni 
dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan infrastruktur 
serta kelembagaan dan hukum secara konsisten, terintegrasi, 
bersinergi dan sinkron. 
Konsep pembangunan sektor pertanian dengan 
menitikberatkan kepada komoditi hasil pertanian, telah memberikan 
hasil kepada petani, akan tetapi pembangunan tersebut terkesan 
lambat. Oleh sebab itu untuk mempercepat pembangunan sektor 
pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat khususnya petani, maka diperlukan suatu pengelolaan 
sektor pertanian dari hulu ke hilir, dalam hal digunakan pendekatan 
agribisnis. 
Pengembangan sistem dan usaha agribisnis merupakan tujuan 
dan sekaligus menjadi sasaran pembangunan pertanian. Agar 
pengembangan agribisnis memberikan manfaat dan dampak yang 
maksimal bagi pengembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan 
masyarakat setempat maka perlu pendekatan baru dalam 
pengembangan agribisnis di lapangan. Pendekatan yang dinilai efektif 
adalah model agropolitan yang pada hakekatnya adalah mensinergikan 
pengembangan agribisnis dalam konteks pengembangan ekonomi 
wilayah, sehingga total nilai tambah pengembangan agribisnis dapat 
dinikmati oleh masyarakat setempat. 
Model pengembangan kawasan agropolitan, merupakan kota 
pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem 
dan usaha agribisnis serta mampu melayani dan mendorong, menarik, 
serta menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di 
wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian 
dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya dengan 
batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrative 
pemerintahan. 
Selain pengembangan kawasan agropolitan, salah satu model 
yang dapat dikembangkan di perdesaan adalah model pengembangan 
kawasan agrowisata, dimana dari segi substansinya kegiatan 
agrowisata lebih menitikberatkan pada upaya menampilkan kegiatan 
pertanian dan suasana perdesaan sebagai daya tarik utama wisatanya 
tanpa mengabaikan segi kenyamanan. 
Peranan agrowisata adalah untuk menghasilkan pendapatan 
tambahan bagi petani, disamping itu untuk menikmati keindahan 
alam dan memberikan pengetahuan tentang pertanian kepada 
wisatawan. 
Dalam proses perencanaan wilayah perdesaan untuk 
pengembangan pertaniananya, baik itu menjadi kawasan agroindustri, 
maupun agrowisata, harus melibatkan masyarakat dalam hal ini petani 
dalam prosesnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka menjadi tahu dan 
merasa memiliki dan bertanggung jawab, sehingga dalam 
pelaksanaanya masyarakat ikut serta didalamnya. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 
2007, Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat 
(PKPBM) adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan 
atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, 
pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan 
penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. 
PKPBM terdiri dari tiga pilar kegiatan, yaitu:  
Penataan ruang partisipatif; 
a. Penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan 
Terpadu Antar Desa; dan  
b. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan 
kemitraan.  
pola pembangunan yang mengedepankan peran masyarakat 
lebih didorong untuk menjadi ujung tombak dalam pembangunan 
desa. Pola bottom-up planning menjadi salah satu alternatif perencanaan 
pembangunan perdesaan. Pemerintah menempatkan diri sebagai 
motivator dan fasilitator aktif untuk membangun daerahnya seraya 
pemerintah menyiapkan bantuan prasarana, sarana dan dana yang 
dibutuhkan. Pemerintah juga dapat melemparkan ide-ide 
pembangunan desa kepada masyarakat. Namun dalam tahap 
berikutnya masyarakat dilibatkan dalam menentukan keputusan 
mengenai apa yang akan dibangun, membuat dan menyusun rencana 
pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai pada pemeliharaan 
hasil pembangunan. 
Selain partisipasi masyarakat desa, dalam perencanaan 
pembangunan wilayah perdesaan, perlu dipikirkan aspek 
pembangunan keberlanjutan, dimana penekanan yang dilakukan pada 
(1) pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat perdesaan; (2) pembangunan yang sesuai dengan 
lingkungan; dan (3) pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat 
perdesaan, generasi yang akan datang dan masyarakat internasional. 
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 BAB I 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
WILAYAH 
 
A. Pengertian, Tujuan dan Manfaat  
1.  Pengertian Perencanaan 
Perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama yang harus 
dilakukan oleh setiap manusia. Kata perencanaan (planning) 
merupakan istilah umum yang sangat luas cakupan kegiatannya. 
Pengertian dari perencanaan adalah suatu proses pengambilan 
keputusan untuk menyusun suatu rencana (plan). Pada dasarnya 
perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan 
keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang 
dikehendaki (Kartasasmita, 1997).  
Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara 
sistematik atau teratur untuk mencapai tujuan atau memecahkan 
masalah, dapat berbentuk grafis atau visual atau gambar bangunan 
dan lingkungannya atau dapat juga verbal berupa rangkaian kata-kata 
(Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan 
IAP, 1997).  
Menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemulihan 
fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu 
dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan 
tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan 
datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang 
dikehendaki. 
Harold Koontz dan O’Donnell mendefinisikan perencanaan 
adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai 
alternatif, kebijaksanaan, prosedur dan program.  
W. H. Newman menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu 
pengambilan keputusan pendahuluan mengenai apa yang harus 
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dikerjakan dan merupakan langkah-langkah sebelum kegiatan 
dilaksanakan.  
Siagian menyatakan bahwa perencanaan dapat didefinisikan 
sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang 
dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 
Menurut Conyers dan Hills, Perencanaan sebagai suatu proses 
yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau 
pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk 
mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. 
Menurut Widjojo Nitisastro, perencanaan pada dasarnya 
berkisar pada dua hal : pertama adalah penentuan pilihan secara sadar 
mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu 
tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. 
Yang kedua ialah pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang 
efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik 
untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun 
bagi pemilihan cara – cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau 
kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula. 
Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara 
sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap 
jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992). 
Perencanaan adalah merupakan suatu upaya penyusunan 
program baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, 
baik jangka pendek maupun jangka panjang (Sa’id & Intan, 2001). 
Sedangkan Arsyad (1999) dalam Jahid (2012), menyatakan ada 4 
elemen dasar perencanaan yakni:  
a. Merencanakan berarti memilih  
b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya  
c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan  
d. Perencanaan untuk masa depan. 
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Perencanaan diartikan sebagai upaya untuk memanfaatkan 
sumber-sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan segala 
keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. 
Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 
maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan penentuan 
pilihan dari sejumlah alternatif-alternatif yang dilakukan secara sadar 
sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan di 
masa yang akan datang.  
Dalam perjalanannya, timbul berbagai bentuk perencanaan 
yang merupakan alternatif-alternatif ditinjau dari berbagai sudut, 
seperti yang dijelaskan oleh Westra (1980) dalam Khairuddin (1992), 
antara lain : 
1. Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan :  
a) perencanaan jangka pendek (1 tahun), dan  
b) perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).  
2. Dari segi luas lingkupnya, perencanaan dapat dibedakan :  
a) perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar 
keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang), 
b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu 
wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat 
wilayah itu), dan  
c) perencanaan lokal, misalnya; perencanaan kota (untuk 
mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaan 
tempat dan memperindah corak kota) dan perencanaan 
desa (untuk menggali potensi suatu desa serta 
mengembangkan masyarakat desa tersebut). 
3. Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara 
lain :  
a) industrialisasi,  
b) agraria (pertanahan),  
c) pendidikan,  
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d) kesehatan,  
e) pertanian,  
f) pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. 
4. Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan 
menejer, perencanaan dapat dibedakan :  
a) perencanaan haluan (policy planning),  
b) perencanaan program (program planning) dan  
c) perencanaan langkah (operational planning). 
Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan 
dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid 
dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan 
potensi yang dimiliki. Perencanaan yang baik akan mampu 
meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan dalam 
pembangunan. 
2.   Pengertian Pembangunan 
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang 
lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana 
(Kartasasmita, 1997).  
Menurut Siagian, pembangunan diartikan sebagai suatu usaha 
atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana 
dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah 
menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).  
Sedangkan menurut Bintiro Tjokroamidjojo bahwa 
pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, 
karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan 
dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, 
wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk 
memperbaiki kualitas hidupnya.  
Pembangunan pada awalnya diidentifikasikan sebagai 
perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi 
bahkan pembangunan dengan westernisasi., namun dari keempat hal 
tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar, karena masing-
masing mempunyai prinsip, azas, hakikat dan latar belakang yang 
berbeda. 
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Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan 
definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah 
pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan 
orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu 
dengan negara lain.  Namun secara umum ada suatu kesepakatan 
bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan 
(Riyadi dan Bratakusumah, 2005).  
Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha 
yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam suatu batas ruang baik 
itu negara maupun wilayah yang lebih sempit, dimana proses atau 
usaha tersebut dilakukan secara sistematis untuk mencapai situasi atau 
kondisi yang lebih baik dari saat ini.  
Sebagai kesimpulan bahwa pembangunan adalah proses 
implementasi dari perencanaan dalam pencapaian tujuan terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara efisien, efektif, 
berkeadilan dan kelanjutan. 
Proses pembangunan ini terjadi tidak lain karena masyarakat 
merasa tidak puas dengan keadaan atau kondisi saat ini yang dirasa 
kurang ideal. Namun demikian, perlu disadari bahwa pembangunan 
adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat dalam pelaksanaan 
proses pembangunan perlu melakukannya secara bertahap, 
berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan sumber daya 
yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. 
3. Pengertian Wilayah 
Definisi wilayah berdasarkan Wikipedia Indonesia adalah 
sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah 
kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi 
oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. 
Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat 
oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan 
adanya negara atau bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah 
batas nasional.  
Pengertian wilayah menurut Suhardjo (1995), bahwa wilayah 
dapat diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang mempunyai 
keseragaman atas dasar ciri-ciri tertentu, baik yang bersifat fisik 
maupun sosial; misalnya iklim, topografi, jenis tanah, kebudayaan, 
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bahasa, ras dan sebagainya. Selanjutnya dijelaskan bahwa ukuran dari 
suatu wilayah sangatlah luwes, dapat hanya merupakan satu dusun 
ataupun satu rukun tetangga hingga meliputi wilayah yang merupakan 
suatu benua, bahkan gabungan dari benua. 
Wilayah adalah batasan yang menjadi parameter dari sebuah 
perencanaan dalam mendesainnya, dengan memperhatikan sumber 
daya untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin secara berdaya guna dan 
berhasil guna. 
 Wilayah adalah tempat dimana menetapnya rakyat dan 
merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan negara yang 
meliputi : 
1. Wilayah darat yaitu wilayah yang meliputi segala sesuatu yang 
tampak dipermukaan bumi, misalnya seperti rawa, sungai, 
gunung, lembah. Mengenai batas wilayah daratan suatu negara 
ditentukan dengan perjanjian antar negara yang wilayahnya 
berbatasan. Macam-macam perbatasan negara bisa berupa: 
perbatasan alam, perbatasan ilmu pasti, perbatasan buatan;  
2. Wilayah Laut; wilayah suatu negara yang disebut lautan atau 
perairan teritorial. Pada umumnya batas lautan teritorial 
dihitung dari pantai pada saat air surut. Laut di luar perairan 
teritorial disebut lautan bebas (mere liberium). Terdapat dua 
pandangan dalam sejarah hukum laut international : 
a. Res Nuilis adalah laut tidak ada yang memilikinya oleh 
sebab itu laut bisa diambil serta dimiliki tiap negara. 
b. Res Communis adalah laut milik bersama masyarakat dunia 
oleh sebab itu tidak bisa diambil dan dimiliki oleh suatu 
negara. 
Menurut Traktat Multilateral yang diselenggarakan tahun 1982 
di Montego Bay Jamaika, batas lautan ditentukan berdasarkan 
sebagai berikut : 
- Ketentuan batas laut teritorial negara adalah 12 mil laut 
diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai luar. 
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- Ketentuan batas zone bersebelahan adalah 12 mil atau 24 
mil di luar teritorial. 
- Ketentuan batas Zone Ekonomi Eksklusif atau yang 
disingkat ZEE adalah laut diukur dari pantai sejauh 2000 
mil. 
- Landasan kontingen/landasan benua, batas diluar wilayah 
laut teritorial hingga kedalaman 200 meter, atau diluar 
batas itu sampai dimana kedalaman perairan yang melekat 
memperkenankan ekploitasi sumber daya alam wilayah 
hingga jarak 2000 mil dari garis dasar laut teritorial. 
3. Wilayah Udara; merupakan daerah udara yang berada di atas 
daerah negara di permukaan bumi baik di atas wilayah perairan 
maupun diatas wilayah daratan. 
4. Wilayah Ekstra teritorial (Wilayah konvensional); Wilayah yang 
menurut hukum International diakui sebagai wilayah kekuasaan 
suatu negara, walaupun sebetulnya wilayah itu secara nyata 
berada di wilayah negara lain. 
Wilayah (region) didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang di 
batasi oleh kriteria tertentu dan bagian-bagiannya tergantung secara 
internal. Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu :  
a. Wilayah Homogen 
Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari 
aspek/criteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif  
sama, dan memaksimumkan perbedaan antar kelompok tanpa 
memperhatikan bentuk hubungan fungsional atau interaksi 
antar wilayah atau komponen didalamnya. Sifat-sifat atau ciri-
ciri kehomogenan ini misalnya dalam hal ekonomi (seperti 
daerah dengan stuktur produksi dan kosumsi yang 
homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/miskin 
dan lain-lain), dalam hal geografi seperti wilayah yang 
mempunyai topografi atau iklim yang sama, dalam hal agama, 
suku, dan sebagainya. 
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b. Wilayah Nodal 
Wilayah nodal (nodal region) adalah wilayah yang secara 
fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan 
daerah belakangnya (hinterland). Jahid (2012) menyatakan 
bahwa pusat wilayah berfungsi sebagai   (1) tempat 
pemukiman, (2) pusat pelayanan terhadap daerah hinterland, (3) 
pasar bagi komoditas pertanian maupun industri, (4) lokasi 
pemusatan industri manufaktur. Sedangkan hinterland 
berfungsi sebagai (1) produsen bahan mentah dan bahan 
baku, (2) pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi 
commuting, (3) daerah pemasaran barang dan jasa industri 
manufaktur, dan (4) penjaga keseimbangan ekologis.  Tingkat 
ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor 
produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasai dan 
transportasi.  
Batas wilayah nodal di tentukan sejauh mana pengaruh 
dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila digantikan oleh 
pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Pada struktur 
yang demikian, integrasi fungsional akan lebih  merupakan 
dasar hubungan ketergantungan atau dasar kepentingan 
masyarakat di dalam wilayah itu, dari pada merupakan 
homogenitas semata-mata. Dalam hubungan saling 
ketergantungan ini dengan perantaraan pembelian dan  
penjualan barang-barang dan jasa – jasa secara lokal, aktifitas-
aktifitas regional akan mempengaruhi pembangunan yang satu 
dengan yang lain. 
Wilayah homogen dan nodal memainkan peranan yang 
berbeda di dalam organisasi tata ruang masyarakat. Perbedaan 
ini jelas terlihat pada arus perdagangan. Dasar yang biasa 
digunakan untuk suatu wilayah homogen adalah suatu output 
yang dapat diekspor bersama dimana seluruh wilayah 
merupakan suatu daerah surplus untuk suatu output tertentu, 
sehingga 
berbagai  tempat  di  wilayah  kecil  atau  tidak  sama  sekali 
kemungkinannya untuk mengadakan perdagangan secara luas 
di antara satu sama lainya. 
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Dalam wilayah nodal, pertukaran barang dan jasa secara intern 
di dalam wilayah tersebut merupakan suatu hal yang mutlak 
harus ada. Biasanya daerah belakang akan menjual barang-
barang mentah (raw material) dan jasa tenaga kerja kepada 
daerah inti, sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah 
belakang dalam bentuk barang jadi. 
c. Wilayah Administratif 
Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya di 
tentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan 
atau politik, seperti: propinsi, kabupaten, kecamatan, 
desa/kelurahan, dan RT/RW. Pengunaan pengertian ini 
disebabkan dua factor yakni: (a) dalam kebijaksanaan dan 
rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan 
dari berbagai badan pemerintahan. Dengan demikian, lebih 
praktis apabila pembangunan wilayah didasarkan pada suatu 
wilayah administrasi yang telah ada; dan (b) wilayah yang 
batasnya ditentukan berdasarkan atas suatu administrasi 
pemerintah lebih mudah dianalisis, karena sejak lama 
pengumpulan data diberbagai bagian wilayah berdasarkan 
pada suatu wilayah administrasi tersebut. 
Namun, dalam kenyataannya, pembangunan tersebut sering 
kali tidak hanya dalam suatu wilayah administrasi, sebagai 
contoh adalah pengelolaan pesisir, pengelolaan daerah aliran 
sungai, pengelolaan lingkungan dan sebagainya, yang batasnya 
bukan berdasarkan administrasi namun berdasarkan 
batas ekologis dan seringkali lintas batas wilayah administrasi. 
Sehinga penanganannya memerlukan kerja sama dari suatu 
wilayah administrasi yang terkait. 
d. Wilayah Perencanaan 
Wilayah perencanan (planning region atau programming region) 
merupakan wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-
sifat tertentu pada wilayah baik sifat alamiah maupun non 
alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan 
dalam kesatuan wilayah perencanaan/pengelolaan (Jahid, 
2012). Wilayah perencanaan merupakan wilayah yang 
memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-
keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat 
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sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan 
terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran 
penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk 
memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat 
dipandang sebagai satu kesatuan. 
Wilayah perencanaan harus mempunyai ciri-ciri: (a) cukup 
besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang 
berskala ekonomi, (b) mampu mengubah industrinya sendiri 
dengan tenaga kerja yang ada, (c) mempunyai struktur 
ekonomi yang homogen, (d) mempunyai sekurang-kurangnya 
satu titik pertumbuhan (growth point), (e) mengunakan suatu 
cara pendekatan perencanaan pembangunan, (f) masyarakat 
dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap 
persoalan-persoalannya. 
Wilayah perencanaan bukan hanya dari aspek fisik dan 
ekonomi, namun ada juga dari aspek ekologis. Misalnya dalam 
kaitannya dengan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). 
Pengelolaan daerah aliran sungai harus direncanakan dan 
dikelola mulai dari hulu sampai hilirnya. 
Dalam konsep perencanaan, istilah wilayah dapat menggunakan 
beberapa kata, yaitu :  
• Daerah (Wilayah Administrasi) :  sebutan untuk lingkungan 
permukaan bumi dalam batas kewenangan  Pemerintah 
Daerah.  Dengan demikian pengertiannya berkaitan dengan   
batas administrasi misalnya daerah kabupaten, daerah kota dan 
daerah provinsi. 
• Wilayah: sebutan untuk lingkungan permukaan bumi yang 
berkaitan dengan  pengertian kesatuan geografis seperti 
Wilayah Hutan, Wilayah Aliran  Sungai (Jadi sebenarnya istilah 
DAS yang sering digunakan itu salah, oleh  karena itu  akhirnya 
sebagian orang menyebutnya sebagai Wilayah  DAS) 
• Kawasan:  sebutan untuk wilayah dalam batas yang ditetapkan 
berdasarkan fungsi  tertentu, misalnya kawasan perdagangan, 
kawasan permukiman, kawasan  perkantoran, kawasan 
pendidikan. 
11 
 
4. Tujuan  
Perencanaan dibutuhkan oleh manusia, disebabkan oleh hal-hal 
sebagai berikut : 
a) Secara rasional, dengan perencanaan yang disusun 
berdasarkan data yang cukup dan analisis yang tepat akan 
memberikan keputusan dan hasil yang lebih baik. 
b) Dari segi efisiensi, dengan melakukan perencanaan dapat 
meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat yang 
akan diperoleh. 
Adapun tujuan perencanaan adalah sebagai berikut: 
a.     Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi 
dan merekam perubahan (a way to anticipate and offset 
change). 
b.     Perencanaan memberikan pengarahan (direction) kepada 
administrator-administrator maupun non-administrator. 
c.     Perencanaan juga dapat menghindari atau setidak-tidaknya 
memperkecil tumpang-tindih dan pemborosan (wasteful) 
pelaksanaan aktivitas-aktivitas. 
d.     Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-
standar yang akan digunakan untuk memudahkan 
pengawasan. 
Dengan adanya perencanaan wilayah diharapkan 
kesejahteraan manusia dapat lebih terwujud. Tujuan 
perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang aman 
efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya 
menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai 
kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah 
ataupun oleh pihak swasta. Lokasi yang dipilih memberikan 
efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, 
setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai 
pihak. 
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5. Manfaat 
Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan 
manfaatnya, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut : 
1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan 
proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan 
di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Dengan 
demikian, sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan 
untuk dibangun dan yang akan dijadikan sebagai wilayah 
penyangga. Juga dapat dihindari pemanfaatan lahan yang 
mestinya dilestarikan, seperti kawasan hutan lindung dan 
konservasi alam. Hal ini berarti dari sejak awal dapat 
diantisipasi dampak positif dan negatif dari perubahan tersebut, 
dan dapat dipikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh 
untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan 
dampak positif. 
2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk 
memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang 
akan datang dan di mana lokasi kegiatan seperti itu masih 
diizinkan. Hal ini bisa mempercepat proses pembangunan 
karena investor mendapat kepastian hukum tentang lokasi 
usahanya dan menjamin keteraturan dan menjauhkan benturan 
kepentingan. 
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan 
atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah 
penggunaan lahan. 
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih 
sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan 
perencanaan prasarana. 
5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, 
penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah 
memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, 
artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut. 
Penetapan lokasi harus menjamin keserasian spasial, 
keselarasan antar sektor, mengoptimalkan investasi, terciptanya 
efisiensi dalam kehidupan, dan menjamin kelestarian 
lingkungan.  
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Perencanaan wilayah diusahakan mencapai sasaran-sasaran 
tersebut secara maksimal, berdasarkan hambatan dan 
keterbatasan yang ada. Masalah yang rumit adalah bahwa pada 
lokasi yang direncanakan sering kali telah terisi dengan kegiatan 
lain. Akibatnya harus dibuatkan pilihan antara memindahkan 
kegiatan yang telah terlebih dahulu ada dan menggantinya 
dengan kegiatan baru, atau apa yang direncanakan harus 
disesuaikan dengan apa yang telah ada di lapangan. 
Menetapkan pilihan ini seringkali tidak mudah karena selain 
masalah perhitungan biaya versus manfaat, juga seringkali 
terdapat kepentingan lain yang sulit dikonversi dalam nilai 
uang, misalnya adat, sejarah, warisan, dan lingkungan. 
 
B. Perencanaan Pembangunan Wilayah 
 
1. Perkembangan  
Sejarah perkembangan perencanaan pembangunan di 
Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :  
 Masa VOC dan Penjajahan Belanda; Secara teknis, 
perencanaan fisik di Indonesia sudah dimulai sejak masa 
VOC di abad ke-17 dengan adanya De Statuten Van 1642, 
yaitu ketentuan perencanaan jalan, jembatan, batas kapling, 
pertamanan, garis sempadan, tanggul-tanggul, air bersih dan 
sanitasi kota. Peristiwa yang cukup berpengaruh pada masa 
tersebut adalah :  
o Revolusi Industri; memberikan pengaruh, (1) 
terbentuknya kota-kota administratur di pesisir untuk 
melayani permintaan rempah-rempah, hasil perkebunan 
dan mineral; (2) berpengaruh terhadap landasan konsep 
kota taman yang dikembangkan oleh Thomas Karsten.  
o Politik kulturstelsel pada masa Van den Bosch; 
menimbulkan pengaruh dengan munculnya Undang 
Undang Agraria (Agrarische Wet 1870).  
o Politik etis; Berpengaruh dengan adanya perbaikan 
kualitas lingkungan kampung tempat tinggal pribumi 
(perbaikan kampung/kampong verbeeterings).  
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o Terbitnya perangkat institusi dan konstitusi, yang 
kemudian memunculkan kewenangan kota praja sebagai 
daerah otonom, sehingga muncul konsep pembangunan 
kota-kota di Jawa.  
 Masa Perang Dunia II – Tahun 1950-an, muncul gagasan-
gagasan tentang pembangunan kota baru, baik kota satelit 
seperti wilayah Candi di Semarang maupun Kabayoran Baru 
di Jakarta; serta kota baru mandiri seperti Palangkaraya di 
Kalimantan Tengah dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan.  
 Masa 1950 – 1960 Perkembangan penduduk kota-kota, 
khususnya di Jawa dan Sumatera berdampak terhadap 
berbagai segi, baik fisik, budaya, sosial dan politik. Konflik 
regional pembangunan nasional semakin kompleks dan 
terdapat peningkatan tenaga ahli perencanaan wilayah dan 
kota.  
 Masa 1970 - 2000 Kompleksitas pembangunan nasional, 
regional dan lokal semakin meningkat, pengaruh metode-
metode dan teknologi negara maju, peningkatan program 
transmigrasi untuk membuka lahan-lahan pertanian baru di 
luar Jawa, pembangunan yang sentralistik industrialisasi mulai 
digalakkan ditandai dengan munculnya kawasan-kawasan 
industri. Munculnya Undang Undang Tata Ruang Nomor 24 
tahun 1992, standarisasi hirarki perencanaan dari yang 
umum, detail dan terperinci untuk tiap daerah tingkat I dan 
II.  
 Masa Tahun 2000-an Berlakunya Otonomi Daerah 
kabupaten dan Kota yang mengakibatkan daerah berlomba-
lomba meningkatkan Pendapatn Asli Daerah, tingginya 
wacana partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 
pada masa Orde Lama, perencanaan pembangunan yang 
dilaksanakan lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, hal 
ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa perjuangan fisik untuk 
mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak 
memungkinkan pelaksanaannya secara baik. 
Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa Orde Lama : 
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 Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor 
ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun 
Republik Indonesia untuk Tahun 1948, 1949, dan 1950, 
ditujukan terhadap bidang-bidang pertanian, peternakan, 
perindustrian dan kehutanan. 
 Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih 
bersifat menyeluruh, biarpun intinya adalah tetap sektor 
publik. 
 Tahun 1956-1960 telah berhasil disusun suatu Rencana 
Pembangunan Lima Tahun. 
 Tahun 1961-1969 berhasii disusun Rencana Pembangunan 
Nasional Semesta Berencana, yang meliputi jangka waktu 8 
tahun, ini terbagi atas rencana tahapan 3 dan 5 tahun. 
Program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pembangunan sejak 
Orde Baru sebenarnya berpangkal pada Nation Building Approach 
dalam kerangka : 
1. Jangka panjang; pendekatan pembangunan bangsa yang 
berdasarkan pada pendekatan pembangunan secara utuh dan 
terpadu (unified dan integratif) antara berbagai aspek kehidupan 
masyarakat.  
2. Jangka menengah; pendekatan pembangunan ekonomi dan 
sosial dengan lebih bertitik berat pada pembangunan sektor 
pertanian dan pengembangan sektor sosial serta kelembagaan 
menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. 
Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) disusun dan 
dimulai pelaksanaannya sejak 1 April 1969, diikuti dengan Repelita 
selanjutnya. Kegiatan perencanaan dilakukan terutama oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Dalam 
perumusan dan pelaksanaan suatu teori maupun dalam penyusunan 
suatu strategi pembangunan nasional sebagaimana telah diungkapkan, 
Indonesia pun tidak melepaskan diri dari asas politik ekonomi yang 
dianut. Hal ini telah dicantumkan dalam UUD 1945, khususnya pasal 
33 dan penjelasannya yaitu demokrasi ekonomi. 
Sebagai ilustrasi dapat kita pakai GBHN sebagai pola umum 
Pembangunan Indonesia berdasarkan pendekatan perencanaan 
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pembangunan bangsa. Pelaksanaannya akan dilaksanakan secara 
bertahap melalui Repelita-repelita sebagai perencanaan pembangunan 
jangka menengah yang pendekatannya lebih merupakan 
pembangunan ekonomi dan sosial. Bahkan dalam pola umum 
pembangunan nasional tersebut telah dibuat pula cara peiaksanaannya 
secara lebih operasional yaitu dengan sistem perencanaan tahunan 
dan mekanisme APBN. Dalam pelaksanaan strategi pembangunan 
tersebut telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti, 
namun demikian juga masih kelihatan bahwa banyak tujuan yang 
mendasar masih jauh dari terwujud. Bahkan mungkin ada arah 
pelaksanaan yang belum sesuai dengan perspektif yang dikehendaki 
dengan amanat UUD 1945. 
Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Jo 
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma 
pembangunan daerah bergeser dari efesiensi struktural mengarah ke 
pemerintahan yang lebih demokratis, dimana dalam perencanaan, 
pembahasan, pelaksanaan pembangunan masyarakat diikutsertakan 
secara aktif didalamnya.  
Cahyono (2006), menyatakan bahwa proses perencanaan 
pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus 
memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses 
perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan antara lain :  
(1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan 
dimasyarakat,  
(2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari 
segi teknik, ekonomi dan sosialnya,  
(3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok 
dalam masyarakat,  
(4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program,  
(5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada,  
(6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan 
jangka panjang,  
(7) Memberi kemudahan untuk evaluasi,  
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(8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat 
dan tenaga yang tersedia. 
Dikembangkannya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
bertujuan untuk :  
(1) Partisipasi menjamin perlakuan pemerintah yang tidak 
memperalat rakyat;  
(2) Partisipasi berlaku sebagai suatu instrument berharga untuk 
kegiatan memobilisasi, mengorganisasi dan mengembangkan 
oleh rakyat; dan  
(3) partisipasi berfungsi sebagai saluran lokal untuk memperoleh 
jalan masuk ke bidang-bidang makro pembuat keputusan 
(Analisis CSIS Nomor 2, 1990).  
Tahun 2014, merupakan tahun sejarah bangsa Indonesia 
dalam perencanaan, dimana untuk pertama kalinya Indonesia 
memiliki Undang-undang Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu 
dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, karena selama ini perencanaan 
pembangunan di daerah hanya diatur di tingkat Menteri.  
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, salah 
satu tahapan perencanaan dan penganggaran yang harus dilakukan di 
tingkat daerah adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang). Musrenbang merupakan forum lintas pelaku dimana 
masyarakat bisa berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran 
pembangunan khususnya di daerah. Dalam Musrenbang perencanaan 
dari tingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes), kecamatan 
(Musrenbangkec), kabupaten/kota (Musrenbangda) hingga level 
nasional, dilakukan melalui forum musyawarah. Musrenbang 
merupakan salah satu wahana yang bertujuan mengoptimalkan 
partisipasi masyarakat.  
Dalam Musrenbang masyarakat mengemban peran 
konsolidasi partisipasi, agregasi kepentingan, menyampaikan 
preferensi, memilih wakil, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil 
musrenbang. Pemerintah berperan dalam penyediaan informasi, 
memberikan asistensi teknis, dan pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi. Adapun DPRD berperan dalam penjaringan aspirasi dan 
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pengawasan. Dengan demikian jalan untuk mengikutsertakan 
masyarakat dalam pembangunan daerah adalah dengan partisipasi 
baik proses, pengorganisasian ataupun pengembangan kapasitas 
masyarakat itu sendiri, sehingga keberadannya benar-benar 
diperhitungkan menjadi suatu instrumen yang berharga. 
Dewasa ini, perencanaan pembangunan diarahkan untuk 
lebih memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan dari sumberdaya 
yang diolah atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development). Pembangunan berkelanjutan adalah 
pembangunan yang mewujudkan kebutuhan saat ini tanpa 
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan 
kebutuhan mereka. Pengembangan ternak kerbau dikatakan 
berkelanjutan jika sistem tersebut menerapkan konsep pembangunan 
berkelanjutan yang dapat memberikan solusi optimal terhadap konflik 
antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian 
lingkungan hidup. 
Sutikno dan Maryunani (2006) menyatakan bahwa konsep 
pembangunan berwawasan lingkungan mengintegrasikan antara 
pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dengan menjaga kelestarian lingkungan agar degradasi lingkungan 
sebagai dampak dari pembangunan ekonomi dapat diminimalisir. 
Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development 
merupakan gagasan atau konsep pembangunan yang sudah lama 
dicanangkan baik oleh sekelompok masyarakat tertentu, negara, 
maupun oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Konsep tersebut 
dipicu oleh kekhawatiran manusia terhadap kelestarian tempat dimana 
mereka tinggal, disamping upaya mencari kemungkinan tempat 
tinggal lain di luar planet ini. Namun demikian, yang lebih penting 
bagi manusia adalah bagaimana melestarikan tempat tinggal yang ada 
saat ini sehingga generasi penerus atau anak cucu kita dapat 
menikmatinya (Suyitman, 2010). 
Konsep pembangunan berkelanjutan didirikan atau didukung 
oleh tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga 
pendekatan tersebut bukanlah pendekatan yang berdiri sendiri, tetapi 
saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain (Munasinghe, 1993). 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan dikatakan berkelanjutan 
jika memenuhi tiga dimensi, yaitu : secara ekonomi dapat efisien serta 
layak; secara sosial berkeadilan yaitu menyebarkan keuntungan yang 
mencakup intersocietal equity misalnya antar kelompok dalam 
masyarakat, menghargai hak khusus masyarakat lokal, intergenerational 
equity yaitu tidak membatasi peluang atau pilihan bagi generasi 
mendatang, dan  international equity yaitu memenuhi kewajiban 
terhadap bangsa lain dan terhadap masyarakat internasional 
mengingat adanya kenyataan saling ketergantungan secara global; 
serta secara ekologis lestari (ramah lingkungan). Makna dari 
pembangunan berkelanjutan dari dimensi ekologi memberikan 
penekanan pada pentingnya menjamin dan meneruskan kepada 
generasi mendatang sejumlah kuantitas modal alam (natural capital) 
yang dapat menyediakan suatu hasil keberlanjutan secara ekonomis 
dan jasa lingkungan termasuk keindahan alam. 
Young (1992) dalam Kay dan Alder (1999) mengemukakan 
adanya tiga tema yang terkandung dalam definisi pembangunan 
berkelanjutan tersebut, yaitu : integritas lingkungan, efisiensi 
pembangunan, dan keadilan kesejahteraan (equity). Pendapat ini 
sejalan dengan yang dikemukakan oleh  Munasinghe (1993), bahwa 
pembangunan dikatakan berkelanjutan jika memenuhi tiga dimensi, 
yaitu :  
 secara ekonomi dapat efisien serta layak,  
 secara sosial berkeadilan, dan  
 secara ekologis lestari (ramah lingkungan). Makna dari 
pembangunan berkelanjutan dari dimensi ekologi memberikan 
penekanan pada pentingnya menjamin dan meneruskan 
kepada generasi mendatang sejumlah kuantitas modal alam 
(natural capital) yang dapat menyediakan suatu hasil 
berkelanjutan secara ekonomis dan jasa lingkungan termasuk 
keindahan alam.  
 Cicin-Sain dan Knecht (1998) mengemukakan bahwa 
pembangunan berkelanjutan mencakup tiga penekanan, yaitu:  
a. Pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan manusia;  
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b. Pembangunan yang sesuai dengan lingkungan;                  
c. Pembangunan yang sesuai dengan keadilan kesejahteraan yaitu 
keadilan penyebaran keuntungan dari pembangunan yang 
mencakup :       
 “intersocietal equity” misalnya antar kelompok dalam 
masyarakat, menghargai hak khusus masyarakat local dan 
lain-lain;                            
 “intergenerational equity” yaitu  tidak membatasi peluang 
atau pilihan bagi generasi mendatang;  
 “international equity” yaitu memenuhi kewajiban (obligasi) 
terhadap bangsa lain dan terhadap masyarakat 
internasional mengingat adanya kenyataan saling 
ketergantungan secara global.   
Di bidang pertanian menurut Suryana et al, (1998), konsep 
berkelanjutan mengandung pengertian, bahwa pengembangan produk 
pertanian harus tetap memelihara kelestarian sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan pertanian dalam jangka 
panjang lintas generasi (inter-generation sustainability), antara lain dengan 
mengembangkan sistem usaha tani konservasi, penerapan 
pengendalian hama terpadu (PHT), dan kepatuhan pada prosedur 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertanian. 
Dalam kaitannya dengan model pembangunan berkelanjutan 
yang bertumpu (focus) pada manusia, ada lima segi yang harus 
mendapat perhatian yaitu :  
a) Pemberdayaan (empowerment): meningkatkan kemampuan untuk 
memilih dan membuka kesempatan untuk memilih. Secara 
lebih persisnya adalah peningkatan kemampuan untuk 
mengambil keputusan dan membuka kesempatan untuk ikut 
serta dalam pengambilan keputusan, terutama yang 
bersangkutan dengan kehidupan mereka sendiri. 
b) Kerjasama (co-operation) : membuka dan tidak menghalangi 
orang untuk melakukan kerjasama, berinteraksi dan saling 
mengisi kebutuhan batinnya dalam kehidupan yang bermutu 
danmempunyai arti. 
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c) Keadilan (equity) : meningkatkan kemampuan dan kesempatan 
untuk mengakses berbagai sumberdaya dan pelayanan. 
d) Keberlanjutan (sustainability) : hak generasi yang akan datang 
untuk bebas dari kemiskinan dan tetap memiliki hak pribadi. 
e) Keamanan (security) : terutama keamanan atas sumber 
penghidupannya. 
Sedikitnya ada lima manfaat pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan melalui pendekatan sistem agribisnis dan kemitraan 
(Saptana dan Ashari, 2007), yaitu : 
1) Mengoptimalkan alokasi sumberdaya pada satu titik waktu dan 
lintas generasi;  
2) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas produk 
pertanian/peternakan karena adanya keterpaduan produk 
berdasarkan tarikan permintaan (demand driven);  
3) Meningkatkan efisiensi masing-masing subsistem agribisnis 
dan harmonisasi keterkaitan antar subsistem melalui 
keterpaduan antar pelaku;  
4) Terbangunnya kemitraan agribisnis peternakan  yang saling 
memperkuat dan menguntungkan; dan  
5) Adanya kesinambungan usaha yang menjamin stabilitas dan 
kontinuitas pendapatan seluruh pelaku agribisnis.  
Persyaratan agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud 
menurut Kay dan Alder (1999) adalah : 
a. Integritas antara konservasi dan pengembangan; 
b. Kepuasan atas keutuhan dasar manusia; 
c. Peluang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat 
non materi; 
d. Berkembang ke arah keadilan sosial dan kesejahteraan; 
e. Menghargai dan mendukung keragaman budaya; 
f. Memberikan peluang penentuan identitas diri secara sosial 
dan menentukan sikap ketidaktergantungan diri; dan 
menjaga integritas ekologis. 
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2. Ruang Lingkup  
Setiap rencana paling tidak mempunyai 3 unsur pokok, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Titik Awal 
Titik awal rencana merupakan kondisi awal dari mana kita 
memulai dalam menyusun rencana dan sekaligus nantinya 
menjadi landasan awal untuk melaksanakan rencana 
tersebut. Di dalam perencanaan wilayah, titik awal 
rencana adalah berupa fakta wilayah kini (existing condition), 
yang meliputi potensi fisik wilayah, kemampuan tanah 
(land capability), kesesuaian tanah (land suitability), 
penggunaan tanah, prasarana, dan sebagainya, kondisi 
ekonomi, social, budaya, dan sebagainya. 
2. Tujuan (Goal) 
Tujuan adalah sesuatu keadaan yang ingin dicapai di masa 
yang akan datang. Di dalam perencanaan wilayah, tujuan 
rencana adalah kondisi wilayah yang diinginkan oleh 
masyarakat (bersama pemerintah). Untuk mencapai tujuan 
tersebut perlu dijabarkan dengan pencapaian sasaran-
sasaran (objectives). Apabila sasaran-sasaran kegiatan 
tercapai maka tujuan juga akan tercapai. 
3. Arah 
Arah rencana merupakan pedoman untuk mencapai 
rencana dengan cara yang legal, efisien, dan terjangkau 
oleh pelaksana. Pedoman mencakup dari yang bersifat 
normatif, antara lain norma dan nilai sosial masyarakat, 
peraturan perundangan, sampai yang bersifat operasional 
antara lain petunjuk operasional dan petunjuk teknis 
untuk melaksanakan rencana. Apabila suatu rencana tidak 
dilengkapi pedoman yang jelas maka pencapaian tujuan 
tidak efektif dan terjadi pemborosan pemakaian sumber 
daya dan waktu. 
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Ketiga unsur rencana tersebut sifatnya wajib ada bagi setiap 
rencana. Apabila salah satu unsur rencana tidak ada, maka rencana 
menjadi tidak bermanfaat atau sulit dilaksanakan. Manusia dalam 
kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak selalu terlibat atau 
membutuhkan perencanaan. Hal ini ditunjukkan bahwa secara naluri 
manusia dalam beraktivitas senantiasa memilih jalan yang praktis dan 
mudah, yang salah satu caranya ditempuh dengan suatu perencanaan. 
Setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan, harus 
mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut :  
a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. 
Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang 
kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan 
pembangunan lainnya. 
b. Adanya kerangka rencana makro, dimana didalam kerangka ini 
dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta 
implikasi hubungan tersebut. 
c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-
sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber 
pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang 
strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama. 
d. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti 
misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga 
serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu 
perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. 
e. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang 
dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara 
sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan 
rencana-rencana sasaran. 
f. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan 
yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan tersebut. 
Dalam pelaksanaannya, perencanaan wilayah ini disinonimkan 
dengan hasil akhir yang hendak dicapai yaitu tata ruang. Dengan 
demikian, kegiatan itu disebut perencanaan atau penyusunan tata 
ruang wilayah. Berdasarkan materi yang dicakup, perencanaan ruang 
wilayah atau penyusunan tata ruang wilayah dapat dibagi dalam 2 
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kategori, yaitu perencanaan yang mencakup keseluruhan wilayah yaitu 
perkotaan dan non perkotaan, serta perencanaan khusus untuk 
wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang yang menyangkut 
keseluruhan wilayah, misalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Negara 
(RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). 
Sedangkan perencanaan khusus untuk ruang perkotaan, misalnya 
Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), Rencana Tata Ruang Induk Kota 
(RTRIK), dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). 
Perbedaan utama dari kedua jenis perencanaan tersebut adalah 
pada perbedaan kegiatan utama yang terdapat pada wilayah 
perencanaan. Pada perencanaan keseluruhan wilayah ada kegiatan 
perkotaan dan non perkotaan dengan fokus utama untuk 
menciptakan hubungan yang serasi antara kota dengan wilayah 
belakangnya. Pada perencanaan wilayah kota, kegiatan utama adalah 
kegiatan perkotaan dan permukiman sehingga yang menjadi fokus 
perhatian adalah keserasian hubungan antara berbagai kegiatan di 
dalam kota untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan itu 
sendiri plus kebutuhan masyarakat yang datang dari luar kota. 
Syarat-syarat dalam suatu perencanaan adalah (1) Rasional dan 
realistis (2) Jelas (3) Terarah (4) Fleksibel (5) Seimbang dan (6) 
Continue. Sedangkan unsur-unsur dari perencanaan adalah sebagai 
berikut What - Tindakan atau kegiatan apa yang harus dikerjakan? 
Why -Mengapa kegiatan tersebut harus dilaksanakan? Where -
Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan? When -Kapan tindakan atau 
kegiatan tersebut dilaksanakan? Who - Siapa yang akan melaksanakan 
kegiatan tersebut? How - Bagaimana cara melaksanakan kegiatan 
tersebut? 
Menurut Jhingan (1983) syarat-syarat keberhasilan suatu 
perencanaan memerlukan adanya hal-hal berikut ini :  
1. Komisi perencanaan; diperlukan pembentukan suatu komisi 
(badan atau lembaga) perencanaan yang harus diorganisir secara 
tepat, dan dibagi dalam bagian-bagian dan sub bagian, dikoordinir 
oleh para pakar, seperti pakar ekonomi, statistik, teknik serta 
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pakar lain yang berkenaan dengan masalah perencanaan yang 
dilakukan. 
2. Data statistik; adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi 
sumber daya yang dimiliki suatu negara beserta segala 
kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan 
informasi dan data statistik serta sumberdaya-sumberdaya 
potensial lain seperti sumber daya alam, sumber daya manusia 
dan modal yang tersedia di negara tersebut. 
3. Tujuan; suatu perencanaan dapat menetapkan tujuan dan sasaran 
yang ingin dicapai. Berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai 
tersebut hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi 
perekonomian negara yang bersangkutan. 
4. Penetapan sasaran dan prioritas; dibuat secara makro dan 
sektoral. Sasaran secara makro dirumuskan secara tegas serta 
mencakup setiap aspek dan dapat dikuantifikasikan. Untuk 
sasaran sektoral harus disesuaikan dengan sasaran makronya, 
sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan. 
5. Mobilisasi sumberdaya; dalam perencanaan ditetapkan adanya 
pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi 
sumberdaya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa berasal 
dari sumber luar negeri dan dalam negeri (domestik). 
6. Keseimbangan dalam perencanaan; suatu perencanaan hendaknya 
mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian, untuk 
menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode 
perencanaan. 
7. Sistem administrasi yang efisien; administrasi yang baik, efisien 
dan tidak ada unsur KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) adalah 
syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. 
8. Kebijaksanaan pembangunan yang tepat; pemerintah harus 
menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi 
berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari 
masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. 
Unsur-unsur utama kebijakan pembangunan meliputi:  
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a. analisis potensi pembangunan : survei sumberdaya 
nasional, penelitian ilmiah, penelitian pasar;  
b. penyediaan prasarana yang memadai (air, listrik, 
infrastruktur dan telekomunikasi);  
c. penyediaan fasilitas latihan khusus dan juga pendidikan 
umum yang memadai untuk menyediakan keterampilan 
yang diperlukan;  
d. perbaikan landasan hukum bagi kegiatan perekonomian. 
9. Administrasi yang ekonomis; setiap usaha harus dibuat 
berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam 
pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintahan. 
10. Dasar pendidikan; administrasi yang bersih dan efisien 
memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang 
berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika 
masyarakat. 
11. Teori konsumsi; menurut Galbraith (1962), satu syarat penting 
dalam perencanaan pembangunan modern adalah bahwa 
perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi. 
Negara sedang berkembang tidak harus demokratis dan 
perhatian pertama harus diberikan kepada barang dan jasa yang 
berada dalam jangkauan pendapatan masyarakat tertentu.  
12. Dukungan Masyarakat; merupakan faktor penting bagi 
keberhasilan suatu perencanaan didalam suatu negara yang 
demokratis. Perencanaan memerlukan dukungan luas dari 
masyarakat. Perencanaan harus diatas kepentingan golongan. 
Tetapi pada saat yang sama, perencanaan tersebut harus 
memperoleh persetujuan semua golongan. Dengan kata lain, 
suatu perencanaan harus dianggap sebagai rencana nasional bila 
rencana tersebut disetujui oleh wakil-wakil rakyat. 
Perencanaan wilayah menyangkut berbagai bidang, yaitu 
sebagai berikut : 
 Perencanaan wilayah untuk kajian sosial ekonomi wilayah, 
seperti :  
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 Perencanaan sosial ekonomi wilayah 
 Perencanaan sosial ekonomi perkotaan  
 Perencanaan sosial ekonomi perdesaan  
 Perencanaan wilayah untuk tata ruang atau tata guna lahan. 
Perencanaan ini dapat diperinci atas :  
 Tata ruang tingkat nasional,  
 Tata ruang tingkat provinsi,  
 Tata ruang tingkat kabupaten atau kota, dan  
 Tata ruang tingkat kecamatan atau desa.  
 Perencanaan wilayah untuk kajian – kajian khusus, seperti :  
 Perencanaan lingkungan,  
 Perencanaan permukiman atau perumahan, dan  
 Perencanaan transportasi;  
 Perencanaan wilayah untuk proyek (site planning), seperti :  
 Perencanaan lokasi proyek pasar,  
 Perencanaan lokasi proyek pendidikan,  
 Perencanaan lokasi proyek realestate,  
 Perencanaan lokasi proyek pertanian, 
 Perencanaan lokasi kawasan industri. 
 
Faktor- Faktor dalam perencanaan terbagi atas : 
• Faktor eksternal atau lingkungan eksternal dapat dibedakan 
antara lingkungan yang ‘jauh’ (remote environment), yang terdiri atas 
demografi, social, ekonomi, budaya, politik serta teknologi, dan 
lingkungan industri dimana organisasi tersebut berada (industrial 
environment).  
 
• Faktor internal adalah 27 actor yang biasanya diterjemahkan 
sebagai titik kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Faktor ini 
merupakan 27actor dalam kendali organisasi, tetapi tidak jarang 
pembuat keputusan tidak dapat menentukan titik kekuatan dan 
titik kelemahan organisasinya. 
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Perencanaan wilayah secara keseluruhan (regional planning), 
dapat digunakan beberapa metode (Nurhadi, 2014) seperti: 
 
1. Pengembangan wilayah secara admisitratif atau secara geografis 
dengan mengembangan seluruh wilayah perdesaan dan 
perkotaan, misalnya pengembangan daerah Jawa Barat atau 
pengembangan wilayah geografis Jawa Barat (terdiri atas 
Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta). 
 
2. Pengembangan wilayah aliran sungai yang pengembangannya 
dilakukan di wilayah aliran sungai tertentu, misalnya dengan 
dibangun beberapa bendungan. Diwilayah aliran sungai 
tersebut dilakukan peningkatan pemanfaatan sungai, tanah dan 
sumberdaya alam lainnya. Dengan demikian dapat 
dikembangkan pertanian dan peternakan, kehutanan, industri, 
perikanan, pelayanan dan sebagainya. Dalam pengembangan 
tersebut  digunakan pendekatan teritorial. 
 
3. Pengembangan wilayah perdesaan yang dilakukan dengan 
meningkatkan kehidupan social ekonomi penduduk dengan 
mengembangkan pertanian yang merupakan mata pencaharian 
pokok penduduk. Hal itupun menggunakan pendekatan 
teritorial. Misalnya Pembangunan desa yang baru (diluar Jawa) 
dilakukan dengan transmigrasi, permukiman kembali dan 
perkebunan inti rakyat (PIR); sedangkan pembangunan desa 
lama (diseluruh Indonesia) dilakukan dengan sistem unit daerah 
kerja pembangunan (UDKP), pendekatan ekologi, desa terpadu 
dan sebaginya. 
 
4. Pengembangan wilayah menurut sistem perkotaan yang termasuk 
perencanaan wilayah fungsional serta mempunyai hubungan 
dalam ruang (spasial) atau hubungan difusi yang meliputi dua 
konsep berikut :  
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 a. Konsep “kutub pertumbuhan” (growth pole), yang terpusat 
dan mengambil tempat (kota) tertentu sebagai pusat 
pengembangan yang diharapkan menjalarkan 
perkembangan ke pusat – pusat yang tingkatannya lebih 
rendah. Dalam konsep ini terdapat istilah spread dan trickling 
down (penjalaran dan penetesan) serta backwash dan 
polarization (penarikan dan pemusatan).  
Konsep ini dimulai oleh Perroux (1950), berasal dari 
pengembangan industri untuk meningkatkan Gross National 
Product (GNP) setelah kemunduran ekonomi setelah perang 
Dunia II. Sesuai dengan konsep ini, investasi diberikan 
kepada kota besar, dengan pendirian bahwa jika kegiatan 
terkonsentrasi dalam suatu ruang, maka konsentrasi itu 
menimbulkan “external economic” yang mengakibatkan 
bertambahnya kegiatan baru pada kawasan kota tersebut. 
Semakin besar konsentarasi itu, makin banyak penduduk, 
makin banyak kegiatan yang dilakukan dan makin banyak 
barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kota tersebut. Gejala 
inilah yang memberikan semua penjalaran atau penetesan 
dan penarikan atau pemusatan. (Jayadinata, 1992).  
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut Forbes 
(1986) bahwa konsep “kutub pertumbuhan” merupakan 
konsep berpengaruh satu-satunya mengenai “pembangunan 
regional” selama tahun 1960-an dan 1970-an. Konsep ini 
semula dikaitkan dengan karya Perroux (1950, 1971), yang 
perhatian utamanya adalah interaksi diantara sektor-sektor 
industri.  
Dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tercipta 
melalui serangkaian sektor atau kutub-kutub yang dominan 
dalam perekonomian. Boudeville (1966) membantu 
menerapkan konsep kutub pertumbuhan ini pada ruang 
geografi dengan jalan mana kutub-kutub itu menjadi 
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dikenal sebagai pusat-pusat pertumbuhan (growth centres). 
Kutub-kutub pertumbuhan ini menjadi rangkaian kegiatan 
yang berlokasi di sekitar kegiatan penggerak yang orisinil. 
Pembangunan spasial dan pembangunan ekonomi menjadi 
terpusat pada suatu strategi pertumbuhan kota.  
Menurut Dickenson, dkk (1992) gagasan-gagasan Perroux 
tentang konsep kutub pertumbuhan, secara antusiastik 
diterima bukan karena ia tampak mempunyai implikasi-
implikasi keruangan: pengembangan akan menyebar dari 
kutub-kutub pengembangan ke tempat-tempat lainnya. 
Namun Perruox sendiri tertarik perhatiannya pertama-tama 
pada suatu ekonomi dalam hal yang abstrak, yang hanya 
menyarankan bahwa pertumbuhan dapat dirangsang tanpa 
memandang dimana kemungkinan itu akan terjadi. 
 Sejak dulu juga telah diketahui bahwa kemajuan ekonomi 
tidak dapat dicapai dengan tingkat yang sama disetiap 
tempat. Myrdal dan Hirschman dengan teori polarisasi 
ekonominya telah mengetahui adanya daya kompensasi 
yang berlawanan, yakni efek-efek arus balik atau polarisasi, 
yang akan menghambat perkembangan diseluruh negeri. 
Hirschman melihat bahwa secara geografis pertumbuhan 
mungkin tidak perlu berimbang. Ia percaya bahwa dengan 
berlangsungnya waktu, efek-efek menetes kebawah (tricling 
down-effects) akan dapat mengatasi efek polarisasi; dan hal 
yang demikian akan terjadi jika ada campur tangan negara 
(pemerintah) dalam perekonomian.  
 
b. Model pusat-pinggiran (core-periphery) dari pebrisch seperti 
yang telah diuraikan sebelumnya. Myrdal dan Hirschman 
dengan teori polarisasi ekonomi menjelaskan perbedaan 
pembangunan/kemajuan antara core dan periphery (pusat-
pinggiran). Menurut Myrdal, bila dalam suatu wilayah 
didirikan industri, maka akan terjadi pemusatan penduduk 
disekitar daerah industri tersebut.                           
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Penduduk disini memerlukan pelayanan sosial dan 
ekonomi, sehingga menarik para penanam modal. 
Akhirnya modal pun mengalir kearah itu. Industri pertama 
mungkin juga menarik pendirian industri lainnya baik yang 
menyediakan bahan mentahnya maupun industri yang 
mengolah bahan setengah jadi bahan yang dihasilkan oleh 
industry pertama.  
Demikianlah akan terjadi pertumbuhan yang makin lama 
makin pesat (Polarization of Growth”). “Polarization of growth” 
ini akan menimbulkan “backwash-effects” atau akibat-akibat 
yang menghambat pertumbuhan wilayah-wilayah lain dari 
mana tenaga-tenaga terampil, modal barang-barang 
perdagangan ditarik kearah itu. Daerah yang terkena 
“backwash-effects” ini makin lama menjadi makin mundur 
dan disebut “periphery” (Henderink & Murtomo, 1988).  
Sehubungan dengan pandangan tentang polarisasi 
pertumbuhan ekonomi tersebut, Friedman (Dickenson, 
dkk. 1992), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
cenderung terjadi dalam matriks kawasan-kawasan 
perkotaan, melalui matriks inilah perkembangan ekonomi 
keruangan diorganisasikan.  
Penentuan-pnentuan lokasi perusahaan, dilakukan dengan 
mengacu pada kota – kota atau kawasan-kawasan urban. 
Maka kota-kota merupakan inti kemajuan ekonomi, 
disekitarnya terdapat wilayah pertanian yang lebih efisien 
dan di luar lagi terdapat aktivitas – aktivitas mata 
pencaharian hidup yang kurang maju.  
 
Dengan demikian kota dan kawasan kota diidentifikasikan 
sebagai katalisator suatu proses yang didesain untuk 
melibatkan keseluruhan ruang secara nasional. Kutub-
kutub pengembangan primer yang terdiri dari industri-
industri terkait yang diidentifikasikan dan didorong 
perkembangannya dengan suatu jaringan komunikasi. 
Bantuan akan disalurkan kepada tingkatan pusat-pusat 
yang lebih kecil.  
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Daya pengaruh pertumbuhan memusat, perkembangan  
indusri akan menghasilkan suatu aliran investasi yang 
“menetes ke bawah” melalui hirarki cabang-cabang ekonomi 
dan keruangan hingga sampai pada pusat-pusat urban 
yang lebih kecil pun akan menerima keuntungan-
keuntungannya. 
 
Friedmann sebagai ahli perencanaan yang mengembangkan 
teori pembangunan regional, menggunakan konsep core-periphery 
untuk membuat tipologi suatu wilayah yakni: 
 
a. “core-regions”, sebagai ekonomi metropolitan yang terpusat. Ini 
identitik dengan kapitalis modern. Sebagai contoh core-regions 
ini adalah wilayah perkotaan Jakarta, Indonesia; tetapi dapat 
pula dengan skala internasional. 
 
b. Wilayah transisi yang berkembang (“upward-transision region”), 
yaitu wilayah dekat dengan pusat dan sesuai untuk 
pengembangan sumber-sumber (misalnya antara daerah 
perkotaan Jakarta dengan daerah perkotaan Bandung) 
 
 
c. Wilayah yang berdekatan dengan sumber-sumber (“resource-
frontier regions”), daerah pinggiran pemukiman baru (misalnya 
daerah-daerah transmigrasi di Sumatera, Kalimantan dan lain-
lainnya). 
 
d. Wilayah transisi yang mundur (“downward-transision regions”), 
wilayah ini terdapat di dalam negara (misalnya daerah-daerah 
yang mengalami “back wash effect”) dan di luar negeri pada skala 
dunia (misalnya “sub-Saharan countries”). 
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3. Peran Pemerintah  
Salah satu tugas dari pemerintah adalah melakukan 
perencanaan kota dan wilayah serta menjalankannya. Perencanaan 
dan aplikasi rencana tersebut merupakan bentuk aplikasi kekuasaan 
yang berkaitan dengan penggunaan aset masyarakat yang berupa 
tanah/ruang. Dengan mandat kekuasaan tersebut maka ada kontrol 
publik/pemerintah terhadap ruang atau tanah milik pribadi. 
konsekuensi bagi pemilik tanah adalah apabila ada kerugian akibat 
pengaturan rencana tata ruang, maka akan ditanggung oleh pemilik 
tanah itu sendiri. Hal ini didasarkan aturan bahwa rencana tata ruang 
yang sudah diundangkan mempunyai kekuatan hukum untuk ditaati 
bagi warga negaranya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap 
individu harus diperlakukan secara adil karena mereka mempunyai 
hak yang sama di dalam masyarakat.  
Mengingat bahwa pada negara yang demokratis, pemerintah 
melaksanakan mandat dari rakyat maka pengaturan ruang harus dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap rakyat. Untuk menuju asas keadilan 
sesama warga negara maka :  
a. Setiap kerugian akibat rencana tata ruang harus ada 
kompensasi.  
b. Kompensasi dapat berbentuk uang tunai, insentif, subsidi, 
transfer of development right/dispensasi bentuk pembangunan lain, 
atau bentuk-bentuk kompensasi lainnya. 
c. Yang membayar kompensasi adalah pihak yang diuntungkan 
oleh adanya rencana, sedangkan pemerintah bertindak sebagai 
agen/pengelola/mediator. Prosedur penentuan kompensasi, 
bentuk dan penghitungan besarnya kompensasi perlu 
dituangkan dalam kebijaksanaan pemerintah atau bentuk 
peraturan perundangan. 
Peranan pemerintah dalam mengelola kota dan wilayah antara 
lain sebagai berikut. 
1. Penyedia service dan barang publik (supplier of public goods and 
services). 
2. Mengatur dan memfasilitasi (regulating and facilitating) berjalannya 
ekonomi pasar agar tercipta alokasi sumber daya sebaik-baiknya. 
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Misalnya, menghindari distorsi pasar dengan membuat undang – 
undang antitrust atau undang-undang antimonopoli. 
3. Sebagai social engineering dalam mengarahkan masyarakat untuk 
mencapai tujuan atau nilai - nilai yang diinginkan bangsa dan 
negara. Alokasi sumber daya diserahkan pada mekanisme pasar, 
tetapi pemerintah berkewajiban mengoreksi ketidakseimbangan 
sosial ekonomi dan melindungi golongan yang lemah dan 
minoritas.  
4. Sebagai arbiter dalam konflik antar kelompok masyarakat. 
Di luar keempat peran tersebut, bisa terjadi peran pemerintah 
yang tidak diharapkan, yaitu apabila pemerintah berperan sebagai alat 
dari elite bisnis di mana ada konspirasi antara kelas yang kuat (the 
ruling class) dengan pemerintah. Konspirasi tersebut terjadi apabila 
para penentu kebijaksanaan (decision makers) dalam menjalankan 
pemerintahan, terutama pembuat aturan dan penegak hukumnya 
hanya membela para pemodal dan pebisnis. 
Dari keempat peran pemerintah tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa tujuan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap 
mekanisme yang terjadi di masyarakat adalah agar terjadi 
keseimbangan alokasi sumber daya secara adil. Tujuan atau sasaran 
dari intervensi pemerintah, yaitu sebagai berikut : 
a. Penyedia barang publik dan pelayanan public;  
b. Perlindungan bagi masyarakat lemah secara ekonomi, sosial, 
budaya, dan politik;  
c. Sebagai promotor dan katalisator pertumbuhan wilayah 
(khususnya ekonomi, sosial, budaya, dan politik);  
d. Kelestarian lingkungan; dan 
e. Menjaga keutuhan bangsa dan negara. 
Bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan tersebut adalah sebagai 
berikut. 
1. Perencanaan Tata Ruang Kota dan Wilayah 
2. Pengaturan Pemanfaatan Ruang 
– Perumahan 
– Industri 
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– Jasa  
– Wilayah konservasi dan lindung 
– Pertanian 
– Prasarana umum 
3. Pelayanan Publik 
– Ketertiban dan keamanan 
– Penyediaan prasarana umum, seperti jalan, taman, 
lapangan, saluran irigasi, dan saluran drainase 
– Penyediaan utilitas, seperti listrik, air minum, gas, dan 
telekomunikasi 
– Pelayanan administrasi pemerintahan, seperti 
kependudukan dan perizinan. 
4. Redistribusi Sumber Daya 
Bentuk intervensi ini dimaksudkan untuk koreksi dari persaingan 
yang tidak sehat akibat penguasaan sumber daya yang tidak seimbang. 
Bentuk program ini misalnya landreform, pajak progresif, subsidi silang 
dalam penyediaan sarana kehidupan masyarakat (perumahan, listrik, 
BBM), dan subsidi input produksi pertanian (pupuk, pestisida, bibit 
unggul, air irigasi). Bentuk - bentuk intervensi tersebut biasanya 
bukan merupakan bentuk kegiatan yang independen, tetapi selalu 
terkait satu sama lain. Perencanaan tata ruang, selain mengatur 
peruntukan penggunaan ruang yang memberikan manfaat yang 
optimal bagi masyarakat juga terkait dengan kegiatan pelayanan 
publik, dan dalam rangka kebijaksanaan redistribusi sumber daya. 
Pengaturan pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang mengacu pada 
rencana tata ruang, di mana sekaligus terkait dengan pelayanan publik 
dan redistribusi sumber daya. Agar pengaturan perencanaan dan 
pemanfaatan ruang tersebut berjalan sesuai yang diharapkan maka 
perlu manajemen pengendalian.  
C. Perkembangan Wilayah dan Problematika 
Perkembangan suatu wilayah, dapat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikemukakan antara lain : 
1. Potensi disetiap wilayah berbeda, baik sumberdaya alam 
maupun sumberdaya manusia yang dimiliki. Ada wilayah yang 
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memiliki potensi sumberdaya melimpah, ada pula yang minim. 
Perbedaan potensi ini memerlukan perencanaan yang berbeda. 
Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya 
manusia dimasa lalu merupakan asset yang harus dimanfaatkan 
untuk sebesar –besarnya kesejahteraan rakyat.  
2. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga 
mempengaruhi perubahan dalam kehidupan manusia yang akan 
berdampak pada ada perubahan/perkembangan di wilayah 
tersebut.  
3. Adanya kesalahan perencanaan dimasa lalu sehingga tidak 
dapat diubah atau diperbaiki kembali, misalnya masyarakat yang 
sudah terlanjur membangun rumah dijalur hijau, atau daerah 
yang terkena banjir tahunan. Oleh karena itu, memerlukan 
perencanaan berikutnya yang lebih terarah.  
4. Kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat, hal ini 
disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang cepat yang 
tentunya memerlukan tempat tinggal dan kebutuhan hidup 
lainnya. 
Dalam pengembangan suatu wilayah, sering timbul 
permasalahan-permasalahan yang juga terkait dengan perencanaan 
yang dilakukan. Menurut Tarigan (2009), permasalahan yang 
terkandung dalam perencanaan wilayah utamanya penentuan kegiatan 
apa dan dimana lokasinya, dapat dikelompokkan sebagai berikut :  
a. Permasalahan mikro  
adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan 
proyek itu sendiri, baik dari pengelola maupun dari pemberi 
izin proyek. Permasalahan mikro dapat dikelompokkan sebagai 
berikut :  
 permasalahan teknik, antara lain didalamnya termasuk 
peraturan pemerintah tentang tata guna lahan, yaitu bahwa 
kegiatan seperti itu memang dibenarkan pada lokasi 
tersebut, kondisi laha sesuai, bahan/peralatan yang 
dibutuhkan untuk membuat proyek cukup tersedia, dan 
adanya tenaga kerja terampil sehingga proyek benar dapat 
dibangun sesuai dengan rencana.  
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 Permasalahan manajerial (pengelolaan); setelah proyek 
selesai seperti apakah akan dapat dioperasikan sebagaimana 
mestinya. Artinya bahan baku, bahan penolong, tenaga 
kerja, dan fasilitas pendukung lainnya cukup tersedia 
sehingga tidak menjadi permasalahan dalam pengoperasian 
proyek. 
 Permasalahan financial (keuangan); apakah terdapat dana 
yang cukup untuk penyelesaian proyek dan ada dana 
operasional, apakah lokasi cukup efisien ditinjau dari 
pengeluaran biaya, baik semasa pembangunannya maupun 
setelah pengoperasiannya, dan apakan akan memperoleh 
laba sehingga proyek yang dibangun menguntungkan 
ditinjau dari sudut pandang bisnis. 
 Permasalahan ekonomi, apakah sumberdaya yang 
dikorbankan akan memberikan manfaat yang lebih besar 
dibandingkan dengan biaya yang dikorbankan ditinjau dari 
segi ekonomi nasional secara keseluruhan, apakah nilai 
tunai manfaat (benefit) lebih besar disbanding biaya (cost) 
yang dihitung dengan menggunakan harga bayangan 
(Shadow price), dan telah memperhatikan factor eksternal.  
 Permasalahan dampak lingkungan, apakah proyek tersebut 
tidak akan menciptakan dampak lingkungan yang 
berlebihan, baik sewaktu pembangunannya ataupun 
pengoperasiannya. 
 Sikap social masyarakat, apakah masyarakat dapat 
menerimaa kehadiran proyek tersebut. 
 Permasalahan keamanan, apakah kondisi wilayah cukup 
aman termasuk pada lokasi proyek. Keamanan disini 
berarti terhindar dari kondisi perang, kerusuhan antar 
kelompok masyarakat, penjarahan, pencurian dan 
pemerasan (pungutan liar). 
b. Permasalahan makro  
Permasalahan makro adalah permasalahan pemerintah untuk 
melihat kaitan proyek dengan program pemerintah secara 
keseluruhan (makro). Permasalahan makro sebagian besar 
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menjadi tanggung jawab pemerintah (perencana wilayah), 
seperti :  
 kesesuaian lokasi; lokasi proyek harus disesuaikan dengan 
daya dukung dan kesesuaian lahan secara makroregional. 
Kalau sudah ada rencana penggunaan lahan (seperti 
RTRW) maka penentuan lokasi dapat mengacu pada 
rencana tersebut. Akan tapi kalau belum ada, maka 
perencana wilayah harus mengaitkan lokasi proyek dengan 
kebijakan penggunaan lahan yang baik atau mengikuti 
prinsip-prinsip penggunaan lahan yang baik. Misalnya 
untuk sektor pertanian, komoditi yang dikembangkan 
adalah sesuai dengan jenis tanah atau kesuburan tanah. 
 strategi pengembangan ekonomi wilayah; apabila 
pemerintah ingin membangun suatu proyek, hal itu harus 
terkait dengan strategi pengembangan wilayah untuk 
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah 
tersebut. Jadi perlu dilihat apakah proyek yang 
direncanakan cukup strategis dan sinkron dengan rencana 
umum pengembangan wilayah dan menuju tercapainya visi 
wilayah. 
c. Sistem transportasi/penyediaan prasarana 
Harus dilihat apakah penetapan lokasi proyek dapat 
mengakibatkan system transportasi yang tidak efisien. Misalnya 
lokasi perumahan yang jauh dari tempat kerja akan 
menyebabkan kepadatan lalu lintas dan mendorong terciptanya 
high class economy. Jangan terlalu banyak menumpuk kegiatan 
pada satu lokasi dimana angkutan seluruh kegiatan aitu akan 
tumpah pada satu jalan penghubung (arteri), kecuali kapasitas 
penghubung itu masih idle. Sistem Pembiayaan Pembangunan 
di Daerah 
Program atau proyek pembangunan jelas memerlukan biaya, 
untuk itu diperlukan kejelasan system pembiayaan proyek 
pembangunan di daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk 
lebih arif dalam mengalokasikan dana yang tersedia dan lebih 
mampu dalam menetapkan skala prioritas. 
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BAB II 
TEORI PERENCANAAN WILAYAH 
A. Pengertian Teori Perencanaan Wilayah 
Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil 
yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan 
sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar 
variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. 
Perencanaan wilayah adalah penetapan langkah – langkah yang 
digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. Langkah – langkah tersebut antara lain : (1) mengetahui 
dan  menetapkan tujuan, (2) meramalkan suatu yang akan terjadi 
dimasa yang akan datang, (3) memperkirakan berbagai masalah yang 
muncul, dan (4) menetapkan lokasi atau wilayah yang dijadikan 
tempat untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. 
Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang 
wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah. Perencanaan 
ruang wilayah biasanya dituangkan dalam perencanaan tata ruang 
wilayah, sedangkan perencanaan aktivitas biasanya dituangkan dalam 
rencana pembangunan wilayah.  
Inti dari teori perencanaan adalah proses perencanaan. Teori 
perencanaan mengamati komponen-komponen dalam proses 
perencanaan yang mencakup bentuknya, tahapannya, hubungannya 
dengan konteks daripada proses perencanaan dan keluarannya serta 
menyangkut alasan mengapa perencanaan itu diperlukan. Teori 
perencanaan membahas definisi, pemahaman konteks, praktek-
praktek, dan proses-proses dalam perencanaan, dan bagaimana 
pertumbuhannya dari asal-usul sejarah dan kebudayaan masing-
masing.  
B. Macam dan Jenis Teori Perencanaan Wilayah 
 
1. Macam Teori Perencanaan Wilayah 
Untuk melakukan perencanaan diperlukan teori perencanaan 
(planning theory) yang sering dibedakan menjadi dua, yaitu :  
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a) Teori merencana (theory of planning) adalah teori bagaimana 
prosedur menyusun rencana, bahwa rencana tersusun atas 
beberapa tahapan kegiatan. Teori procedural tersebut, misalnya 
rational model, incremental model, dan mixed scanning. 
b) Teori di dalam perencanaan (theory in planning) adalah in planning 
adalah teori-teori substantif yang mendukung atau digunakan 
dalam proses menyusun rencana. Teori substantif tersebut 
misalnya sebagai berikut : 
 Teori gravitasi untuk memprediksi keeratan hubungan antara 
dua kota/wilayah.  
 Teori lokasi; teori untuk merencanakan letak kegiatan yang 
optimal dari segi jarak terhadap berbagai pertimbangan 
(variabel). Pertimbangan tersebut tergantung jenis 
kegiatannya, misalnya untuk kegiatan pelayanan umum yang 
utama adalah lokasi yang paling mudah dicapai (most accessible 
location). 
 Economic base theory (teori basis ekonomi) dan input-output 
theory; untuk mengetahui efek ganda (multiplier effect) sektor-
sektor kegiatan. 
 BIC (benefit/cost) ratio; untuk mengevaluasi untung rugi suatu 
kegiatan. 
 Central place theory (teori lokasi memusat atau teori pusat 
pertumbuhan) yang dikemukakan oleh Christaller. 
 
2. Jenis Teori Perencanaan Wilayah 
1.  Teori Radical Planning  
Merupakan sebuah pemikiran yang bersifat fundamental 
terhadap akar permasalahan yang dihadapi, biasanya 
bertentangan dengan pemikiran tradisional atau konvensional 
karena dianggap membelenggu kebebasan untuk 
mengembangkan pemikiran secara kontekstual. 
Teori ini menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau 
organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan 
maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga 
supaya tepat dengan kebutuhan. 
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Menurut Friedmann, tradisi ‘planning in the public domain’ dapat 
di kelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1.    Tradisi yang bersifat konservatif, yang menunjukkan 
pemikiran perencanaan yang bersifat konvensional, 
tradisional dan diakui luas (established). 
2.    Tradisi yang bersifat radikal, yang menunjukkan pemikiran 
perencanaan yang bersifat fundamental, dan berfokus pada 
akar permasalahan (roots). Dalam konsep tradisi ‘planning in 
the public domain’, Friedmann mengelompokkan tradisi 
pemikiran perencanaan yang termasuk ke dalam radical 
planning, yaitu : 
a. Social Reform, yang menunjukkan tradisi perencanaan 
social guidance dalam pemikiran yang radikal. 
b. Social Mobilization, yang menunjukkan tradisi 
perencanaan social transformation dalam pemikiran yang 
radikal. 
Berdasarkan diagram ‘pemetaan sejarah’ menurut Friedmann, 
dapat dilihat bahwa ‘Radical Planning’ berkembang dengan 
pengaruh social science yang kuat. Pengaruh social science yang kuat 
terutama dipengaruhi oleh pemikiran utopian, yang cenderung 
bersifat dinamis, kreatif dan inovatif. Sementara itu, pengaruh 
engineering science yang kuat menyebabkan kuatnya aliran 
pemikiran konservatif. Konservatif itu sendiri menunjukkan 
sifat-sifat perkembangan yang cenderung lambat atau statis, 
karena masih kuatnya pengaruh teori atau konsep yang telah 
ada. Engineering science yang cenderung berkembang lambat 
untuk meninggalkan konsep dan teori yang ada, memberikan 
pengaruh pada pemikiran yang bersifat konservatif. 
Tantangan kebutuhan pada radical planning 
 Pertumbuhan jumlah masyarakat yang tinggi diikuti oleh 
sifat pluralistik yang tinggi pula. 
 Pluralistik masyarakat yang tinggi diikuti oleh semakin 
kompleksnya permasalahan yang muncul di dalam 
masyarakat. 
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  Teori dan konsep terdahulu yang sudah diterima (accepted) 
dan disepakati (conformed) terasa tidak mampu memberikan 
penjelasan praktis terhadap permasalahan yang semakin 
kompleks. 
 Pendekatan rasionalitis yang bersifat universal dan general 
terlalu umum untuk mengatasi permasalahan yang bersifat 
spesifik dan kontekstual. 
 Pendekatan positivistik yang tergantung dari pengalaman 
praktis dan pembuktian empiris dapat membelenggu 
pendekatan yang harus diambil.  
 Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan 
perencanaan yang memperhatikan akar, dasar dan konteks 
dari setiap permasalahan yang dihadapi. 
Enam prinsip dasar radical planning menurut Sandercock (2003) 
dalam Arie (2013) adalah sebagai berikut: 
1. Greater reliance on practical wisdom. 
2. Planning is less document oriented and more people-centered, with 
more negotiated, political and focused plans. 
3. Planners need to access other ways of knowing, examining 
experiential, intuitive and contextual knowledges articulated 
through stories and other media. 
4. Greater community-based planning geared to empowerment and a 
movement away from top-down approaches. 
5. Acknowledge that there are multiple publics. The idea of the 
“Public interest” is no longer applicable as there are now multiple 
publics. 
6. Planning needs to be more participatory. 
Radical Planning terdiri dari :    
a.  Emancipatory Planning 
- Perencanaan Radikal mengedepankan kesamaan setiap 
elemen didalam proses perencanaan; 
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- Setiap elemen dalam masyarakat memiliki akar atau 
dasarnya sendiri, sehingga memiliki kesamaan untuk 
dikedepankan, dengan pendekatan dan paradigmanya 
sendiri; 
- Oleh karena itu, perencanaan radikal mengedepankan 
konsep-konsep;         
- Mengedepankan kesamaan hak untuk semua pihak 
atau sektor yang terpinggirkan karena adanya 
pemikiran konvensional; 
- Mengedepankan kesamaan posisi setiap pemikiran 
lokal, untuk dipertimbangkan dalam proses 
perencanaan. 
Ciri-ciri perencanaan emansipatory adalah : 
 Kesempatan diberikan sama pada setiap stakeholders 
didalam proses perencanaan. 
 Meskipun memiliki kesempatan yang sama, hasil yang 
diperoleh untuk masing-masing stakeholders harus 
dipandang berbeda, karena masing-masing memiliki 
posisi dan peran yang berbeda-beda. 
 Perencanaan harus membuka kesempatan terlibat yang 
sama, tetapi tetap menempatkan setiap stakeholders 
pada posisi, peran dan fungsinya masing-masing dalam 
sistem proses pembangunan. 
b. Pluralistic Planning 
- Perencanaan radikal mengedepankan setiap topik, 
kasus, dan tema permasalahan dalam posisi untuk 
mendapatkan perhatian yang sama dan seimbang. 
- Mengingat permasalahan perencanaan dalam 
kehidupan masyarakat amat kompleks dan bermacam-
macam, maka pendekatan perencanaan radikal 
cenderung pluralistik. 
- Pendekatan perencanaan radikal tidak berupaya untuk 
mencari kesamaan dan kesepakatan dari adanya 
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keanekaragaman, tetapi mempertahankan 
kenekaragaman dan perbedaan tersebut untuk 
meningkatkan sifat kesamaan pentingnya setiap akar 
permasalahan. 
Ciri-ciri perencanaan pluralis (Jordan, 1990) dalam Arie 
(2013)  adalah sebagai berikut : 
 Kekuasaan dikelompok-kelompokan (fragmented) dan 
didesentralisasikan di dalam masyarakat. 
 Pengembangan akses tidak sama terhadap setiap 
kelompok, disesuaikan dengan fungsi dan peran 
masing-masing. 
 Penyebaran kekuasan kedalam masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan (desirable). 
 Penyebaran kekuasaan disesuaikan dengan kebijakan 
sektoral untuk menyesuaikan kondisi dengan hasil yang 
diharapkan dari masing-masing sektor. 
 Penerapan penyebaran pluralis kekuasaan politis 
melalui pemilihan umum dan perwakilan di lembaga-
lembaga parlemen. 
 Dunia pluralis yang ideal adalah terjadinya interaksi 
antar kepentingan yang menghasilkan kompetensi ide 
dan legitimasi untuk mengeluarkan hasil yang sesuai. 
 Stakeholders didalam dunia perencanaan bersistem 
pluralis dibatasi oleh proses perencanaan dalam 
ketidakpastian dan proses tawar menawar didalam 
interaksi kepentingan tersebut. 
 
c.  Contemporary Planning 
- Kecenderungan penekanan perencanaan radical pada 
hal-hal yang bersifat mengakar dan mendasar dari 
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permasalahan yang dihadapi, menyebabkan 
pendekatannya bersifat praktis dan kontekstual. 
- Pendekatan praktis dan kontekstual seringkali bersifat 
kontemporer, tidak atau belum diakui secara 
tradisi sebagai kesepakatan yang luas. Dengan kata lain, 
belum diakui sebagai sebuah teori yang diakui 
secara rasionalistik secara meluas. 
- Pendekatan perencanaan radical yang bersifat 
mengakar dan kontekstual tersebut  seringkali 
mengabaikan teori, bahkan Grand-Theory yang telah 
diterima secara meluas, tetapi lebih cenderung bersifat 
teori-praktis yang kontemporer, atau berkembang 
sesuai dengan permasalahan. 
 
2.      Teori Partisipasi Planning 
Arti partisipasi merupakan keikutsertaan, peran serta atau 
keterlibatan masyarakat secara langsung sebagai individu,  
dimana prinsip dari partisipasi masyarakat adalah ikut berperan 
secara aktif dalam proses atau alur, tahapan program dan 
pengawasannya, dimulai dari sosialisai, perencanaan, 
pelaksanaan kerja dan pelestarian kegiatan dengan memberikan 
sumbangan dalam bentuk tenaga, pikiran atau materil. 
Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) 
dalam Arie (2013) adalah proses ketika warga sebagai individu 
maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran 
serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi 
kehidupan mereka. 
Conyers (1991) dalam Arie (2013) menyatakan ada tiga alasan 
mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat 
penting, yaitu :  
a.  Partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna 
memperoleh informasi mengenai kondisi,  kebutuhan dan 
sikap atau keinginan masyarakat, tanpa kehadiran atau 
tanpa partisipasi masyarakat program pembangunan serta 
proyek-proyek akan gagal; 
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b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses 
persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan 
mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan 
mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut.  
c.   Faktor yang mendorong adanya partisiapsi umum dibanyak 
negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu 
hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 
pembangunan masyarakat mereka sendiri.  
Pertumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat 
seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang 
menilai masyarakat “sulit diajak maju”. Kesulitan pertumbuhan 
dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan 
karena sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa atau 
pemerintah. Berikut merupakan macam-macam tipologi 
partisipasi masyarakat : 
1. Partisipasi Pasif/manipulatif 
2. Partisipasi Informatif 
3. Partisipasi Konsultatif 
4. Partisipasi Intensif  
5. Partisipasi Fungsional 
6. Partisipasi Interaktif 
7. Self mobilization 
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pada dasarnya 
merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan 
masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun 
dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan 
perencanaan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan adalah kerja sama antara 
masyarakat dengan perencana, pemerintah dan pihak lain 
dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai 
perencanaan proyek atau pembangunan. 
Dalam pendekatan partisipasi, peran serta masyarakat tidak 
hanya terbatas dalam pengertian ikut serta secara fisik, tetapi 
keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan 
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penilaian terhadap masalah dan potensi yang terdapat dalam 
lingkungan sendiri, kemudian menentukan kegiatan yang 
mereka butuhkan. Keterlibatan masyarakat ini adalah 
keterlibatan yang mengarah pada tumbuhnya kemampuan-
kemampuan mereka untuk lebih berdaya dalam menghadapi 
tantangan hidup tanpa harus bergantung dengan orang lain. 
Ketika masyarakat kuat, peran orang luar semakin dikurangi. 
Itulah sebabnya pendekatan partisipasi disebut juga dengan 
pendekatan pemberdayaan masyarakat. 
Untuk mencapai keberhasilan perencanaan, partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan perencanaan sangat diperlukan. 
Perencanaan yang dilakukan dapat berjalan terus menerus 
tetapi hasilnya akan sangat berbeda apabila perencaan tersebut 
didukung dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam 
perencanaan harus dilaksanakan sebagai bagian penting dari 
perencanaan itu sendiri. 
Tahap paling ideal dari partisipasi masyarakat adalah tahap 
dimana masyarakat selain dapat memilih dan menentukan 
dengan kemampuannya sendiri terhadap segala bentuk kegiatan 
yang sesuai dan menentukan apa yang terbaik bagi 
kesejahteraan hidupnya, masyarakat juga mampu melakukan 
kontrol terhadap pelaksanaannya. Pada tahap ideal ini, kegiatan 
direncanakan, dilaksanakan, serta dinilai bersama masyarakat. 
Dan untuk mendapatkan partisipasi yang baik diperlukan 
sebuah pendekatan dan teknik-teknik partisipasi yang sesuai 
dengan karakter masyarakat. 
Tujuan dari pendekatan partisipatif adalah adanya perubahan 
sosial, dimana masyarakat mampu menentukan yang terbaik 
bagi dirinya. Masyarakat memberikan segenap kemampuannya, 
baik fisik, pemikiran dan harta untuk kebutuhan memperkuat 
dan mengembangkan kapasitasnya (capacity building). Dengan 
demikian, pendekatan partisipatif merupakan bagian dari 
penguatan civil society. 
Penggolongan peran serta masyarakat dalam perencanaan 
kedalam 8 tingkatan berdasarkan tingkat kekuasaaan. Arnstein 
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(1969) dalam Arie (2013) mengemukakan penggolongan peran 
serta masyarakat ke dalam 8 tingkatan berdasarkan tingkat 
kekuasaan yaitu : 
1.    Kontrol masyarakat (citizen control); 
2.    Pelimpahan kekuasaan (delegated power); 
3.    Kemitraan (partnership); 
4.    Penentraman (placation); 
5.    Konsultasi (consultation); 
6.    Informasi (information); 
7.    Terapi (therapy); 
8.    Manipulasi (manipulation).  
3.      Teori Advokasi Planning 
Perencanaan advokasi adalah perencanaan yang muncul pada 
konsep perencanaan plural. Perencanaan ini berfungsi sebagai 
sarana untuk mendukung pernyataan/pemikiran yang saling 
berkompetisi, dalam hal dimana masyarakat harus dapat 
membangun dan dibangun. Konsep advokasi ini muncul dari 
praktek hukum yang berimplikasi pada sanggahan/perlawanan 
yang muncul dari masing-masing pihak, yang memiliki dua 
pandangan yang saling bersaing. Perencanaan advokasi banyak 
dilakukan bukan oleh perencana (formal), melainkan oleh 
pekerja sosial, organisasi kemasyarakatan (LSM) dan 
mahasiswa. Para perencana advokasi bekerja karena adanya 
suatu kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan 
perencana pada saat proses pembangunan berlangsung. 
Kelompok ini umumnya berada dalam kelompok 
berpenghasilan rendah dan tidak memiliki bergaining power 
(posisi tawar).  
Perencanaan advokasi muncul akibat adanya perbedaan 
kepentingan dan posisi tawar berbagai kelompok di masyarakat. 
Di dalam proses perencanaan pembangunan yang bersifat 
unitary plan (dimana pembangunan yang dilakukan oleh 
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pemerintah), perbedaan kepentingan dan posisi tawar antar 
kelompok masyarakat akan menyebabkan sulitnya melakukan 
pencapaian tujuan akhir pembangunan. Untuk itu perencanaan 
advokasi sangatlah dibutuhkan di dalam pencapaian tujuan 
akhir pembangunan. 
4.      Teori Strategic Planning 
Strategic Planning memberikan arahan mengenai apa yang ingin 
dicapai di masa depan dan bagaimana cara mencapainya. 
Strategic planning penting karena berpengaruh terhadap 
keberhasilan perencanaan dalam jangka panjang. Perencanaan 
strategis berhubungan dengan bagaimana pengelolaan yang 
dilakukan untuk sebuah perubahan yang ingin dicapai dimasa 
yang akan datang. Keuntungan menggunakan tipe perencanaan 
strategis yaitu kita dapat melakukan, antara lain (Gordon, 1993 
dalam Arie, 2013) : 
1)    Antisipasi terhadap masa depan, 
Terutama terhadap peluang dan permasalahan strategis. 
Bila kemungkinan permasalahan dapat diantisipasi sebelum 
benar-benar terjadi, maka permasalahan tersebut dapat 
diminimalkan dan dampaknya dapat dikendalikan. Bila 
peluang tidak diantisipasi, maka kita akan kehilangan 
kesempatan dan mungkin problema akan muncul 
karenanya. 
2)    Evaluasi diri. 
Dengan perencanaan strategis, kita semua dapat bekerja 
bersama untuk mengevaluasi diri, terutama tentang 
kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Kesadaran akan 
kekuatan dan kelemahan diri akan membuat kita lebih 
realistis dalam merencanakan masa depan kita. 
3)    Perumusan tujuan bersama melalui konsensus. 
Dengan tipe perencanaan strategis yang menggaris bawahi 
pembangunan konsensus antar stakeholders maka dapat 
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dirumuskan ke arah mana kita akan menuju dan dengan 
cara apa yang terbaik untuk sampai ke tujuan tersebut.  
4)    Alokasi sumberdaya. 
Perencanaan strategis mengalokasikan sumberdaya dengan 
menetapkan prioritas dalam perumusan strategi, terutama 
sumberdaya manusia dan prasarana. Alokasi sumberdaya 
dilakukan antar bidang layanan perkotaan yang saling 
berkompetisi dalam meningkatkan kualitas layanan. 
5)    Pemantapan tolok banding (benchmarks), yang berupa rumusan 
tujuan dan sasaran.  
  Hasil implementasi atau tindakan, dibandingkan dengan 
tolok banding keberhasilan. Dengan menilai kinerja akan 
dapat ditarik "pelajaran" dari pengalaman dan masukan 
balik diperlukan untuk meningkatkan kualitas rencana 
strategis dalam hal proses maupun produknya. 
Dalam memperkenalkan konsep tentang perencanaan, John S. 
Westren menyebutkan beberapa perencanaan yang mempunyai 
dimensi strategis menyangkut koneksitas objek tersebut dengan 
objek yang lain, yaitu : 
a.    Perencanaan Tata Guna Lahan (Perencanaan Land – Use) 
Istilah Land – Use (Tata Guna Lahan) pertama kali berasal 
dari Inggris oleh Ebenezer Howard dengan kota 
pergerakan yaitu pertanian (kebun). Perencanaan Tata 
Guna Lahan mempunyai tiga ciri utama yaitu (1) area 
pekerjaan, (2) area pemanfaatan dan (3) area hubungan 
masyarakat.  
b.    Perencanaan Transportasi 
Perencanaan Transportasi lekat hubungannya dengan 
perencanaan tata guna lahan. Perencanaan transportasi 
muncul ketika masalah transportasi diperhadapkan dengan 
pembebasan tanah. Hal tersebut dapat menyelesaikan 
permasalahan dengan adanya ketetapan fasilitas yang 
mampu mengakomodasi suatu perjalanan ke masa depan 
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dan diharapkan dapat memelihara dan memberi harapan 
dalam pengembangan wilayah tersebut. Tujuan 
perencanaan transportasi yang utama adalah untuk 
menentukan penempatan jalan untuk kendaraan cepat dan 
revitalisasi pemindahan sebagai bagian dari suatu strategi 
transportasi yang menyeluruh dan dapat melayani wilayah 
tersebut dan wilayah sekitarnya. 
c.    Perencanaan Sosial 
Perencanaan sosial dari suatu tinjauan ulang memiliki 
pengertian menurut Mayer (1972) dalam Arie (2013) bahwa 
salah satu dari tiga tema dasar memberikan pendapat yang 
paling konseptual. Yang pertama mempunyai kaitan 
dengan ketentuan efisiensi tentang jasa terorganisir ke 
individu untuk membantu mereka memberdayakan 
efisiensi dalam lingkungan atau hambatan terhadap 
kemajuan dalam sistem ini. Yang kedua bertalian dengan 
pengintegrasian dari semua program dan merancang 
mengembangkan kehidupan kota besar dengan 
pertimbangan menyangkut peningkatan kesejahteraan 
penduduk, dan yang ketiga adalah menggunakan tekanan 
dan pengendalian terhadap distribusi sumberdaya. 
d.   Perencanaan Ekonomi 
Obyek dari perencanaan ekonomi adalah menggunakan 
sumberdaya suatu wilayah dengan sebaik mungkin. Istilah 
dari perencanaan ekonomi telah digunakan pertama kali di 
Uni Soviet tahun 1928. Tidak lama setelah perang dunia, 
perencanaan ekonomi sudah dianut oleh negara – negara 
lain  karena  prinsip  dasarnya  sangat  luas dan mudah. 
Hal-hal yang perlu diutamakan dari semua perencanaan 
ekonomi adalah suatu pernyataan dalam istilah yang 
kuantitatif dari suatu pemerintahan yang tertarik tentang 
ukuran dan karakter dari sejumlah bagian yang menyangkut 
output ekonomi dari suatu negeri dan sumberdaya yang 
diharapkan dapat digunakan dalam produksi. 
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5.    Teori Mixed Scanning  
Beberapa kelemahan tersebut menjadi dasar konsep baru yaitu 
seperti yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasi Aitai 
Etzioni yaitu pengamatan terpadu (Mixed Scanning) sebagai 
suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang 
bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-
keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan 
melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental 
sesudah keputusan-keputusan itu tercapai.  
Model pengamatan terpadu menurut Etzioni akan 
memungkinkan para pembuat keputusan menggunakan teori 
rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang 
berbeda-beda. 
Dalam membuat keputusan selain berpedoman pada teori-teori 
diatas keputusan tersebut harus dipertimbangkan dari segi etis 
dan tidaknya keputusan tersebut. Ciri-ciri keputusan etis adalah: 
a.    Mempunyai pertimbangan apa yang benar dan apa yang 
salah 
b.   Sering menyangkut keputusan yang sukar 
c.    Tidak mungkin dielakkan 
d.    Dipengaruhi oleh norma-norma, situasi, iman, tabiat dan 
lingkungan sosial 
Situasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam  
pembuatan keputusan karena (1) untuk menerapkan norma-
norma terhadap situasi, (2) untuk melakukan perbuatan yang 
tepat dan berguna serta (3) untuk mengetahui masalah-masalah 
yang perlu diperhatikan. Untuk memahami situasi bukan hal 
mudah dalam membuat keputusan karena itu perlu diketahui 
kesulitan yang dihadapi dalam memahami situasi yaitu: 
a.  Kerumitan situasi dan keterbatasan pengetahuan kita 
b.    Pengertian kita terhadap situasi sering dipengaruhi oleh 
kepentingan 
c.    Prasangka dan faktor-faktor subjektifitas yang lain. 
Beberapa cara untuk memperbaiki pengertian kita terrhadap 
situasi: 
53 
 
a.    Melakukan penyelidikan yang memadai 
b.    Menggunakan sarana ilmiah dan keterangan pada ahli  
c.    Memperluuas pandangan tentang situasi 
d.    Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain 
 
6.     Teori Comprehensive Planning 
Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin 
pula yang banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori 
rasional komprehensif. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat 
dikemukakan sebagai berikut : 
1.   Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah 
tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain 
atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat 
diperbandingkan satu sama lain. 
2.    Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani 
pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan 
rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya. 
3.  Berbagai altenatif untuk memecahkan masalah tersebut 
diteliti secara saksama. 
4.   Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh 
setiap altenatif yang dipilih diteliti. 
5. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang 
menyertainya, dapat diperbandingkan dengan alternatif- 
altenatif lainnya. 
6.   Pembuat keputusan akan memilih alternatif’ dan akibat-
akibatnya yang dapat memaksimasi tercapainya tujuan, nilai 
atau sasaran yang telah digariskan. 
Teori rasional komprehensif banyak mendapatkan kritik dan 
kritik yang paling tajam berasal dari seorang ahli Ekonomi dan 
Matematika Charles Lindblom. Lindblom secara tegas 
menyatakan bahwa para pembuat keputusan itu sebenarnya 
tidaklah berhadapan dengan masalah-masalah yang konkrit dan 
terumuskan dengan jelas. 
Teori rasional komprehensif ini menuntut hal-hal yang tidak 
rasional dalam diri pengambil keputusan. Asumsinya adalah 
seorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi 
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mengenai berbagai alternatif sehingga mampu meramalkan 
secara tepat akibat-akibat dari pilihan alternatif yang ada, serta 
memperhitungkan asas biaya manfaatnya dan 
mempertimbangkan banyak masalah yang saling berkaitan.  
Pengambil keputusan sering kali memiliki konflik kepentingan 
antara nilai-nilai sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini oleh 
masyarakat. Karena teori ini mengasumsikan bahwa fakta-fakta 
dan nilai-nilai yang ada dapat dibedakan dengan mudah, akan 
tetapi kenyataannya sulit membedakan antara fakta dilapangan 
dengan nilai-nilai yang ada. 
Ada beberapa masalah diperbagai negara berkembang seperti 
Indonesia untuk menerapkan teori rasional komprehensif ini 
karena beberapa alasan yaitu:  
 Informasi dan data statistik yang ada tidak lengkap 
sehingga tidak bisa dipakai untuk dasar pengambilan 
keputusan. Kalau dipaksakan maka akan terjadi sebuah 
keputusan yang kurang tepat. 
 Teori ini diambil/diteliti dengan latar belakang berbeda 
dengan nagara berkembang ekologi budayanya berbeda. 
 Birokrasi dinegara berkembang tidak bisa mendukung 
unsur-unsur rasional dalam pengambilan keputusan, karena 
dalam birokrasi negara berkembang kebanyakan korup 
sehingga menciptakan hal-hal yang tidak rasional. 
Untuk konteks negara-negara sedang berkembang, menurut 
Milne (1972) dalam Arie (2013), model Rasional komprehensif 
ini jelas tidak akan mudah diterapkan. Sebabnya ialah:  
 informasi/data statistik tidak memadai 
 tidak memadainya perangkat teori yang siap pakai untuk 
kondisi- kondisi negara sedang berkembang 
 ekologi budaya di mana sistem pembuatan keputusan itu 
beroperasi juga tidak mendukung birokrasi di negara 
sedang-berkembang umumnya dikenal amat lemah dan 
tidak sanggup memasok unsur-unsur rasional dalam 
pengambilan keputusan. 
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7. Teori Lokasi Pertanian 
Teori Von Thunen telah mulai dikenal sejak abad ke 19. 
teorinya mencoba untuk menerangkan berbagai jenis pertanian 
dalam arti luas yang berkembang disekeliling daerah perkotaan 
yang merupakan pasar komoditi pertanian tersebut. Ia 
berpendapat bahwa bila suatu laboratorium dapat diciptakan 
berdasarkan atas tujuh asumsi, maka daerah lokasi jenis 
pertanian yang berkembang akan mengikuti pola tertentu. 
Ketujuh asumsi tersebut adalah: 
1. Terdapat suatu daerah terpencil yang terdiri atas 
daerah perkotaan dengan daerah pedalamannya yang 
merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan 
pokok yang merupakan komoditi pertanian; 
2. Daerah perkotaan tersebut merupakan daerah 
penjumlahan kelebihan produksi daerah pedalaman 
dan tidak menerima penjualan hasil pertanian dari 
daerah lain; 
3. Daerah pedalaman tidak menjual kelebihan 
produksinya ke daerah lain, kecuali ke daerah 
perkotaan tersebut; 
4. Daerah pedalaman merupakan daerah berciri sama dan 
cocok untuk tanaman dan peternakan dataran 
menengah; 
5. Daerah pedalaman dihuni oleh petani yang berusaha 
untuk mempeoleh keuntungan maksimum dan mampu 
untuk menyesuaikan hasil tanaman dan peternakannya 
dengan permintaan yang terdapat di daerah perkotaan; 
6. Satu-satunya angkutan yang terdapat pada waktu itu 
adalah angkutan darat berupa gerobak yang dihela oleh 
kuda; 
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7. Biaya angkutan ditanggung oleh petani dan besarnya 
sebanding dengan jarak yang ditempuh. Petani 
mengangkut semua hasil dalam bentuk segar. 
Teori lokasi Von Thunen ini dapat digunakan sebagai dasar 
pendekatan pengembangan wilayah kawasan perbatasan 
khususnya melalui pengembangan transportasi (Jahid, 2012). 
8. Teori Biaya Kecil 
Teori biaya kecil diperkenalkan oleh Alfred Weber. Dalam teori 
tersebut Weber mengasumsikan: 
1. Bahwa daerah yang menjadi obyek penelitian adalah daerah 
yang terisolasi. Konsumennya terpusat pada pusat-pusat 
tertentu. Semua unit perusahaan dapat memasuki pasar 
yang tidak terbatas dan persaingan sempurna. 
2. Semua sumber daya alam tersedia secara tidak terbatas. 
3. Barang-barang lainnya seperti minyak bumi dan mineral 
adalah sporadik tersedia secara terbatas pada sejumlah 
tempat. 
4. Tenaga kerja tidak tersedia secara luas, ada yang menetap 
tetapi ada juga yang mobilitasnya tinggi. 
Weber berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi lokasi 
industri, yaitu biaya transportasi, biaya tenaga kerja dan 
kekuatan aglomerasi. Biaya transportasi diasumsikan 
berbanding lurus terhadap jarak yang ditempuh dan berat 
barang, sehingga titik lokasi yang membuat biaya terkecil adalah 
bobot total pergerakan pengumpulan berbagai input dan 
pendistribusian yang minimum. Dipandang dari segi tata guna 
lahan model Weber berguna untuk merencankan lokasi industri 
dalam rangka mensupli pasar wilayah, pasar nasional dan pasar 
dunia. Dalam model ini, fungsi tujuan biasanya 
meminimumkan ongkos transportasi sebagai fungsi dari jarak 
dan berat barang yang harus diangkut (input dan output). 
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Kritikan atas model ini terutama pada asumsi biaya transportasi 
dan biaya produksi yang bersifat konstan, tidak memperhatikan 
faktor kelembagaan dan terlalu menekankan pada posisi input. 
 
9. Teori Central Place 
Teori Central Place (Teori Tempat Sentral) oleh Christaller 
mengemukakan bahwa tanah yang positif adalah tanah yang 
mendukung pusat kota. Pusat kota tersebut ada karena untuk 
berbagai jasa penting harus disediakan tanah/lingkungan 
sekitar. Secara ideal maka kota merupakan pusat daerah yang 
produktif. Dengan demikian apa yang disebut tempat sentral 
adalah pusat kota, dimana pusat tersebut menyajikan 
kebutuhan barang dan jasa bagi penduduk sekitarnya. Kota 
besar menjadi pusat ekonomi daerahnya sendiri dan pusat 
kegiatan kota yang lebih kecil. Artinya, kota kecil bergantung 
pada tersedianya dan adanya kegiatan yang ada pada kota besar. 
Oleh karena itu, apabila orang yang berada di luar kota besar 
ingin membeli sesuatu dapat membeli di toko sekitar tempat 
tinggalnya (convinience buying). Tetapi, bila ia ingin membeli 
bermacam barang maka, dia akan pergi ke kota-
kota/multipurpose trip. 
10. Teori Konsentrik 
Teori konsentrik yang diciptakan oleh E.W. Burgess ini 
didasarkan pada pengamatanya di Chicago pada tahun 1925, 
E.W. Burgess menyatakan bahwa perkembangan suatu kota 
akan mengikuti pola lingkaran konsentrik, dimana suatu kota 
akan terdiri dari zona-zona yang konsentris dan masing-masing 
zona ini sekaligus mencerminkan tipe penggunaan lahan yang 
berbeda. Tipe penggunaan lahan menurut teori ini dibedakan 
atas : 
1)   Daerah pusat bisnis atau The Central Bussiness District (CBD); 
daerah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu: (1) Bagian paling inti 
disebut RBD (Retail Business District). Merupakan daerah 
yang paling dekat dengan pusat kota. Di daerah ini terdapat 
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toko, hotel, restoran, gedung, bioskop dan sebagainya. 
Bagian di luarnya disebut sebagai WBD (Wholesale Business 
District) yang ditempati oleh bangunan yang diperuntukkan 
kegiatan ekonomi dalam jumlah yang lebih besar antara 
lain seperti pasar, pergudangan dan gedung penyimpan 
barang supaya tahan lebih lama. 
2)    Daerah Transisi atau The Zone of Transition; Adalah daerah 
yang mengitari pusat bisnis dan merupakan daerah yang 
mengalami penurunan kualitas lingkungan pemukiman 
yang terus menerus. Daerah ini banyak dihuni oleh lapisan 
bawah atau mereka yang berpenghasilan rendah. 
3)   Daerah pemukiman para pekerja atau The Zone of 
Workkingmen’s homes; daerah  ini banyak ditempati oleh 
perumahan pekerja-pekerja pabrik, industri. Kondisi 
pemukimanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan 
daerh transisi. Para pekerja di sini berpenghasilan lumayan 
saja sehingga memungkinkan untuk hidup sedikit lebih 
baik. 
4)   Daerah tempat tinggal golongan kelas menengah atau The 
Zone of Middle Class Develiers; daerah ini dihuni oleh kelas 
menengah yang terdiri dari orang-orang yang profesional, 
pemilik usaha/bisnis kecil-kecilan, manajer, para pegawai 
dan lain sebagainya. Fasilitas pemukiman terencana dengan 
baik sehingga kenyamanan tempat tinggal dapat dirasakan 
pada zona ini. 
5)  Daerah para penglaju atau The Commuters Zone; merupakan 
daerah terluar dari suatu kota, di daerah ini bermunculan 
perkembangan permukiman baru yang berkualitas tinggi. 
Daerah ini pada siang hari boleh dikatakan kosong, karena 
orang-orangnya kebanyakan bekerja. 
Ciri khas utama teori ini adalah adanya kecenderungan, dalam 
perkembangan tiap daerah cenderung memperluas dan masuk 
daerah berikutnya (sebelah luarnya). Prosesnya mengikuti 
sebuah urutan-urutan yang dikenal sebagai rangkaian invasi 
(invasion succesion). Cepatnya proses ini tergantung pada laju 
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pertumbuhan ekonomi kota dan perkembangan penduduk. 
Sedangkan di pihak lain, jika jumlah penduduk sebuah kota 
besar cenderung menurun, maka daerah disebelah luar 
cenderung tetap sama, sedangkan daerah transisi menyusut 
kedalam daerah pusat bisnis. Penyusutan daerah pusat bisnis ini 
akan menciptakan daerah kumuh komersial dan 
perkampungan. Sedangkan interprestasi ekonomi dari teori 
konsentrik menekankan bahwa semakin dekat dengan pusat 
kota semakin mahal harga tanah. 
 
11 Teori Sektor 
Teori ini dikemukakan oleh Humer Hyot (1939), menyatakan 
bahwa perkembangan kota terjadi mengarah melalui jalur-jalur 
sektor tertentu. Sebagian besar daerah kota terletak beberapa 
jalur-jalur sektor dengan taraf sewa tinggi, sebagian lainnya 
jalur-jalur dengan tarif sewa rendah yang terletak dari dekat 
pusat kearah pinggiran kota.  
Menurut Humer Hyot kecenderungan penduduk untuk 
bertempat tinggal adalah pada daerah-daerah yang dianggap 
nyaman dalam arti luas. Nyaman dapat diartikan dengan 
kemudahan-kemudahan terhadap fasilitas, kondisi lingkungan 
baik alami maupun non alami yang bersih dari polusi, baik 
fiskal maupun nonfiskal, prestise yang tinggi dan lain sebagainya. 
Pembagian daerah pada teori ini dibedakan atas : 
1)  Daerah pusat bisnis; merupakan pusat kota dan pusat 
bisnis. 
2)  Daerah industri kecil dan perdagangan; terdiri dari kegiatan 
pabrik ringan, terletak diujung  kota dan jauh dari kota 
menjari ke arah luar. Persebaran daerah ini dipengaruhi 
oleh peranan jalur transportasi dan komunikasi yang 
berfungsi menghubungkan daerah ini dengan pusat bisnis. 
3)  Daerah pemukiman kelas rendah; dihuni oleh penduduk 
yang mempunyai kemampuan ekonomi lemah. Sebagian 
zona ini membentuk persebaran yang memanjang di mana 
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biasanya sangat dipengaruhi oleh adanya rute transportasi 
dan komunikasi. Walaupun begitu faktor penentu langsung 
terhadap persebaran pada zona ini bukanlah jalur 
transportasi dan komunikasi melainkan keberadaan pabrik-
pabrik dan industri-industri yang memberikan harapan 
banyaknya lapangan pekerjaan. 
4)  Daerah pemukiman kelas menengah; kemapanan ekonomi 
penghuninya memungkinkanya tidak perlu lagi bertempat 
tinggal dekat dengan tempat kerja. Golongan ini dalam 
taraf kondisi kemampuan ekonomi yang menanjak dan 
semakin baik. 
5)  Daerah pemukiman kelas tinggi; daerah ini dihuni 
penduduk dengan penghasilan yang tinggi. Kelompok ini 
disebut sebagai “status seekers”, yaitu orang-orang yang 
sangat kuat status ekonominya dan berusaha mencari 
pengakuan orang lain dalam hal ketinggian status sosialnya. 
12. Teori Lokasi 
Teori lokasi diperkenalkan oleh August Losch, dimana dalam 
teori ini Losch menyarankan untuk pemilihan lokasi industri 
ditempatkan di pasar atau mendekati pasar. Dengan pemilihan 
dekat dengan pasar (konsumen), tidak diperlukan lagi biaya 
transportasi oleh konsumen. Jahid (2013) menyatakan bahwa 
untuk memperoleh keseimbangan, maka teori ekonomi ruang 
Losch harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. Setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan 
maksimum bagi penjual maupun pembeli; 
2. Terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan 
penyebaran cukup merata sehingga seluruh permintaan 
yang ada dapat dilayani; 
3. Terdapat free entry dan tidak ada petani yang memperoleh 
super-normal profit sehingga tidak ada rangsangan bagi 
petani dari luar untuk masuk dan menjual barang yang 
sama di daerah tersebut; 
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4. Daerah penawaran adalah sedemikian hingga 
memungkinkan petani yang ada mencapai keuntungan 
dengan besar; 
5. konsumen bersifat indifferent terhadap penjual manapun dan 
satu-satunya pertimbangan untuk membeli dengan harga 
yang rendah. 
Menurut Hudson dalam Tanner (1981) bahwa teori 
perencanaan meliputi, antara lain; sinoptik, incremental, transactive, 
advokasi, dan radikal. Selanjutnya dikembangkan oleh Tanner (1981) 
dengan nama teori SITAR sebagai penggabungan dari taksonomi 
Hudson. 
 
1.  Teori Sinoptik 
Disebut juga system planning, rational system approach, rasional 
comprehensive planning. Menggunakan model berfikir system 
dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang 
sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang 
disebut visi. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi: 
(a) pengenalan masalah, (b) mengestimasi ruang lingkup 
problem, (c) mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian, (d) 
menginvestigasi problem, (e) memprediksi alternative, (f) 
mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik. 
2.  Teori Incremental 
Didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya. 
Bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. 
Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka 
pendek saja. Yang dimaksud dengan desentralisasi pada teori 
ini adalah si perencana dalam merencanakan objek tertentu 
selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan.   
3.  Teori Transactive 
Menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi 
kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi, suatu 
desentralisasi yang transactive  yaitu berkembang dari individu ke 
individu secara keseluruhan. Ini berarti penganutnya juga 
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menekankan pengembangan individu dalam kemampuan 
mengadakan perencanaan. 
4.  Teori Advocacy 
Menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu 
dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak 
dari  pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi 
yang rasional, logis dan bernilai (advocacy= mempertahankan 
dengan argumentasi). Kebaikan teori ini adalah untuk 
kepentingan umum secara nasional. Karena ia meningkatkan 
kerja sama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, 
perlindungan terhadap minoritas, menekankan persamaan hak, 
dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan yang 
memakai teori ini tepat dilaksanakan oleh pemerintah/atau 
badan pusat. 
5.  Teori Radikal 
Teori ini menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau 
organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan 
maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga 
supaya tepat dengan kebutuhan. 
Perencanaan ini bersifat desentralisasi dengan partisipasi 
maksimum dari individu, dimana manajer tertinggilah yang 
dapat dipandang perencanaan yang benar. dan partisipasi 
minimum dari pemerintah pusat. Partisipasi disini juga 
mengacu kepada pentingnya kerja sama antar personalia. 
Dengan kata lain teori radikal menginginkan agar lembaga 
dapat mandiri menangani lembaganya.  
6.  Teori SITAR 
Merupakan gabungan kelima teori diatas sehingga disebut juga 
complementary planning process. Teori ini menggabungkan 
kelebihan dari teori diatas sehingga lebih lengkap. Karena teori 
ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga 
tempat perencanaan itu akan diaplikasikan, maka teori ini 
menjadi SITARS yaitu S terakhir adalah menunjuk huruf awal 
dari teori situational. Berarti teori baru ini mengkombinasikan 
teori-teori yang sudah ada penggabungan itu sendiri ada 
dasarnya ialah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 
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masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori-teori diatas 
mempunyai persamaan dan pebedaannya. 
Persamaannya : 
1.  Mempunyai tujuan yang sama yaitu pemecahan masalah 
2. Mempunyai obyek perencanaan yang sama yaitu manusia 
dan lingkungan sekitarnya. 
3.   Mempunyai beberapa persyaratan data, keahlian, metode, 
dan mempunyai konsistensi internal walaupun dalam 
penggunaannya terdapat perbedaan penitikberatan. 
4.   Mempertimbangkan dan menggunakan sumberdaya yang 
ada dalam pencapaian tujuan 
Sedangkan Perbedaannya adalah : 
1.   Perencanaan sinoptik lebih mempunyai pendekatan 
komprehensif dalam pemecahan masalah dibandingkan 
perencanaan yang lain, dengan lebih mengedepankan 
aspek-aspek metodologi, data dan sangat memuja angka 
atau dapat dikatakan komprehensif rasional. Hal ini yang 
sangat minim digunakan dalam 4 pendekatan perencanaan 
yang lain. 
2. Perencanaan incremental lebih mempertimbangkan peran 
lembaga pemerintah dan sangat bertentangan dengan 
perencanaan advocacy yang cenderung anti kemapanan dan 
perencanaan radikal yang juga cenderung revolusioner. 
3.   Perencanaan transactive mengedepankan faktor – faktor 
perseorangan/individu melalui proses tatap muka dalam 
salah satu metode yang digunakan, perencanaan ini kurang 
komprehensif dan sangat parsial dan kurang sejalan dengan 
perencanaan Sinoptik dan Incremental yang lebih 
komprehensif. 
4.   Perencanaan advocacy cenderung menggunakan pendekatan 
hukum dan obyek yang mereka ambil dalam perencanaan 
adalah golongan yang lemah. Perencanaan ini bersifat 
sosialis dengan lebih mengedepankan konsep kesamaan 
dan hal keadilan sosial. 
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5. Perencanaan Radikal seakan-akan tanpa metode dalam 
memecahkan masalah dan muncul dengan tiba-tiba 
(spontan) dan hal ini sangat kontradiktif dengan 
pendekatan incremental dan sinoptik yang 
mempertimbangkan aturan – aturan yang ada baik 
akademis/metodologis dan lembaga pemerintahan yang 
ada. 
 
C. Peranan dan Fungsi Perencanaan Wilayah 
Keberadaan perencanaan wilayah sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat dikarenakan dengan perencanaan akan memudahkan 
segala sesuatu yang akan dilakukan dan mengantisipasi atau 
meminimalisir terjadinya  hal-hal yang tidak diinginkan, dapat 
membantu pengelolaan tata ruang wilayah guna mencapai tujuan yang 
diinginkan. Selain itu dapat merencana daerah kedepannya, dengan 
tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki.  
Perencanaan Wilayah memiliki peran penting antara lain : 
a.  Melayani kebutuhan masyarakat 
 Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari perencanaan. 
Upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk melakukan 
perubahan atau upaya mencegah terjadinya perubahan yang 
tidak diinginkan. Kebutuhan masyarakat adalah sumber dari 
terbentuknya program perencanaan wilayah. Apa yang 
direncanakan tentu berimbas pada kebutuhan masyarakat itu. 
Hasil dari perencanaan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat 
itu sendiri. Jadi jelas bahwa perencanaan haruslah 
memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, agar 
tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat tersebut. Dengan 
adanya perencanaan wilayah ini dapat melayani kebutuhan 
masyarakat akan menuju perubahan yang lebih baik. 
 Ketika akan melakukan perencanaan, yang perlu dperhatikan 
adalah harus mengetahui tata letak penggunaan lahan yang 
tepat agar tidak berdampak negatif pada masyarakat itu sendiri 
dan menggali informasi dalam penggunaan lahan tersebut. 
b.    Menjaga kelestarian lingkungan 
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 Sumberdaya alam mempunyai keterbatasan menurut ruang dan 
waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam 
yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling 
mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat 
ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga 
aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di 
sekitarnya. 
 Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas 
manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan 
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia 
seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah 
serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari 
aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia 
itu sendiri. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat 
terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun 
eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan 
kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan 
merosotnya kualitas lingkungan. 
 Rencana pemanfaatan lahan di masa mendatang, misalnya 
untuk pembangunan infrastruktur, ekstraksi pertambangan, 
pembangunan modal baru, atau urbanisasi. Hal tersebut harus 
diperhatikan penggunaan lahannya dan dampak apa yang 
terjadi jika pembangunan itu dilakukan. 
 Perencanaan wilayah harus mampu menggambarkan proyeksi 
dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di suatu 
wilayah  di masa yang akan datang. Dengan demikian, sejak 
awal dapat telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk 
dibangun dan yang akan dijadikan sebagai wilayah penyangga. 
Juga dapat dihindari pemanfaatan lahan yang mestinya 
dilestarikan, seperti kawasan hutan lindung dan konservasi 
alam. Hal ini berarti dari sejak awal dapat diantisipasi dampak 
positif dan negatif dari perubahan tersebut, dan dapat 
dipikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk 
mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak 
positif. 
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c.    Memperhatikan hak-hak pemilik lahan 
 Timbulnya konflik dan sengketa pertanahan akhir-akhir ini 
dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan 
tanah/lahan untuk kebutuhan hidup dan kehidupan, sedangkan 
luas tanah/lahan relatif tetap tidak bertambah. Sehingga banyak 
rakyat yang memanfaatkan tanah-tanah yang ada disekitarnya 
untuk menopang kehidupannya. 
 Bagi kehidupan manusia lahan mempunyai arti yang sangat 
penting, karena setiap kegiatan yang dilakukan baik 
perseorangan, sekelompok orang, suatu badan hukum ataupun 
Pemerintah pasti melibatkan soal lahan, oleh karenanya itu 
sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada lahan. 
Kebutuhan manusia akan lahan merupakan kebutuhan yang 
sangat mendasar dan mutlak. Kenyataan sejarah menunjukkan 
bahwa kelangsungan hidup manusia baik sebagai individu 
maupun sebagai mahkluk sosial senantiasa memerlukan lahan 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan 
hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang 
ada di atas maupun yang ada didalam tanah/lahan. 
Lahan/tanah  bagi manusia dapat dinilai sebagai suatu harta 
yang mempunyai sifat permanen, karena memberikan 
kemantapan untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa yang 
akan datang. 
Kebutuhan akan lahan yang terus  meningkat, hal tersebut 
terjadi dikarenakan seiringnya pertumbuhan penduduk yang 
begitu cepat. Kebutuhan lahan untuk menampung berbagai 
aktivitas masyarakat yang terus berkembang sangat diperlukan 
upaya efisiensi pemanfaatan lahan melalui pengaturan alokasi 
berdasarkan rencana tata ruang. Hal tersebut dilakukan karena 
untuk menghindari terjadinya konflik. Selain itu juga dengan 
adanya hak-hak pemilik lahan untuk menghindari terjadinya 
pembangunan liar. 
Tujuan dari perencanaan wilayah ini adalah untuk mendorong 
pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat berkeadilan sosial dalam lingkungan hidup yang lestari 
dan berkesinambungan melalui penataan ruang. Selain itu juga untuk 
membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat 
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melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, 
ekonomi, politik dan sebagainya. 
Fungsi - fungsi perencanaan adalah sebagai berikut : 
1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan 
kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. 
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai sehingga merupakan 
sasaran, sedangkan perencanaan adalah alat untuk mencapai 
sasaran tersebut. Setiap usaha yang baik harus memiliki titik 
tolak, landasan dan tujuannya.  
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi - 
potensi, prospek – prospek perkembangan, hambatan serta 
resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang, 
karena itu diperlukan data-data yang lengkap, dapat dipercaya 
serta aktual. 
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan 
pilihan yang terbaik. Dalam perencanaan ditetapkan alternatif - 
alternatif, kita harus mampu menilai apakah alternatif yang 
dikemukakan realistis atau tidak atau dengan kata lain, apakah 
masih dalam batas kemampuan kita serta dapat mencapai 
tujuan yang kita tetapkan 
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari 
segi pentingnya tujuan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas karena dapat mencegah pemborosan waktu, tenaga 
dan material. 
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk 
mengadakan pengawasan dan evaluasi karena perencanaan 
tersebut merupakan pedoman, pegangan dan arahan dalam 
melaksanakan aktivitas kegiatan pembangunan untuk mencapai 
tujuan yang ditetapkan, sehingga tidak terjadi under planning dan 
over planning 
Dalam hal perencanaan wilayah, pentingnya perencanaan 
dikuatkan oleh berbagai faktor, antara lain: 
1.      Banyak di antara potensi wilayah selain terbatas juga tidak 
mungkin lagi diperbanyak atau diperbaharui. 
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2.     Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam 
kehidupan manusia. 
3.      Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan 
sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. 
4.      Lahan dibutuhkan untuk menopang kehidupan masyarakat. 
5.      Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari 
masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. 
6.      Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya 
manusia di masa lalu adalah asset yang harus dimanfaatkan 
untuk kemakmuran rakyat. 
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BAB III 
LANDASAN HUKUM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN  
A. Perencanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan 
1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran 
dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang 
memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar 
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat 
menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan 
dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera. 
 Ruang Lingkup Undang-Undang ini mencakup landasan 
hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini 
ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah 
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan 
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di 
pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. 
 Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang 
perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata 
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
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yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan 
Daerah dengan melibatkan masyarakat. 
2.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang 
Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan 
terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang 
kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarannya, dapat 
berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, 
kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan 
megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan 
megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan 
perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling 
memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan 
prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk 
keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam 
kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan 
pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan.  
Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada 
kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau 
pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau 
lebih wilayah provinsi.penataan ruang diselenggarakan dengan 
mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, 
keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, 
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta 
antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.penataan ruang 
diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang 
dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan 
lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan 
antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 
Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan 
perkotaan yang merupakan pusat kegiatan social ekonomi masyarakat, 
baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. 
Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat 
pelayanan kegiatan perkotaan. 
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3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
  Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan 
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam 
perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah 
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis 
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 
makmur, dan sejahtera; 
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti 
keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan 
bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 
“Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di 
Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di 
Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan 
Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat 
istimewa. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang 
disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri 
bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk 
negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara 
kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan 
terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. 
 
B. Perencanaan Kawasan Agropolitan 
1.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang 
Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
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Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan 
wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu 
ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, 
dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang 
sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga 
keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan 
social sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perkembangan situasi dan 
kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip 
keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan 
keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik 
sesuai dengan landasan idiil Pancasila. 
Untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan 
Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah 
yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah 
daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan 
tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan 
antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan 
kesenjangan antardaerah keberadaan ruang yang terbatas dan 
pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya 
penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang 
yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang 
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 
Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian 
dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai 
instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan 
pertanian yang dapat berbentuk kawasan agropolitan. 
Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas 
satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem 
produksi pertanian dan 
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pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya 
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem 
permukiman dan system agrobisnis. 
Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk 
meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang 
kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, 
dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya 
tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, 
lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan 
jaringan prasarana.  
Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan 
yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan 
penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. 
Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam 
pengembangan kawasan perdesaan. 
Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain, 
pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan 
pertambangan. 
Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran 
sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang 
dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk 
melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, 
perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan.  
Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan 
agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan 
energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem 
jaringan sumber daya air. 
Pola ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran 
pemanfaatan ruang kawasan, baik untuk pemanfaatan pemanfaatan 
yang berfungsi lindung maupun budi daya. 
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk 
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang 
dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama 
pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan 
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Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, 
Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil 
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing 
pimpinan Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 
 Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan 
perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan 
menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, 
tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan 
indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana 
pembangungan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan 
(input), keluaran (output), hasil (result) manfaat (benefit) dan dampak 
(impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap 
Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban 
untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan 
dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam 
melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, 
Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin 
keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-
masing jangka waktu sebuah rencana. 
 
 
2.  Peraturan Pemerintah R.I  Nomor 15 Tahun 2010 
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu 
atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem 
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang 
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki 
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 
Kawasan perdesaan dapat berbentuk: a) kawasan perdesaan 
yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau b) kawasan 
perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada 
satu atau lebih wilayah provinsi dan c) kawasan agropolitan. 
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Kawasan agropolitan harus memenuhi kriteria: a) kawasan 
perdesaan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena 
berjalannya system dan usaha agrobisnis yang mampu melayani, 
menarik, dan mendorong kegiatan agrobisnis di wilayah sekitarnya; b) 
kawasan perdesaan yang mempunyai kondisi geomorfologi, iklim, dan 
topografi yang mendukung kegiatan agribisnis di kawasan 
agropolitan; dan c) kawasan perdesaan yang memiliki dukungan 
kelembagaan yang mengembangkan kegiatan agribisnis. 
Prosedur penyusunan dan penetapan rencana tata ruang 
kawasan perdesaan merupakan bagian wilayah kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam serta prosedur penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 
(dua) atau lebih wilayah kabupaten pada lebih dari satu wilayah 
provinsi berlaku mutatis mutandis bagi prosedur penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang kawasan agropolitan. 
Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan agropolitan 
berlaku ketentuan :  
a). Tahap pengumpulan data paling sedikit meliputi: 1) data 
wilayah administrasi;2). data fisiografis; 3). data kependudukan; 
4). data ekonomi dan keuangan; 5). data ketersediaan prasarana 
dan sarana dasar; 6). data penggunaan lahan; 7). data peruntukan 
ruang; 8). data daerah rawan bencana; 9). data pemetaan kawasan 
pertanian, kawasan peternakan, kawasan perkebunan, dan/atau 
kawasan perikanan; 10). data rencana pengembangan sentra 
produksi; dan 11). peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang 
dibutuhkan.  
b).Tahap pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:1). 
teknik analisis kelayakan pengembangan agroindustri; dan 2). 
teknik analisis daya dukung sebagai pusat koleksi, distribusi, dan 
pemasaran komoditi pertanian. 
Rencana tata ruang kawasan agropolitan yang merupakan 
bagian wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah 
kabupate, rencana tata ruang kawasan agropolitan yang mencakup 2 
(dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu wilayah provinsi 
ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan rencana tata ruang 
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kawasan agropolitan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah 
kabupaten pada lebih dari satu wilayah provinsi ditetapkan dengan 
Peraturan Presiden. 
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi 
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) 
pendekatan, yaitu „Desa membangun‟ dan „membangun Desa‟ yang 
diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.  
Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan 
pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana 
Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan 
di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan 
dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 
berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.  
Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan 
masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta 
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. 
Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan 
kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana 
Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan 
informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan 
pelaksanaan Pembangunan Desa.  
Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, 
perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan 
Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa 
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dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan 
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan 
pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan 
Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 
Pemerintah Desa. 
 
C. Perencanaan Kawasan Agribisnis 
1. Undang-Undang R.I Nomor  12 Tahun 1992 Tentang Sistem 
Budidaya Tanaman 
Sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari 
pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan 
tangguh; Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa 
kekayaan alam hayati, air, iklim, dan kondisi tanah yang memberikan 
sumber kehidupan kepada bangsa, terutama di bidang pertanian dan 
sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan 
nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya.  
Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan 
nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, 
efisien, dan tangguh, serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan 
mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, 
peternak, dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan 
berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan 
ekspor, mendukung pembangunan daerah, dan mengintensifkan 
kegiatan transmigrasi.  
2. Undang-Undang R.I Nomor  41 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai 
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran dan kesejahteraan 
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rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia . 
Sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan 
pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, 
kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu bentuk 
perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi 
segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat 
fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk 
memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan 
Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan juga sesuai dengan Article 25 Universal Declaration of Human 
Rights Juncto Article11 International Covenant on Economic, Social, and 
Cultural Right (ICESCR). 
3. Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor  
56/Permentan/RC.040/11/2016 Tentang Pedoman 
Pengembangan Kawasan Pertanian 
Dinamika perencanaan kebijakan dan program 
pembangunan jangka menengah nasional serta perencanaan 
kebijakan dan program pembangunan jangka menengah di bidang 
pertanian mendorong perlunya   percepatan  pengembangan  
kawasan pertanian nasional melalui Pedoman pengembangan 
kawasan pertanian sebagai acuan perencana dan pengambil kebijakan 
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan implementasi pengembangan kawasan pertanian. 
Kawasan   pertanian   terdiri   atas   Kawasan   Pertanian 
Nasional, Kawasan  Pertanian  Provinsi,  dan  Kawasan Pertanian 
Kabupaten/Kota yang meliputi kawasan komoditas prioritas 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Lokasi  
Kawasan  Pertanian  Nasional  untuk  komoditas prioritas tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan disusun dalam 1 
(satu) dokumen ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.  
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BAB IV 
POTENSI WILAYAH PERDESAAN 
A. Pengertian Desa dan Perdesaan 
Desa berasal dari kata Deshi dari bahasa Sansekerta, yang 
berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa merupakan 
suatu bentuk kesatuan yang berada di luar kota. Pengertian desa itu 
sendiri adalah unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan 
terletak relatif jauh dari kota. Sutarjo Kartohadikusumo 
mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum tempat tinggal 
suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. 
Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah  yurisdiksi, 
berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional 
dan berada di kabupaten/kota. Desa yang dimaksud disini adalah 
termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Provinsi 
NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan 
Selatan, dan Negeri di Maluku. Desa bukanlah bawahan kecamatan, 
karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah 
kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat 
daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur 
wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa 
dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.  
Dalam arti umum desa adalah permukiman manusia yang 
letaknya di luar kota dan penduduknya bermatapencaharian agraris, 
desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut 
juga kelurahan, dan lurah disebut sebagai kepala desa, dengan 
demikian di dalam kota-kota pun dikenal sebutan desa. Adapun desa 
yang tersebar di luar kota dengan lingkungan fisisbiotisnya adalah 
gabungan dukuh, dukuh sendiri dapat mewujudkan suatu unit 
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geografis karena tersebar seperti pulau di tengah persawahan atau 
hutan.  
Definisi lain mengenai desa berangkat dari desa sebagai 
permukiman yaitu suatu tempat atau daerah di mana penduduk 
berkumpul dan hidup bersama di mana mereka dapat menggunakan 
lingkungannya setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan 
mengembangkan kehidupan mereka (Daldjoeni,1998), dalam definisi 
tersebut tersirat adanya tiga unsur yaitu penduduk, tanah dan 
bangunan. Karena masing-masing unsur itu cepat atau lambat 
mengalami perubahan maka desa sebagai pola permukiman bersifat 
dinamis, hal tersebut diakibatkan karena manusia sebagai penghuni 
desa selalu melakukan adaptasi spatial dan ekologis sejalan dengan 
kegiatannya yang bermatapencaharian agraris. 
Pengertian lain tentang desa juga dirumuskan oleh beberapa 
ahli lainnya, diantaranya Egon E. Bergel yang mendefinisikan desa 
sebagai “setiap pemukiman para petani (peasants). Sedangkan 
Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil yang 
menetap tetap di suatu tempat.” (Rahardjo, 1999) 
Paul H. Landis menyatakan bahwa definisi desa dapat dipilih 
menjadi tiga, tergantung tujuan analisa, yaitu : 
 Untuk tujuan analisa statistik, desa didefinisikan sebagai suatu 
lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang; 
 Untuk tujuan analisa sosial – psikplogik, desa didefinisikan 
sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki 
hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama 
warganya; 
 Untuk tujuan ekonomik, desa didefinisikan sebagai suatu 
lingkungan yang penduduknya tergantung pada pertanian. 
Village adalah bentuk kata kerja (noun) untuk desa, sedangkan 
desa (village) lebih kepada tempatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, desa merupakan kesatuan wilayah yg dihuni oleh sejumlah 
keluarga yg mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh 
seorang kepala desa).  
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Desa merupakan gambaran dari masyarakat yang masih 
bersahaja, dan kota sebagai wakil dari masyarakat yang sudah maju 
atau kompleks, sehingga karakteristik yang terlekat pada dua gejala 
tersebut menjadi bersifat polair, kontras satu sama lain. (Rahardjo, 
1999). Dari beberapa definisi tersebut, maka desa dapat didefinisikan 
sebagai wilayah agraris yang dihuni oleh sejumlah penduduk dan 
memiliki pemerintahan sendiri.  
 
 
Sumber : Ibrahim Jabir, 2014. 
Gambar 1.  Suasana Persawahan di Desa 
 
Menurut Wikipedia Indonesia, pedesaan (rural) adalah wilayah 
yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan 
sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
pemukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan social, 
dan kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa 
Indonesia, Pedesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang 
sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat 
penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk ditempat 
itu. 
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Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
Definisi kawasan perdesaan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 
menegaskan bahwa perdesaan merupakan kawasan yang secara 
komparatif pada dasarnya memiliki keunggulan sumberdaya alam 
khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati. 
1. Karakteristik dan Tipologi Perdesaan 
Suatu tempat atau wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-
beda. Beberapa ahli menerangkan, bahwa suatu wilayah dikatakan 
suatu desa apabila memiliki karakteristik meliputi :  
a. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau 
tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, 
serta bangunan rumah tinggal mereka. Desa berhubungan erat 
dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi goegrafis untuk petani, 
serta bangunan tempat tinggal atau pola permukiman antara 
satu petani dengan petani lainnya dihubungkan dengan lahan 
pertanian yang mereka kelola. Secara umum ada 2 pola 
pemukiman, yaitu : 
 Pemukiman penduduknya berdekatan satu sama lain 
dengan lahan pertanian berada di luar dan terpisah dari 
lokasi pemukiman, 
 Pemukiman penduduknya terpencar dan terpisah  satu 
sama lain dan masing-masing berada di dalam atau di 
tengah lahan pertanian mereka. 
b. Aspek jumlah penduduk, desa didiami oleh sejumlah kecil 
penduduk dengan kepadatan yang rendah. 
c. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau 
masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, 
bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan. 
d. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum 
tersendiri, dimana aturan atau nilai yang mengikat masyarakat 
di suatu wilayah. Tiga sumber  yang dianut dalam desa, yakni : 
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 Adat asli ; merupakan norma-norma yang dibangun oleh 
penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai 
pedoman warisan dari masyarakat terdahulu/nenek 
moyang. 
 Agama/kepercayaan; merupakan sistem norma yang 
berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu 
sendiri. 
 Negara Indonesia; merupakan norma-norma yang timbul 
dari UUD 1945, peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah. 
e. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial 
antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan 
kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang 
tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat 
homogeny, serta bergotong royong. 
Pendapat lain yang juga merumuskan karakteristik desa adalah 
Landis (1948), menurutnya desa adalah masyarakat yang 
penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan karakteristik berikut: 
1.       Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara 
ribuan jiwa. 
2.      Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap 
kebiasaan. 
3.       Cara berusaha (perekonomian) adalah agraris yang paling 
umum yang sangat dipengaruhi alam seperti; iklim, keadaan 
alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris 
adalah bersifat sambilan. 
Secara Umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relatif 
sama, yaitu: 
 desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan 
lingkungan alam; 
 iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani 
sehingga warga desa banvak tergantung pada peruhahan 
musim; 
 keluarga desa merupakan unit sosial dan unit kerja; 
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 Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar; 
 kegiatan ekonomi mayoritas agraris; 
 masyarakat desa merupakan suatu paguyuban; 
 proses sosial di desa umumnya berjalan lambat; 
 warga desa pada umumnva berpendidikan rendah. 
 
Berdasarkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Dirjen 
Bangdes), ciri-ciri desa adalah: 
 perbandingan lahan dengan manusia (man land ratio) cukup 
besar; 
 lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian 
(agraris); 
 hubungan antar warga desa masih sangat akrab; 
 sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang 
berlaku.  
Menurut Rouceck dan Warren, karakteristik masyarakat desa sebagai 
berikut:   
1. Kelompok primer memiliki peran yang besar. 
2. Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan 
Kelompok atau asosiasi. 
3. Komunikasi keluarga terjalin secara langsung, mendalam, dan 
informal.  
4. Hubungan lebih bersifat mendalam dan langgeng. 
5. Kehidupan sehari-hari ditandai dengan adanya keseragaman 
(homogenitas). 
6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi. 
7. Mobilita sosial rendah. 
8. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar. 
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Sumber : Ibrahim Jabir, 2014  
Gambar 2.  Sifat Gotong Royong dalam Panen Padi 
merupakan karakteristik Masyarakat Desa 
 
Secara umum, ciri masyarakat desa digambarkan bahwa warga 
suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan 
lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga 
masyarakat lainnya. Pada masyarakat pedesaan, golongan orang-orang 
tua atau tokoh masyarakat seperti ulama, lurah, dan bangsawan 
umumnya memegang peranan penting. Mereka memegang kekuasaan 
dan sangat dihormati oleh masyarakat. Masyarakat desa akan selalu 
meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi.  
Sorokin dan Zimmerman (1932) mengemukakan sejumlah 
faktor yang menjadi dasar dalam menentukan desa dan kota. Ia 
membedakan desa dan kota berdasarkan atas:  
 mata pencaharian,  
 ukuran komunitas,  
 tingkat kepadatan penduduk,  
 lingkungan,  
 diferensiasi sosial,  
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 stratifikasi sosial, interaksi sosial, dan  
 solidaritas sosial.  
Diantara faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, jenis mata 
pencaharian merupakan faktor pembeda yang pokok dan penting. 
Pertanian dan usaha-usaha kolektif merupakan ciri kehidupan 
ekonomi pedesaan. Bidang pertanian cukup mengandung variasi dan 
kompleksitas yang memiliki pengaruh bervariasi pula terhadap 
kehidupan masyarakatnya. Perbedaan dalam besar-kecilnya skala 
usaha pertanian, jenis-jenis tanaman atau pertanian, sistem pertanian 
yang diterapkan, dan lainnya, juga akan mengakibatkan pula terjadinya 
perbedaan-perbedaan terhadap kehidupan masyarakatnya (Rahardjo, 
1999). 
Melihat definisi dan ciri-ciri dari desa dan masyarakatnya, maka 
dapat dilihat perbedaan antara desa dengan kota yaitu : 
1) Nilai sosial pada penduduk  
Nilai sosial antar penduduk kota dan desa merupakan 
salah satu hal yang paling terlihat  perbedaanya. Bisa 
kita lihat jika didesa para penduduk berlomba-lomba 
untuk bergotong royong dalam membantu tetangga 
sekitar dan juga biasanya penduduk desa menghabiskan 
waktu senggang mereka untuk melakukan kegiatan 
bersama tetangga lainnya sedangkan di kota, mereka 
berlomba-lomba memasang pagar yang tinggi agar 
terlihat hebat.  
2) Tingkat pendapatan  
Jelas saja terlihat jika penduduk kota dan desa 
memiliki perbedaan dalam hal tingkat pendapatan. 
Biasanya penduduk didesa mendapatkan penghasilan 
dari bertani ataupun berternak, sedangkan di kota 
biasanya penduduk menjadi karyawan ataupun 
berdagang. Hasil dari bertani biasanya digunakan 
penduduk desa untuk konsumsi sehari -hari dan 
sebagiannya lagi untuk dijual. Berbeda halnya dengan 
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di kota yang kebutuhan sehari- harinya biasanya 
didapat di warung ataupun pasar swalayan.  
3) Kemajuan teknologi  
Kota biasanya lebih cepat dalam hal kemajuan 
teknologi. Jika dulu hanya orang-orang kota saja yang 
biasanya menggunakan telephone genggam sekarang 
seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan 
telephone genggam. Tetapi, penduduk di kota lebih 
maju dalam bidang teknologi dikarenakan penduduk 
kota lebih berpikiran terbuka dalam bidang teknologi. 
Biasanya penduduk desa akan berfikir dua kali untuk 
menggunakan barang teknologi karena jika barang 
tersebut tidak memiliki manfaat biasanya penduduk 
desa lebih memilih tidak menggunakan teknologi 
tersebut.  
4) Nilai budaya  
Nilai budaya penduduk desa lebih kental dibandingkan 
nilai budaya pada penduduk kota. Hal ini dikarenakan 
penduduk desa yang belum tergeser budayanya dengan 
budaya asing berbeda dengan nilai budaya penduduk 
kota yang sudah bercampur dengan budaya asing 
karena budaya asing dengan mudahnya dapat masuk 
ke dalam kehidupan penduduk kota yang memiliki 
pemikiran terbuka dan modern. Jika di desa masih ada 
tradisi untuk berkumpul bersama sanak saudara lainnya 
ketika panen dan mengadakan kegiatan dalam bentuk 
seni berbeda dengan penduduk kota yang lebih 
memilih untuk berkumpul di warung kopi dan 
menghabiskan waktu disana.  
5) Jumlah penduduk  
Angka urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke 
kota) biasanya setiap tahun meningkat. Hal ini 
dikarenakan setiap tahun biasanya orang yang mudik 
pasti membawa saudaranya yang lain ikut kerja di kota 
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untuk merubah nasib dengan harapan dapat membiayai 
saudara-saudara di desa. Sedangkan di desa yang 
tinggal hanya petani-petani yang memiliki ladang untuk 
diolah. Hal ini pulalah yang menyebabkan perbedaan 
jumlah penduduk yang sangat signifikan. 
6) Lingkungan Umum dan Orientasi Terhadap Alam  
Masyarakat pedesaan berhubungan kuat dengan alam, karena 
lokasi geografisnya di daerah desa. Penduduk yang tinggal di 
desa akan banyak ditentukan oleh kepercayaan dan hukum 
alam. Berbeda dengan penduduk yang tinggal di kota yang 
kehidupannya “bebas” dari realitas alam. 
7) Homogenitas dan Heterogenitas  
Homogenitas atau persamaan ciri-ciri sosial dan psikologis, 
bahasa, kepercayaan, adat-istiadat dan perilaku nampak pada 
masyarakat pedesaan bila dibandingkan dengan masyarakat 
perkotaan. Di kota sebaliknya penduduknya heterogen, 
terdiri dari orang-orang dengan macam-macam perilaku dan 
juga bahasa. 
Jenis-jenis desa menurut perkembangan masyarakatnya, dapat 
dibedakan atas : 
 Pradesa 
Bentuk yang paling sederhana disebut sebagai pemukiman 
sementara. Secara resmi tempat ini disebut pradesa (pra-desa). 
Pola pemukiman seperti ini mempunyai ciri yang khas. 
Hampir tidak ada orang atau keluarga yang tinggal menetap 
disana. Semua penghuninya akan pindah lagi pada saat waktu 
panen selesai, atau bila lahan sebagai sumber penghidupan 
utama tidak lagi memberikan hasil yang memadai. Belum 
berkembangnya tata kehidupan dan organisasi atau lembaga-
lembaga sosial penunjang kehidupan bermasyarakat, 
termasuk pendidikan, ekonomi, hukum, adat, dan hubungan 
sosial di samping tata kemasyarakatan yang mantap. 
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 Desa tradisional  
Desa tradisional  adalah desa yang terdapat pada daerah 
terpencil dan terasing. Seluruh kehidupan masyarakatnya 
termasuk teknologi bercocok tanam, cara pemeliharaan 
kesehatan, dan memasak tergantung pada pemberian alam 
sekitar. Dengan kata lain, desa ini keseluruhan hidupnya 
menggantungkan pada alam sekitarnya. 
 Desa swadaya  
Merupakan desa di mana sebagian besar masyarakat 
memenuhi kebutuhan sendiri. Desa ini umumnya terpencil 
dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat 
luar sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena 
kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak 
sama sekali.  
Desa ini belum mampu mandiri dalam penyelenggaraan 
urutan rumah tangga sendiri, administrasi desa belum 
terselenggara dengan baik dan LKMD belum berfungsi 
dengan baik dalam mengorganisasikan dan menggerakkan 
peran serta masyarakat dalam pembangunan desa secara 
terpadu (Asy’ari, 1993).  
Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok 
(keluarga) tertentu yang bermukim secara menetap disana. 
Pemukiman ini pada umumnya masih tradisioanl dalam arti 
bahwa sumber penghidupan utama para pedesa masih 
berkaitan erat dengan usaha tani, termasuk meramu hasil 
hutan dan beternak yang mungkin diiringi dengan 
pemeliharaan ikan di tambak-tambak kecil trasdisional. 
Hubungan antar personal dan atau kelompok (masyarakat) 
sering didasarkan pada dan diikat oleh adat istiadat yang 
ketat. Pengendalian atau pengawasan sosial (sosial control) 
dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan. Kebanyakan 
desa-desa seperti ini jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi. 
Tingkat pendidikan sebagai salah satu indikator tipologi desa 
itu belum berkembang.  
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 Desa Swakarya  
Desa swakarya keadaannya sudah lebih maju dibandingkan 
desa swadaya. Masyarakatnya sudah mampu menjual 
kelebihan hasil produksi ke daerah lain, selain untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri. Interaksi dengan masyarakat 
luar sudah mulai tampak, walaupun intensitasnya belum 
terlalu sering.  
Pada desa swakarya ini, mulai mampu mandiri untuk 
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi 
desa sudah terselenggara dengan cukup baik dan LKMD 
cukup berfungsi dalam mengorganisasikan dan 
menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 
secara terpadu (Asy’ari, 1993).  
Pada desa swakarya, adat yang merupakan tatanan hidup 
bermasyarakat sudah mulai mendapatkan perubahan-
perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam aspek 
kehidupan sosial budaya lainnya. Adopsi teknologi tertentu 
sering merupakan salah satu sumber perubahan itu. Adat 
tidak lagi terlalu ketat mempengaruhi atau menentukan pola 
perilaku anggota masyarakat. Pengaruh unsur luar (asing, luar 
desa) sudah mulai ikut mempengaruhi atau membentuk 
perilaku masyarakat yang baru melalui berbagai adopsi 
teknologi dalam arti yang luas. Lapangan pekerjaan sudah 
sudah mulai kelihatan lebih bervariasi dari pada di desa 
swadaya. Kendatipun jarang orang yang sudah menamatkan 
pendidikan sekolah menengah, namun rata-rata orang telah 
menamatkan sekolah dasar (Bahrein 1991). 
 Desa swasembada  
Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu 
mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. 
Hal ini ditandai oleh kemampuan masyarakatnya untuk 
melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain (fungsi 
perdagangan), dan kemampuan untuk saling mempengaruhi 
dengan penduduk di wilayah lain. Dengan hasil interaksi 
tersebut, masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk 
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memanfaatkan sumber dayanya sehingga proses 
pembangunan berjalan dengan baik.  
Desa swasembada merupakan desa yang telah mampu 
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrrasi 
desa sudah terselenggara dengan baik dan LKMD telah 
berfungsi dalam mengorganisasikan serta mampu 
menggerakkan peran serta masyarakat dalam  pembanguanan 
secara terpadu (Asy’ari, 1993).  
Bahrein (1991), menyatakan bahwa desa  swasembada 
merupakan pola desa yang terbaik dari bentuk-bentuk desa 
yang lain. Umumnya, masyarakat tidak lagi terlalu berpegang 
teguh pada kebiasaan-kebiasaan hidup tradisional (adat), 
tetapi tetap taat pada syariat agamanya. Masyarakat desa 
swasembada adalah masyarakat yang sudah terbuka dalam 
kaitannya dengan masyarakat di luar desanya. Oleh karena 
itu, masyarakat berorientasi ke luar desa. Pengaruh dari luar 
itu terlihat dalam perilaku orang-orang desa. Teknologi yang 
dipakai sudah terlihat banyak yang mulai canggih (Bahrein, 
1991). 
Merujuk Eko (2007) sekurangnya ada lima model tipologi desa yang 
ada di Indonesia, seperti dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Tipologi Desa di Indonesia 
Tipe Desa Deskripsi Daerah 
Ada adat, tetapi tidak 
ada desa 
Adat sangat dominan. 
Desa tidak punya 
pengaruh. 
Papua 
Tidak ada adat, tetapi 
ada desa 
Pengaruh adat sangat 
kecil. Desa modern 
sudah tumbuh kuat. 
Jawa, sebagian 
besar Sulawesi, 
Kalimantan 
Timur, 
sebagian 
Sumatera  
Integrasi antara desa 
dan adat 
Adat (tradisionalisme) 
dan desa (modernisme) 
sama-sama kuat. Terjadi 
kompromi keduanya 
Sumatera Barat 
 
Dualisme/Konflik 
antara adat dengan 
desa 
 
Pengaruh adat 
(tradisionalisme) jauh 
lebih kuat ketimbang 
desa. Terjadi dualisme 
kepemimpinan lokal. 
Pemerintahan desa tidak 
efektif. 
Bali, 
Kalimantan 
Barat, Aceh, 
NTT, Maluku. 
 
Tidak ada desa tidak 
ada adat 
Kelurahan sebagai unit 
administratif (local state 
government). Tidak ada 
demokrasi lokal. 
Wilayah 
perkotaan 
Sumber : Eko (2007) 
Dari tipologi desa menginformasikan perbedaan karakter desa dan 
kekhasan lokalitas yang ada di Indonesia berkonsekuensi logis pada 
ragam langkah  yang perlu digunakan sesuai dengan konteks desa. 
Karena bila ini tidak diperhatikan, bisa memunculkan resistensi 
terhadap pada bukan hal yang substansial.  Kasus penolakan yang 
mulai muncul, misal desa adat Minangkabau, karena dinilai konsep 
93 
 
desa tidak bisa dipakai di Sumatera Barat dan beberapa daerah 
lainnya. Namun bila mempelajarai secara teoritik, penolakan tersebut 
menjadi hal yang kontraproduktif karena dari tipologi desa demikian 
memiliki kewenangan generik atau kewenangan asli, yang sering 
disebut hak atau kewenangan asal-usul yang melekat pada desa (atau 
nama lain) sebagai kesatuan masyarakat hukum. Zakaria dkk dalam 
Eko (2010) menyebut kewenangan inilah sebagai property right 
komunitas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
atau yang sering disebut sebagai wujud otonomi asli. Ada beberapa 
jenis kewenangan generik yang sering dibicarakan: 
1. Kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan 
sendiri. 
2. Kewenangan mengelola sumberdaya lokal (tanah kas desa, 
tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat, dll). 
3. Kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat. 
4. Kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya 
lokal (termasuk adat-istiadat). 
5. Kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas (community 
justice system), misalnya dalam hal penyelesaian konflik lokal. Di 
Sumatera Barat, misalnya, terdapat lembaga Kerapatan Adat 
Nagari yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan 
peradilan, terutama penyelesaian sengketa pusako. Di Jawa, 
dulu, ada dewan morokaki, sebuah wadah para tetua desa yang 
memberikan pertimbangan kepada lurah desa, sekaligus 
menjalankan fungsi penyelesaian sengketa lokal. 
Berdasarkan kedudukannya, desa dapat dibedakan atas 3 jenis. 
Kejelasan kedudukan desa akan menentukan kewenangan, 
perencanaan desa, struktur dan sistem pemerintahan desa serta 
keuangan desa. Kedudukan desa dibedakan atas : 
1. Desa Adat 
Merupakan embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara. Berbasis 
pada suku (genealogis) dan mempunyai batas - batas wilayah. 
Punya otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut 
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hukum adat, dan menghidupi sendiri secara komunal. Sering 
disebut sebagai self governing community. Negara tidak mengurus 
desa adat, kecuali memberikan pelayanan publik pada warga. 
Desa adat tidak membantu negara menjalankan urusan-urusan 
administratif. Mempunyai otonomi secara sendirian, tidak ada 
pembagian kekuasaan dari negara. Negara hanya mengakui 
kedudukan, kewenangan asli dan kekayaan desa adat. 
2. Desa Otonom 
Sering disebut sebagai local self government, seperti daerah. Sudah 
semakin modern, pengaruh adat semakin berkurang. Bukan 
bagian dari kabupaten, tetapi bagian dari NKRI. Intervensi 
negara minimal, tetapi negara melakukan desentralisasi, 
supervisi dan fasilitasi. Negara melakukan desentralisasi politik, 
pembangunan, administrasi dan keuangan kepada desa. Desa 
mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, 
pelayanan publik, keuangan (APBDes), dan lain – lain. 
Mempunyai sistem demokrasi lokal. 
 3. Desa Administratif 
Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Berada dalam 
subsistem (bagian) dari pemerintah kabupaten/kota. Sering 
disebut sebagai the local state government. Otonominya sangat 
terbatas dan tidak jelas. Sebagai kepanjangan tangan negara, 
menjalankan tugas pembantuan negara, terutama pelayanan 
administratif. Tidak ada desentralisasi yang memadai, sehingga 
desa ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang 
otonom. Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan 
masa depan desa. 
Desa di Indonesia juga merupakan kesatuan hukum (adat) dan 
administratif. Desa-desa di Indonesia telah ada sebelum Negara 
Indonesia terbentuk. Inpres no 5 Tahun 1976 juga telah merumuskan 
tentang kedudukan desa yang telah diakui oleh pemerintah. Menurut 
Inpres ini “desa adalah desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan 
nama asli lainnya dalam pengertian teritorial-administratif langsung dibawah 
kecamatan”. Dalam rumusan ini tersirat cukup jelas bahwa desa-desa 
di Indonesia adalah desa-desa yang telah ada sebelum negara ini 
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merdeka, bukan merupakan ciptaan baru. Namun ditegaskan pula, 
bahwa kedudukannya tidak lagi “bebas” melainkan (secara teritorial-
administratif) langsung berada di bawah kecamatan. Dengan 
demikian tidak lagi “berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri” 
sebagaimana ketika desa-desa tersebut belum berada di bawah 
kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rahardjo, 1999). 
Berdasarkan bentuknya, bentuk-bentuk desa secara sederhana 
dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a.  Bentuk desa menyusur pantai 
Didaerah-daerah pantai yang landai dapat tumbuh suatu 
permukiman, yang mata pencaharian penduduknya di bidang 
perikanan, perkebunan kelapa, dan perdagangan. Jika Desa 
pantai seperti itu berkembang, maka tempat tinggal meluas 
dengan cara menyambung yang lama dengan menyusur pantai, 
sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. Adapun pusat-
pusat kegiatan industri kecil (perikanan dan pertanian) tetap 
dipertahankan di dekat tempat tinggal penduduk yang 
mulamula. Bentuk desa menyusur pantai dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
 
Sumber : Beratha dalam Daldjoeni,1998 
Gambar 3. Bentuk Desa Pantai 
 
b.  Bentuk Desa yang terpusat 
Bentuk desa ini terdapat di daerah pegunungan. Untuk lebih 
jelasnya bentuk desa ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
96 
 
 
 
Sumber : Beratha dalam Daldjoeni,1998 
Gambar 4. Bentuk Desa Terpusat 
 
Penduduk desa ini umumnya terdiri atas mereka yang 
seketurunan, pemusatan tempat tinggal tersebut didorong oleh 
kegotongroyongan mereka, jika jumlah penduduk kemudian 
bertambah lalu pemekaran desa pegunungan itu mengarah ke 
segala jurusan, tanpa adanya rencana. Sementara itu pusat-pusat 
kegiatan penduduk pun dapat bergeser mengikuti pemekaran. 
 
c.  Bentuk desa linier di dataran rendah 
 
 
Sumber : Beratha dalam Daldjoeni,1998 
Gambar 5. Bentuk Desa Linier 
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Pemukiman penduduk di dataran rendah umumnya 
memanjang sejajar dengan rentangan jalan raya yang 
menembus desa yang bersangkutan. Jika kemudian secara wajar 
artinya tanpa direncanakan desa mekar, tanah pertanian di luar 
desa sepanjang jalan raya menjadi pemukiman baru. Memang 
ada kalanya juga pemekaran kearah pedalaman setelah 
menyeberang jalan raya. Maka kemudian harus dibuatkan jalan 
baru mengelilingi desa, semacam ring road dengan maksud agar 
kawasan pemukiman baru tak terpencil. 
 
d.  Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu 
Jenis ini juga terdapat di dataran rendah. Adapun bentuknya 
dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
 
Sumber : Beratha dalam Daldjoeni,1998 
Gambar 6. Bentuk Desa Mengelilingi Fasilitas 
 
Yang dimaksudkan dengan fasilitas misalnya mata air, waduk, 
lapangan terbang dan lain-lainnya. Arah pemekarannya dapat 
ke segala jurusan, sedang fasilitas-fasilitas untuk industri kecil 
dapat disebarkan di mana-mana sesuai dengan keinginan 
setempat. 
Bentuk-bentuk desa seperti telah diuraikan diatas, bertalian erat 
dengan usaha pengembangan dan penggalian sumber dayanya secara 
optimal. Dengan cara bijaksana perkembangan desa juga harus 
direncanakan secara khusus, sehingga terjamin wajah desa yang lebih 
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baik dalam arti menguntungkan dalam perkembangan baik ekonomi, 
manusianya maupun sosial budayanya. 
Disamping adanya berbagai bentuk desa masih ada pula yang 
disebut pola lokasi desa. Asy’ari (1993) menyatakan bahwa pola lokasi 
desa adalah pengaturan ruang lingkup desa, bagaimana pengaturan 
lahan untuk perumahan dan pekarangan, serta penggunaan lahan 
untuk persawahan atau perladangan, pertambakan, penggembalaan 
ternak, hutan lindung dan sebagainya. Ukuran yang dijadikan 
pedoman bagi warga desa adalah unsur-unsur kemudahan, keamanan, 
dan ada norma tertentu yang bersifat budaya dan rohaniah yang harus 
diperhitungkan, dalam hal pemilihan lokasi untuk rumah tinggal 
misalnya. Umumnya warga desa menyatu dengan alam, dalam arti 
sering tergantung kepada keadaan alam dan unsur kepercayaan yang 
sifatnya tahayul.   
Lebih lanjut dijelaskan bahwa desa yang maju, memiliki tata 
ruang desa yang rapi, asri dan indah dipandang mata, dengan deretan 
rumah dan pepohonan di kanan kiri jalan. Pola lokasi desa pada 
umumnya menganut pola konsentris. Ada pusat desa atau dusun, 
yang menurut sejarahnya sebagai cikal bakalnya. Jenis-jenis pola lokasi 
desa yaitu pola melingkar, pola mendatar, pola konsentris, pola 
memanjang jalur sungai atau jalan dan pola mendatar. Adapun jenis-
jenis pola desa dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Sumber :Bintarto 1977 
Gambar 7.  Jenis-jenis Pola Lokasi Desa. 
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Asy’ari (1993), menyatakan bahwa berdasarkan pendekatan 
potensi dominan yang diolah dan dikembangkan serta telah menjadi 
sumber penghasilan sebagian besar masyarakat desa, maka tipe desa 
meliputi 8 tipe, yaitu: 
o Tipe desa nelayan 
o Tipe desa persawahan 
o Tipe desa perladangan 
o Tipe desa perkebunan 
o Tipe desa peternakan 
o Tipe desa kerajinan/industri kecil 
o Tipe desa industri sedang dan besar 
o Tipe desa jasa dan perdagangan 
Tipe desa menurut mata pencaharian masyarakatnya dibedakan 
atas : 
 Desa pertanian yaitu desa yang biasanya dilandasi oleh 
mayoritas pekerjaan dari penduduknya adalah pertanian 
tanaman budidaya. Desa ini bisa merupakan pertanian 
lahan sawah dan tegal dengan karakteristik masing-
masing. 
 Desa peternakan merupakan desa dimana penduduknya 
mempunyai mata pencaharian utama peternakan. Meski 
demikian kenyataannya saat ini tidak ada satupun desa 
yang memiliki homogenitas. Meski ada  mata 
pencaharian lain namun, peternakan tetap merupakan 
pencaharian utama. 
 Desa industri merupakan desa yang memproduksi 
kebutuhan dan alat perlengkapan hidup. 
Desa-desa di Indonesia tidak hanya desa pertanian saja. Di 
samping desa pertanian juga terdapat desa-desa jenis lainnya (Saparin, 
1977), yaitu: 
a. Desa tambangan merupakan desa dengan kegiatan 
penyeberangan orang dan barang dimana terdapat sungai besar; 
b. Desa nelayan merupakan desa dimana mata pencaharian 
warganya adalah perikanan laut; 
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c. Desa pelabuhan merupakan desa yang memiliki hubungan 
dengan mancanegara, antar pulau, pertahanan/strategi perang 
dan sebagainya;  
d. Desa perdikan merupakan desa yang dibebaskan dari pungutan 
pajak, karena diwajibkan memelihara sebuah makam raja-raja 
atau karena jasa-jasanya terhadap raja; 
e. Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, 
industri/kerajinan, pertambangan dan sebagainya; 
f. Desa-desa perintis yaitu desa yang terjadinya karena kegiatan 
transmigrasi; 
g. Desa pariwisata yaitu desa yang memiliki obyek pariwisata 
berupa peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, 
keindahan alam dan sebagainya. 
Dari beberapa jenis desa tersebut, setelah desa pertanian, desa 
nelayan adalah merupakan desa yang sangat penting dan sangat 
banyak jumlahnya di Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat 
Negara Indonesia adalah “negara kepulauan”. Arti penting desa 
nelayan dan penduduknya tidak hanya ditunjukkan lewat banyaknya 
jumlah, melainkan juga lewat kontribusi mereka terhadap kehidupan 
bangsa. 
  
2.  Peran dan Fungsi Desa 
Fungsi Desa adalah sebagai berikut : 
a) Dalam interaksi desa-kota, desa berfungsi sebagai daerah 
dukung (hinterland) atau daerah penyuplai bahan makanan 
pokok, seperti padi, jagung, ketela, kacang, kedelai, buah-
buahan, sayur-sayuran, dan daging hewan. 
b) Desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) 
dan tenaga kerja (man power) ditinjau dari sisi potensi ekonomi. 
c) Dari sisi kegiatan kerja (occupation), desa dapat berfungsi sebagai 
desa agraris, desa manufaktur, desa industri, dan desa nelayan. 
Kebanyakan desa di Indonesia berfungsi sebagai desa agraris. 
Meskipun demikian, beberapa desa sudah menunjukkan 
101 
 
perkembangan baru, yaitu munculnya industri-industri kecil yang 
disebut industri perdesaan (rural industries). 
Desa mempunyai peran pokok di bidang ekonomi karena 
menjadi daerah produksi pangan dan komoditas ekspor. Peran 
penting desa dalam produksi pangan berpengaruh terhadap 
ketahanan pangan nasional. Selain itu, peningkatan jumlah dan 
kualitas komoditas, seperti kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, cengkih, 
teh, dan karet juga penting untuk meningkatkan ekspor dan devisa 
negara. Penduduk desa nelayan banyak menghasilkan bahan pangan 
protein tinggi, seperti ikan dan udang. Mereka memenuhi kebutuhan 
ikan dan udang dalam negeri serta untuk komoditas ekspor. 
Peranan desa dalam pembangunan wilayah sangat penting 
karena banyak potensi yang dimilikinya. Pengembangan desa perlu 
mempertimbangkan potensi desa. Desa memiliki potensi fisik dan 
nonfisik. 
 
B. Pembangunan Perdesaan 
Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk 
aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam 
membangun diri, keluarga,  masyarakat dan lingkungan di wilayah 
desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, 
ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang 
dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap 
kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.  
Pembangunan pedesaan haruslah merupakan inner will, yaitu 
suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif 
masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan 
pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan 
kemampuan masyarakat itu sendiri (Tjokroamidjojo, 1983 dalam 
Qoroni, 2005). Dengan demikian,  pembangunan  perdesaan 
sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan 
pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber 
dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-
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organisasi/lembaga domestik maupun internasional untuk 
menciptakan perubahan-perubahan di desa kearah yang lebih baik.  
Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek 
penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, 
pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu :  
(1) Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang 
objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan 
manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, 
pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, 
pendidikan (hardware berupa sarana dan prasarana pendidikan, 
dan software berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan 
metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. 
Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut 
Pembangunan Desa.  
(2) Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu 
pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan 
peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat 
di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan 
dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, 
dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu 
masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat 
melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, 
ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek 
pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Tujuan pembangunan desa adalah sebagai berikut : 
 Menempatkan penduduk desa dalam kedudukan yang sama 
dengan penduduk kota. Artinya, tidak ada perbedaan status 
antara penduduk desa dengan penduduk kota. 
 Mengusahakan peningkatan kehidupan penduduk desa yang 
sejahtera atas dasar keadilan dan rasional. 
 Meningkatkan kreativitas penduduk desa dalam menghadapi 
masalah dan kesulitan hidup. 
Membangun perdesaan tidak cukup hanya pengembangan 
sosial-ekonomi, tetapi juga memperbaiki dan menjaga kelestarian 
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sumberdaya alam, serta perlu melacak pendekatan terobosan (keluar 
dari BAU/Business As Ussual). Dalam membangun desa, juga perlu 
melakukan kerjasama antar desa dengan pendekatan pembangunan 
kawasan, meliputi:  
1. Kesatuan Ekologis---memperhatikan keberlanjutan 
sumberdaya alam dan lingkungan  
2. Perluasan Skala Ekonomi Kegiatan---berhadapan dengan 
kawasan lain (titik tumbuh---mana penyedia bahan baku, 
penyangga), keterkaitan linkages antar kawasan  
3. Penguatan infrastruktur dan Kelembagaan Sosial---Posisi 
Tawar Masyarakat  
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 
2007, Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat 
(PKPBM) adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan 
atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, 
pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan 
penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. 
PKPBM terdiri dari tiga pilar kegiatan, yaitu:  
a. Penataan ruang partisipatif; meliputi : 
 Perencanaan tata ruang;  
 Pemanfaatan ruang; dan  
 Pengendalian pemanfaatan ruang.  
Penataan ruang partisipatif dilaksanakan dalam bentuk pola 
tata desa, revitalisasi yaitu penguatan fungsi ruang yang 
ada, diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang, dan 
dokumen tata ruang partisipatif disusun atau direvisi dalam 
Forum PKPBM Antar Desa. Dalam penataan ruang 
partisipatif, masyarakat desa berhak :  
o menyusun rencana detail tata ruang desa yang 
diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWK/K  
o mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata 
ruang di luar desa  
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o menikmati manfaat dari penataan ruang desa dan 
memperoleh kompensasi atas kerugian yang 
dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa. 
b. Penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan 
Terpadu Antar Desa; dan  
c. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan 
kemitraan.  
Setiap desa memiliki geographical setting dan human effort yang 
berbeda-beda. Ada desa yang memiliki sumberdaya menguntungkan 
tetapi semangat membangun, keterampilan dan pengetahuan 
masyarakatnya serba kurang, sehingga desa tersebut tak dapat maju. 
Sebaliknya ada desa yang memiliki sumberdayaserba terbatas, tetapi 
dapat maju ekonomisnya, berkat keterampilan dan pengetahuan yang 
dimiliki penduduknya sehingga mampu mengatasi berbagai hambatan 
alam di desanya. Secara umum, ada empat unsur geografis yang ikut 
menentukan persebaran/perkembangan suatu desa. Unsur-unsur 
geografis tersebut adalah sebagai berikut :  
1)  Lokasi 
Letak secara fisiografis mengenai jauh dekatnya dengan jalan 
raya, sungai, rawa, pegunungan, pantai, kota dan sebagainya, 
yang kesemuanya akan memberikan pengaruh terhadap 
ekonomi desa. 
2) Iklim 
Iklim desa bergantung terutama pada ketinggian letak desa 
secara topografis di atas permukaan laut, sehingga 
pengembangannya bisa berupa kawasan wisata, peristirahatan 
atau pertanian yang cocok dengan topografi tersebut. 
3)  Tanah 
Jenis tanah mempengaruhi keberhasilan mata pencaharian 
petani : tanah berkapur, berpasir, berlepung, bertanah liat dan 
sebagainya, memiliki ciri-ciri perekonomian tertentu yang dapat 
kita hubungkan dengan budidaya tanaman yang sesuai. 
4)  Letak Desa 
Letak desa terhadap daerah-daerah lain dengan kota ataupun 
dengan sesama desa, makin terpencil letak dan jarak dengan 
kota juga semakin jauh makin terbelakang desa itu, dari situ kita 
mengerti pentingnya peranan sarana transportasi dan 
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komunikasi sebagai faktor-faktor pendorong kemajuan 
ekonomi maupun pendidikan suatu desa. 
Cara yang digunakan di Indonesia dalam membangun desa, 
adalah meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa 
swasembada (maju) melalui desa swakarsa (transisi), diadakan 
peningkatan kegiatan sosial ekonomi serta membangun prasarananya 
yang diperlukan, sehingga pendapatan perkapita bertambah. Indikator 
dalam menilai, tipologi desa tadi (swadaya, swakarsa, swasembada) 
adalah: alam, manusia, letak desa, mata pencaharian, produksi, adat, 
kelembagaan, pendidikan, swadaya, gotong royong, prasarana dan 
administrasi. 
Kebutuhan pokok manusia pada umumnya dan manusia di 
perdesaan pada khususnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 
kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat 
rumah tangga yang dapat dinyatakan memenuhi persyaratan untuk 
hidup seperti pangan, sandang dan papan. Kedua, yang meliputi 
kebutuhan berupa sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat 
dalam makna luas, seperti: air minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi 
lingkungan, dan angkutan umum (Daldjoeni, 1998). 
Program Pembangunan infrastruktur perdesaan adalah 
merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, bentuk desa yang ada 
sangat mempengaruhi usulan kegiatan infrastruktur perdesaan. 
Bentuk-bentuk desa yang ada seperti desa memusat pegunungan, 
memusat fasilitas, bentuk desa linear ataupun desa tepi pantai sangat 
memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tentunya berpengaruh 
terhadap bentuk dan jenis kebutuhan pembangunan infrastruktur 
perdesaan.  
Pertimbangan bentuk desa dalam penentuan jenis infrastruktur 
yang dibutuhkan masyarakat desa menjadi  penting sehingga tersedia 
infrastruktur lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara 
langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang 
dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan keterampilan 
(human investment) didalam penyelenggaraan prasarana lokal. 
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C. Peluang dan Tantangan Pembangunan Perdesaan 
 Masyarakat desa merupakan masyarakat yang mandiri. Mereka 
memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta 
membangun sarana dan prasarana di desa. Sehingga denyut nadi 
kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan walaupun 
tanpa bantuan pemerintah. Namun demikian tanpa perhatian dan 
bantuan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah, proses 
pembangunan di desa berjalan lamban dan cenderung terbelakang 
(Nahi, 2011). 
Dalam pembangunan perdesaan, dengan masyarakatnya yang 
mandiri, masyarakat desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan 
atau berperan sebagai pelaku pembangunan. Sudah semestinya 
masyarakat sebagai pelaku pembangunan mengambil posisi untuk 
berperan secara aktif dalam proses pembangunan. Peran aktif 
masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatan atau 
pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, apakah pada tahap 
pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan atau pada semua 
tahap proses pembangunan tersebut. Di masa mendatang pola 
pembangunan yang mengedepankan peran masyarakat lebih didorong 
untuk menjadi ujung tombak dalam pembangunan desa. Pola bottom-
up planning menjadi salah satu alternatif perencanaan pembangunan 
perdesaan. Pemerintah menempatkan diri sebagai motivator dan 
fasilitator aktif untuk membangun daerahnya seraya pemerintah 
menyiapkan bantuan prasarana, sarana dan dana yang dibutuhkan. 
Pemerintah juga dapat melemparkan ide-ide pembangunan desa 
kepada masyarakat. Namun dalam tahap berikutnya masyarakat 
dilibatkan dalam menentukan keputusan mengenai apa yang akan 
dibangun, membuat dan menyusun rencana pembangunan, 
pelaksanaan pembangunan sampai pada pemeliharaan hasil 
pembangunan.  
Berkaitan dengan peran masyarakat sebagai subjek 
pembangunan, maka dituntut kapasitas dan kualitas manusia itu 
sendiri. Salah satu peran masyarakat sebagai subjek pembangunan di 
daerah pedesaan adalah kemampuan menciptakan atau daya cipta. 
Maksudnya adalah adanya lembaga dan kebijaksanaan yang 
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diperlukan untuk mencapai perkembangan daya cipta dalam 
pembangunan masyarakat.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk lebih menggerakkan 
dan memacu pembangunan desa secara lebih berdaya guna dan 
berhasil guna, maka yang pertama dan utama perlu dibangun adalah 
manusia sebagai pelaku dan calon pelaku pembangunan itu sendiri.  
Desa sebagai suatu komunitas masyarakat, memiliki potensi 
fisik dan nonfisik. Potensi fisik yang dimiliki desa antara lain : 
a. Lahan 
Lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga 
sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki 
jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman 
tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, 
jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman 
jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi 
bahan tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu 
marmer, dan sebagainya. 
b) Air 
Pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan 
melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, 
pemompaan, atau mata air. Air digunakan penduduk desa 
untuk keperluan minum, irigasi, mencuci, memasak, dan 
keperluan lain. Secara kuantitas dan kualitas, air di perdesaan 
dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan air 
penduduknya. 
c) Iklim 
Iklim memegang peranan penting bagi pertanian desa. Iklim 
dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Pada ketinggian tertentu, 
suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi 
pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti 
perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan. 
d) Flora dan Fauna 
Di desa masih banyak lahan yang dapat dikembangkan untuk 
usaha di bidang pertanian. Berbagai jenis tanaman pangan dan 
hewan ternak banyak dibudidayakan di daerah perdesaan. Hal 
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itu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pangan di daerah 
perdesaan maupun di perkotaan. 
Selain potensi fisik, desa juga memiliki potensi nonfisik. Potensi 
nonfisik desa antara lain sebagai berikut. 
a) Penduduk Desa 
Penduduk atau masyarakat desa merupakan kelompok sosial 
dengan hubungan yang erat dengan solidaritas tinggi. Hal itu 
merupakan kekuatan dalam membangun wilayah perdesaan. 
b) Lembaga atau organisasi sosial  
merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu 
masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya: 
Koperasi Unit Desa (KUD), Balai Kesehatan Ibu dan Anak 
(BKIA), dan lain sebagainya. 
c) Aparatur dan Pamong Desa 
Aparat desa bertugas menjaga kelancaran administrasi desa dan 
menggerakkan sumber daya manusia di desa. Contoh: kepala 
desa, kepala dusun, kepala adat, dan lain-lain. 
Potensi yang dimiliki oleh setiap desa sesungguhnya berbeda. 
Mengapa demikian? Karena ada perbedaan lingkungan geografis dan 
keadaan penduduknya. Selain itu, luas lahan, jenis tanah, dan tingkat 
kesuburan juga tidak sama. Sumber air dan tata air yang berlainan 
menyebabkan corak kehidupannya juga berbeda.  
Kemajuan suatu desa, ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 
a. Potensi Desa 
Potensi desa mencakup sumber daya alam dan sumber daya 
manusia. Penduduk desa dan pamong (aparatur) desa 
merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan 
kemajuan desa. 
b. Interaksi dengan Daerah Lain 
Interaksi dapat terjadi antara desa dengan desa, serta desa 
dengan kota. Perkembangan komunikasi dan transportasi 
memudahkan interaksi desa dengan daerah lain sehingga desa 
semakin maju. 
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c. Lokasi Desa 
Lokasi desa berkaitan dengan letak desa terhadap daerah di 
sekitarnya. Desa akan lebih berkembang apabila lokasinya 
berdekatan dengan daerah yang lebih maju. 
d. Infrastruktur  
Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, seperti 
transportasi dan komunikasi menyebabkan perdesaan semakin 
maju. Pembangunan jalan dan jumlah kendaraan bermotor 
yang semakin banyak di perdesaan telah meningkatkan interaksi 
desa kota. Perkembangan jaringan telepon serta jangkauan 
siaran radio dan televisi di desa telah meningkatkan komunikasi 
antara penduduk desa dan penduduk kota. Penggunaan 
kompor gas dan mesin cuci banyak membantu para ibu di desa 
untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Dengan 
demikian, terjadi perubahan kehidupan penduduk desa akibat 
pengaruh modernisasi. 
Beberapa kendala yang berkaitan dengan pembangunan wilayah 
pedesaan, antara lain adalah sebagai berikut :  
(1) Kurangnya sarana dan prasarana di perdesaan;  
(2) Banyaknya pengangguran;  
(3) Kualitas gizi penduduk desa yang rendah;  
(4) Aparatur desa yang belum berfungsi  dengan baik;  
(5) Lokasi desa yang terisolisasi dan terpencar satu sama lain;  
(6) Keterampilan penduduk yang rendah;  
(7) Tingkat pendidikan yang rendah; dan  
(8) Tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan luas 
wilayah pertanian. 
Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha 
yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk 
mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. 
Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena 
masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa 
kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan 
adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu 
melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki 
dan masalah utama yang sedang dihadapi.  
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Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah 
yang seringkali ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian 
dan segera diantipasi, diantaranya: 
i. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan 
profesional; 
ii. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang 
memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri 
(internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); 
iii. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang 
mampu berperan secara efektif; 
iv. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; 
v. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih 
kritis dan rasional. 
Beberapa masalah pokok di atas perlu dibenahi terlebih 
dahulu sebelum masyarakat desa menggunakan sumber daya 
pembangunan yang ada. Dengan demikian maka penyelesaian 
terhadap kelima masalah krusial diatas merupakan prasyarat bagi 
pembangunan desa yang baik. 
Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan 
wilayah pedesaan saat ini, secara umum kita dihadapkan pada banyak 
tantangan yang sangat berbeda sifatnya dibandingkan pada masa-
masa yang lalu. Tantangan-tantangan tersebut terdiri dari : 
 Berkaitan dengan kondisi eksternal seperti perkembangan 
internasional yang berhubungan dengan liberalisasi arus 
investasi dan perdagangan global. 
 Tantangan yang bersifat internal, yaitu yang berkaitan dengan 
perubahan kondisi makro maupun mikro dalam negeri. 
Tantangan internal disini dapat meliputi transformasi struktur 
ekonomi, masalah migrasi spasial dan sektoral, ketahanan 
pangan, masalah ketersediaan lahan pertanian, masalah 
investasi dan permodalan, masalah ilmu pengetahuan dan 
teknologi, sumber daya manusia, lingkungan dan masih banyak 
lagi. 
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BAB V 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
WILAYAH PERDESAAN 
A. Pengertian Perencanaan Pembangunan 
Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal 
dalam suatu proses pembangunan. Dalam tahap awal ini, perencanaan 
pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi 
pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan). Karena itu 
perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat 
dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).  
Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya 
merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya 
akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik 
pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan 
dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang 
dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental. 
Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas 
meja, tanpa melihat kondisi realitas dilapangan. Data yang ada di 
lapangan sebagai data primer merupakan bagian penting yang harus 
ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan 
pembangunan.  
Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan 
sebagai suatu proses perumusan alternatif - alternatif atau keputusan - 
keputusan yang didasarkan pada data - data dan fakta – fakta yang 
akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian 
kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) 
maupun nonfisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan 
yang lebih baik (Bratakusumah, 2004). Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan, 
pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan 
menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas 
masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah 
tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai 
sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat 
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menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala 
prioritas.  
Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha 
untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang 
bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan 
perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang 
lain.  
Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang 
dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara 
sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-
rencana sasaran. Perencanaan pembangunan adalah administrasi 
pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan tersebut. 
Dari definisi perencanaan pembangunan diatas kita dapat 
melihat gambaran tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan, 
pembangunan dan proses yang ada didalamnya, dalam hubungannya 
dengan daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk 
konsep perencanaan pembangunan daerah dapat dinyatakan bahwa 
perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan, 
pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan 
menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas 
masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah 
tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai 
sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat 
menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala 
prioritas (Bratakusumah, 2004).  
Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan meliputi 
perencanaan komunitas menyangkut suatu area/wilayah (daerah) dan 
pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah tersebut.tetapi 
keterbatasan sumber daya yang dimiliki tidak memungkinkan 
pembangunan langsung menyentuh dan mengatasi seluruh 
permasalahan pembangunan serta tuntutan secara sekaligus. Dalam 
hal ini penentuan prioritas perlu dilakukan, di dalam prakteknya 
dilakukan melalui proses perencanaan. 
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Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat diartikan bahwa 
Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah suatu proses 
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 
unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 
tertentu. Perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan 
hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus 
memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber 
daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta 
sumber-sumber daya yang lainnya (Jenssen,1998). Dalam konteks ini 
ia menyebutnya dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan kata 
lain pembangunan yang berbasis potensi.  
Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan :  
a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai 
perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic 
growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi 
yang positif. 
b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan 
pendapatan per kapita.  
c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini 
seringkali disebut sebagaiusaha diversifikasi ekonomi.  
d. Usaha perluasan kesempatan kerja.  
e. Usaha pemerataan pembangunan yang sering disebut sebagai 
distributive justice. 
f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang 
lebih menunjang pada kegiatan – kegiatan pembangunan. 
g. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi. 
Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-
unsur pokok sebagai berikut : 
a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana 
pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh 
rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur 
pokok perencanaan pembangunan lainnya. 
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b. Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka rencana 
makro ini dihubungkan berbagai  variabel – variable 
pembangunan serta implikasi hubungan tersebut. 
c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-
sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber 
pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang 
strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama. 
d. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten 
seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, 
moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai 
kebijaksanaan itu perlu dirumuskan dan kemudian 
dilaksanakan. 
Untuk meratakan pembangunan harus digunakan cara 
perwilayahan atau regionalisasi, yaitu pembagian wilayah nasional 
dalam satuan wilayah geografi, sehingga setiap bagian mempunyai 
sifat tertentu yang khas (dapat juga menurut satuan daerah 
administrasi). Untuk pemerataan pembangunan diperlukan pula 
desentralisasi, yaitu di samping kebijaksanaan yang diputuskan oleh 
pemerintah nasional ada juga kebijaksanaan yang diputuskan oleh 
pemerintah regional dan lokal. Merujuk pada Gitlin (Jayadinata, 
1999), keuntungan desentralisasi dalam pembangunan adalah:  
(1)  Meningkatnya perkembangan desa secara umum, khususnya 
produksi pertanian yang merupakan dasar bagi pertumbuhan 
selanjutnya;  
(2)  Berkurangnya gangguan sosial dan gangguan budaya; dan  
(3)  Meratanya pembagian hasil pembangunan. 
Perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu 
proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu 
wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia 
dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan 
untuk mencapai keadaan yang lebih baik. 
Perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi 
beberapa tingkatan, yakni: “rencana” yang terkait dengan ekonomi 
sebagai suatu keseluruhan dibagi dalam sektor-sektor utama 
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(perencanaan sektoral) dan dapat terjadi dalam wilayah-wilayah 
(perencanaan regional); dan “program” yang terkait dengan 
penentuan secara lebih detail yaitu berupa tujuan-tujuan khusus yang 
harus dicapai dalam berbagai sektor atau wilayah; dan “proyek” 
merupakan komponen – komponen individual yang dapat bersama-
sama menjadikan suatu program. 
Sehubungan dengan perumusan strategi pembangunan 
tersebut, maka perdebatan utama yang muncul, khususnya pada saat-
saat awal perencanaan pembangunan berkisar pada persoalan apakah 
prioritas diberikan untuk pengembangan pertanian atau 
pengembangan industri. Untuk negara-negara yang bergantung pada 
pertanian tradisional yang dengan produktivitasnya rendah, haruskah 
prioritas diberikan untuk mengembangkan sektor industri modern 
yang efisien agar ekonominya menjadi dinamis dan bekenaan; atau 
haruskah pertanian diubah dahulu dan setelah berubah akan dapat 
menunjang proses industrialisasi.  
Dilihat dari tingkat-tingkat pengembangan antara daerah di 
pedalaman (perdesaan) serta di daerah perkotaan antar kawasan 
dalam suatu negara, terdapat beberapa ketidakseimbangan atau 
banyak terjadi ketimpangan. Banyak perencanaan yang pada mulanya 
tidak bersifat keruangan dan tidak memperhitungkan lokasi 
pengembangan yang menjadi sasaran proyek. Tanpa pengendalian 
atau kepedulian pada aspek-aspek keruangan, proyek-proyek baru 
cenderung terletak di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang paling 
menarik dan banyak menguntungkan. Keadaan ini akan 
meningkatkan atau mengintensifkan pola inti-pinggiran (coreperiphery), 
dalam suatu negara, sehingga keuntungan pembangunan cenderung 
terpusat pada suatu “wilayah“ dari pada menyebar. Adapun wilayah 
yang dimaksudkan disini adalah perdesaan dan perkotaan yang 
merupakan bagian dari wilayah karena wilayah terjadi atas perdesaan 
dan kota (Jayadinata, 1992).  
Wilayah perdesaan (rural region) dan perkotaan (urban region) 
masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Wilayah perdesaan sebagai 
suatu kawasan pedesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan 
pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-
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kota (Urban-rural linkages), dan menyeluruh hubungan yang bersifat 
interpendensi/timbal balik yang dinamis.  
Untuk memperkecil kesenjangan antara perdesaan dan 
perkotaan, maka konsep perencanaan pembangunan perdesaan yang 
cocok adalah pengembangan kawasan agropolitan. Program 
pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu upaya 
dalam rangka merealisasikan pembangunan ekonomi berbasis 
pertanian dengan pendekatan pengembangan social dan usaha 
agribisnis. Adapun kedudukan agropolitan dalam keterkaitan antara 
kota dan desa dapat dilihat pada gambar berikut. 
Gambar 8. Kedudukan Agropolitan dalam Keterkaitan Kota-Desa 
Berdasarkan gambar tersebut di atas, terlihat bahwa konsep 
Agropolitan dengan menggunakan prinsip desentralisasi dan 
mengikutsertakan sebagian besar penduduk wilayah, yaitu penduduk 
perdesaan yang bertani dalam pembangunan. Sesuai konsep ini, 
perdesaan yang tadinya tertutup, diusahakan supaya lebih terbuka. 
Misalnya dengan menyebarkan berbagai industri kecil di wilayah 
pedesaan dan pengembangan rekreasi, diharapkan terbentuk kota-
kota di wilayah pertanian (agropolis). Produk yang dihasilkan oleh 
industri-industri kecil tersebut akan dipasarkan di perkotaan. 
Akibatnya penduduk perdesaan dapat meningkatkan pendapatannya 
serta mendapatkan sarana sosial ekonomi dalam jangkauannya, dan 
dengan demikian perpindahan ke kota atau laju urbanisasi dapat 
dikendalikan, karena di perdesaan telah memiliki sarana dan prasarana 
yang cukup dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakatnya. 
117 
 
B. Proses Perencanaan Sebagai Suatu Sistem 
Asal kata sistem berasal dari bahasa Latin systema  dan bahasa 
Yunani sustema. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri 
komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 
memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai 
suatu tujuan.  Atau dapat juga dikatakan bahwa Pengertian Sistem 
adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling 
mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai 
suatu tujuan.  
Jadi, secara umum Sistem adalah perangkat unsur yang teratur 
saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Pengertian lain 
dari Sistem adalah susunan dari pandangan, teori, asas dan 
sebagainya. Adapun pengertian-pengertian sistem yang dikemukakan 
oleh para ahli adalah sebagai berikut : 
 Pengertian sistem menurut Davis, G.B: sistem secara fisik 
adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi 
bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran. 
 Pengertian sistem menurut Harijono Djojodihardjo: suatu 
sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan 
fungsional antara tiap-tiap objek dan hubungan antara ciri 
tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan suatu 
kesatuan secara fungsional. 
 Pengertian sistem menurut Lani Sidharta: sistem adalah 
himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang 
secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. 
 Pengertian sistem menurut Murdick, R.G :  suatu sistem 
adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau 
procedure-prosedure/bagan-bagan pengolahan yang mencari 
suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan 
mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan 
tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi 
dan/atau barang.  
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 Pengertian sistem menurut Jerry Futz Gerald : sistem adalah 
suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang 
tertentu. 
 Pengertian sistem menurut Indrajit: mengemukakan bahwa 
sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari 
komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara 
satu dengan lainnya. 
 Pengertian sistem menurut Jogianto : mengemukakan bahwa 
sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini 
menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang 
nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan 
orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. 
Berdasarkan pengertian-pengertian tentang sistem yang telah 
dikemukakan di atas, Perencanaan merupakan suatu sistem yang 
didalamnya terdapat unsur-unsur atau komponen-komponen yang 
kompleks, dimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi 
dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 
Perencanaan pembangunan secara berkeadilan dan demokratis 
yang dilakoni secara bertahap dan berkesinambungan dalam upaya 
pencapaian tujuan, hadirkan pemerintahan negara dalam bentuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia diperlukan 
adanya sistem perencanaan pembangunan nasional yang diharapkan 
dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan contoh sistem sosial, 
ekonomi, infrastruktur serta sistem lainnya sebagai satu kesatuan tata 
cara perencanaan.  
Salah satu contoh keterkaitan antar komponen dalam 
perencanaan adalah sistem infrastruktur yang merupakan pendukung 
utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat.  
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Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas 
atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi 
yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial 
dan sistem ekonomi masyarakat Infrastruktur merujuk pada sistem 
fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-
bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan 
ekonomi. 
Infrastruktur dapat juga didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas 
fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik 
untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, 
pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar 
untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial (kodoatie, 
2003). Oleh American Public Works Association (APWA), infrastruktur 
dikelompokan menjadi 13 kategori (Stone, 1974) yaitu : 
1. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air 
2. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, 
pengolahan, pembuangan, daur ulang 
3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat) 
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi 
5. Fasilitas lintas air dan navigasi 
6. Fasilitas transportasi : jalam, rel, Bandar udara. 
Termasuk didalamnya adalah tanda-tanda lalu lintas 
fasilitas pengontrol 
7. Sistem transit public 
8. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi 
9. Fasilitas Gas alam 
10. Gedung Publik : Sekolah, rumah sakit 
11. Fasilitas perumahan public 
 
120 
 
12. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain, 
termasuk stadion 
13. Komunikasi 
Dalam pelaksanaannya perencanaan infrastruktur pedesaan 
harus memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya 
yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, 
lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas 
(Bratakusumah,2004). Dengan demikian Perencanaan pembangunan 
infrastruktur pedesaan harus memperhatikan hal-hal yang bersifat 
kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan 
sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, 
sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya 
(Jenssen,1998). 
 
C. Proses Perencanaan Wilayah Perdesaan 
Dalam proses perencanaan wilayah perdesaan, salah satu hal 
yang menjadi fokus perencanaan adalah tata ruang kawasan 
perdesaan. Perencanaan tata ruang kawasan perdesaan  secara 
sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan 
pemanfaatan potensi dan ruang perdesaan serta pengembangan 
infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan 
kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan.  
Kedudukan dan jenis rencana tata ruang kawasan perdesaan 
sebagai berikut:  
1. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi 
kawasan lindung dan kawasan budidaya;  
2. Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi 
ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah 
Kabupaten/Kotamadya, dan wilayah Perdesaan;  
3. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek 
kegiatan meliputi Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, 
dan Kawasan Tertentu;  
4. Penataan ruang Kawasan Perdesaan diselenggarakan sebagai 
bagian dari penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;  
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5. Penataan ruang Kawasan Perdesaan meliputi proses 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang kawasan perdesaan;  
6. Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan dilakukan 
melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan 
Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
7. Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan perlu dibedakan 
dalam tiga jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang 
berbeda :  
a. Rencana struktur, adalah kebijakan yang menggambarkan 
arahan tata ruang untuk kawasan perdesaan dalam jangka 
waktu sesuai dengan rencana tata ruang;  
b. Rencana umum, adalah kebijakan yang menetapkan 
lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan 
dibudidayakan serta diprioritaskan pengembangannya 
dalam jangka waktu perencanaan;  
c. Rencana rinci, terdiri atas:  
• Rencana detail, merupakan pengaturan yang 
memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok 
penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian 
pemanfaatan ruang dengan manajemen 
pengembangan wilayah produksi.  
• Rencana teknik, merupakan pengaturan geometris 
pemanfaatan ruang yang menggambarkan 
keterkaitan antara satu kawasan pengembangan 
dengan kawasan lainnya, serta keterkaitannya 
dengan utilitas sarana dan prasarana lainnya.  
Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanahkan bahwa proses 
pembangunan di daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan 
nasional. Oleh karena itu baik mekanisme, penganggaran dan 
substansinya harus mencerminkan keterkaitan antara pusat dan 
daerah. Proses perencanaan pembangunan di daerah melalui proses 
musyawarah, dimana didalamnya diperlukan adanya partisipasi 
masyarakat. Terdapat beberapa pengertian dasar mengenai proses 
partisipasi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a.  Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan 
yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang 
mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, 
kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu 
maupun komunal. 
b.  Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, 
keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu 
kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan 
program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat 
tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang 
dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa 
keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan. 
c.  Partisipasi merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari 
masa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, yaitu: 
1)  Dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan 
tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-
sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 
2)  Dalam pelaksanaan program-program dan proyek-proyek 
secara sukarela. 
3)  Dalam pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau 
proyek (sesuai dengan azas pembangunan yaitu pembagian 
yang merata atas hasil pembangunan). 
Slamet (2003) menegaskan bahwa usaha pembangunan 
pedesaan melalui proses perencanaan partisipasi perlu didekati 
dengan berbagai cara yaitu :  
(1)  Penggalian potensi-potensi dapat dibangun oleh masyarakat 
setempat,  
(2)  Pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, 
pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu 
oleh masyarakat pedesaan,  
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(3)  Pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang 
melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk 
mencapai tujuan pembangunan,  
(4) Pembinaan organisasi pembina/pendukung, yang 
menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh 
individu-individu warga masyarakat pedesaan dengan lembaga 
lain atau dengan tingkat yang lebih tinggi (kota, kecamatan, 
kabupaten, propinsi, nasional),  
(5)  Pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, 
biaya kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang 
serasi untuk pembangunan. 
Proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi 
masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam 
proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan (Cahyono ,2006), antara lain :  
(1)  Perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan 
dimasyarakat,  
(2)  Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari 
segi teknik, ekonomi dan sosialnya,  
(3)  Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok 
dalam masyarakat,  
(4)  Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program,  
(5)  Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada,  
(6)  Program hendaknya memuat program jangka pendek dan 
jangka panjang,  
(7)  Memberi kemudahan untuk evaluasi,  
(8)  Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat 
dan tenaga (KUWAT) yang tersedia. 
Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 
adalah :  
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 Jenis Kelamin. 
Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan dan wanita 
akan berbeda dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh 
adanya sistem pelapisan social yang terbentuk dalam 
masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara 
pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini akan 
menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara 
pria dan wanita. Meskipun dewasa ini kesetaraan antara pria 
dan wanita sudah mulai berkembang dalam kehidupan 
masyarakat, tetapi di perdesaan hal ini belum bisa berjalan 
sebagaimana yang kita harapkan. Dalam sistem pelapisan atas 
dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak 
istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian 
maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut 
dalam partisipasi  
 Usia. 
Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi 
masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan 
dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan 
golongan tua dan golongan muda yang berbeda dalam hal-hal 
tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil 
keputusan. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih 
berpengalaman atau senior akan lebih banyak memberikan 
pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan. 
 Tingkat pendidikan 
Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui 
pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah 
berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap 
inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan 
antara tingkat pendidikan dan peran serta. Salah satu 
karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah 
tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha peran 
serta yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah 
satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah 
tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang 
pendidikannya tentu mempunyai pengetahuan yang luas 
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tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi 
yang dapat diberikan. 
 Tingkat pendapatan 
Tingkat pendapatan juga mempengaruhi tingkat partisipasi 
masyarakat, penduduk yang lebih kaya biasanya membayar 
pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. 
Sementara penduduk yang berpenghasilan paspasan akan 
cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Dalam proyek-
proyek pembangunan penduduk yang lebih berada kebanyakan 
membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kegiatan 
fisik sendiri. Sementara penduduk miskin melakukan banyak 
pekerjaan namun tidak member kontribusi uang. Besarnya 
tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi. 
 Mata pencaharian 
Mata pencaharian akan berkaitan dengan tingkat penghasilan 
seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata 
pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan 
berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat 
dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri 
pertemuan, kerja bakti, diskusi dan lain sebagainya. Faktor jenis 
mata pencaharian/pekerjaan berpengaruh pada peran serta 
karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan 
mobilitas individu. 
Ada beberapa tipe-tipe peran serta masyarakat yang ada 
dimasyarakat terutama sekali untuk menggolongkan kesediaan 
masyarakat didalam pembangunan pada pemerintah yang demokratis. 
Karena peran serta tidak dapat terwujud dengan sebenar-benarnya 
tanpa adanya dukungan pemerintah sebegitu juga sebaliknya tanpa 
ada dukungan rakyat, pemerintah demokrasi didalam pembangunan 
partisipatif tidak dapat terwujud. Beberapa tipe peran serta 
masyarakat menurut Duseldorp (Slamet, 1993), dapat diklasifikan 
sebagai berikut: 
a.  Tipe berdasarkan derajat kesukarelaan; berdasarkan bentuk 
derajat kesukarelaan, tipe ini mempunyai dua bentuk :  
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1)  Bentuk bebas : bentuk peran serta bebas ini terjadi apabila 
seseorang melibatkan dirinya dalam suatu kegiatan 
partisipatif dilakukannya dengan ketulusan dan keiklasan 
(secara sukarela). Pada peran serta ini dapat dilakukan 
secara spontan ini seseorang melakukannya berdasarkan 
keyakinan dan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain baik 
melalui ajakan ataupun penyuluhan maupun desakan 
lembaga lain. Sedangkan peran serta yang dilakukan karena 
terbujuk adalah karena seseorang individu mulai berperan 
setelah diyakinkan melalui program penyuluhan ataupun 
pengaruh dari pihak lain. 
2)  Bentuk terpaksa : bentuk peran serta ini terjadi karena 
terpaksa baik oleh hukum maupun oleh karena keadaan 
sosial ekonomi. Kegiatan peran serta terpaksa ini dilakukan 
karena adanya peraturan perundangan yang memaksanya 
dalam suatu kegiatan. 
b. Tipe berdasarkan pada cara keterlibatan; pada tipe ini 
dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 
1)  Peran serta secara langsung: terjadi apabila seseorang 
menampilkan kegiatan tertentu didalam proses peran serta, 
misalnya: menyumbangkan tenaga, diskusi, mengambil 
peran dalam pertemuan dan lain-lain. 
2)  Peran serta tidak langsung: apabila seseorang menyerahkan 
haknya kepada orang lain untuk mewakilinya didalam 
seuatu kegiatan partisipasi misalnya pengambilan 
keputusan pada dewan/senat, DPR, MPR dewan-dewan 
koperasi dan lain sebagainya. 
c.  Tipe berdasarkan keterlibatan dalam berbagai tahap pada 
proses pembangunan; di dalam tipe terdapat beberapa langkah 
perwujudannya 6 (enam) langkah yaitu: (1) perumusan 
persetujuan, (2) penelitian, (3) persiapan rencana, (4) 
penerimaan rencana, (5) pelaksanaan dan (6) evaluasi. Peran 
serta pada tipe ini dibedakan atas :  
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 1) Peran serta lengkap dimana seseorang baik secara langsung 
maupun tidak langsung terlibat secara penuh didalam 
proses tersebut.  
 2) Peran serta sebagian, bila dikatakan keterlibatan seseorang 
secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat secara 
lengkap pada proses tahapan-tahapan tersebut. 
d. Tipe brdasarkan pada tingkatan organisasi; tipe ini dibedakan 
berdasarkan :  
 1) Peran serta yang terorganisasi, dapat dilihat dari 
strukturnya dan mempunyai seperangkat tata kerja yang 
dilaksanakan maupun dalam proses persiapannya. 
 2) Sedangkan peran serta yang tidak terorganisasi lebih 
tercermin pada kegiatan temporer saja, tetapi akan menjadi 
peran serta yang terorganisir apabila kegiatannya berulang-
ulang sehingga diperlukan adanya pengorganisasian. 
e.  Tipe berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan; 
berdasarkan intensitas kegiatan, peran serta akan menjadi 
intensif bila diperlukan aktivitas dan interval waktu yang 
diperlukan menjadi panjang. 
f.  Tipe berdasarkan pada lengkap kegiatan; berdasarkan peran 
serta pada tipe terbagi menjadi dua macam :  
 1) Peran serta terbatas yaitu apabila seluruh kekuatan-
kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat 
diawasi oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang 
membutuhkan peran serta anggota pada komunitas 
tersebut.  
 2) Peran serta terbatas, yang terjadi bila hanya sebagian 
kegiatan sosial, politik, administrasi dan lingkungan fisik 
yang dapat di pengaruhi melalui kegiatan partisipatif. 
g. Tipe berdasarkan pada efektivitas; pada tipe ini tingkat 
efektivitas menjadikan ukuran tingkat peran serta pada suatu 
kegiatan. Dapat dibedakan atas : 
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 1) Peran serta efektif bila kegiatan-kegiatan partisipatif telah 
menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang 
mengusahakan aktivitas peran serta.  
 2) Peran serta tidak efektif bila terjadi sebagian besar ataupun 
tidak satupun dari tujuan aktivitas partisipatif dari kegiatan 
yang dicanangkan tidak terwujud (kurang maksimal 
keberhasilan dari rencana yang telah dicanangkan atau 
dirembukkan). 
h. Tipe berdasarkan kepada siapa yang terlibat; berdasarkan tipe 
ini, jelas sekali siapa-siapa yang terlibat didalam peran serta 
pada suatu kegiatan. Hal ini dapat dibedakan antara lain :  
 •  Anggota masyarakat setempat 
•  Pegawai pemerintah 
•  Orang-orang luar 
•  Wakil-wakil masyarakat terpilih 
i.  Tipe berdasarkan gaya peran serta; pada tipe ini lebih 
ditekankan pada pengorganisasian masyarakat, pada peran serta 
ini dibedakan menjadi tiga model, yaitu : 
 1)  Pembangunan lokalitas : lebih memiliki maksud melibatkan 
orang-orang mereka sendiri didalam pembangunan dan 
dengan ini akan lebih menumbuhkan energi sosial serta 
dapat mengarahkan pada kegiatan yang menolong diri 
sendiri. 
 2) Perencanaan social : melibatkan peran serta masyarakat 
yang memiliki tujuan utama untuk mencocokkan 
kebutuhan yang dirasakan sehingga mereka didalam 
membuat program akan lebih selektif sesuai dengan 
kemampuan dan potensi mereka sendiri. 
 3) Aksi Sosial : memiliki tujuan utama untuk memudahkan 
hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-
sumber (sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber 
daya modal dan teknologi). 
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Bentuk peran serta masyarakat sebenarnya sudah terbentuk 
sejak berjalan suatu proses, mulai proses perencanaan, pelaksanaan, 
pemanfaatan dan evaluasi dari suatu pembangunan dan kemudian 
dilanjutkan lagi sampai pada pemeliharaan untuk tetap berkelanjutan 
sehingga pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat tidak 
akan berhenti hanya pada titik pemanfaatan saja tetapi berputar terus 
tanpa ujung.  
Dasar Pelaksanaan Musrenbang adalah Surat Bersama Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas dan Menteri 
Dalam Negari Nomor 0259/M.PPN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 
Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005. 
Musrenbang dilaksanakan secara bertingkat dari tingkat Desa, 
Kecamatan, SKPD dan Kabupaten. Adapun tujuannya adalah : 
1.  Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat 
yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat 
dibawahnya. 
2.  Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui 
alokasi dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun 
sumber pendanaan lainnya. 
3.  Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk 
dibahas pada Musrenbang Kecamatan. 
Sedangkan keluaran yang dihasilkan adalah : 
1.  Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh 
Desa/Kelurahan yang bersangkutan;  
2.  Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana 
Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya. 
3.  Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan 
untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Propinsi. 
4.  Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil 
Musrenbang desa/Kelurahan pada forum Musrenbang 
Kecamatan. 
Peserta yang ikut dalam pelaksanaan Musrembang adalah 
komponen Masyarakat (Individu/Kelompok) yang berada di 
desa/Kelurahan seperti: Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua Adat, Kelompok 
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perempuan, Kelompok Pemuda, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, 
Kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain. 
Kegiatan perencanaan tingkat daerah harus diarahkan 
berdasarkan isu yang dianggap relevan bagi pembangunan. Dimulai 
dengan perumusan visi dan tujuan umum pembangunan jangka 
panjang berdasarkan masukan dari kelompok stakeholder terkait, 
sehingga visi misi menjadi milik bersama dan acuan untuk semua 
pelaku pembangunan di daerah.  
Pemahaman terhadap proses perencanaan partisipasi penting 
untuk mendorong pemerintahan daerah agar memiliki kesepahaman 
tentang mekanisme dan formulasi proses Musrenbang. Meskipun 
“Event Musrenbang” bukan merupakan barang baru bagi semua 
pihak di tingkat Kabupaten, namun kenyataannya menunjukan bahwa 
sampai saat ini hanya 1 – 5 % saja usulan dari bawah (hasil 
Musranbeng Desa dan Kecamatan) yang tertuang dan diakomodir 
dalam APBD. Untuk itu penyegaran tentang Proses Musrenbang 
partisipatif yang efektif perlu dilaksanakan sebelum pra-Musrenbang 
dimulai. Sehingga ada kesamaan pandangan dan kebutuhan serta 
konsisten terhadap suatu proses partisipasi yang nyata. 
Penentuan kebijakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
bertitik tolak pada Visi Pembangunan Daerah dimana penggalian 
kepentingan yang berhubungan dengan pembangunan daerah 
didasarkan pada hasil lokakarya berdasarkan visi-misi pembangunan 
daerah.  
 
 Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan 
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) 
terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan 
aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-
bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut 
jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas 
diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat 
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. 
 Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan 
yakni: 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian 
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pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat 
tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara 
keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. 
  
D. Mekanisme dalam Perencanaan  
Proses pembangunan bisa dibagi menjadi 4 tahap. Biasanya ke 
empat tahap tersebut itu ditetapkan dalam suatu rangkaian yang 
dimulai pada saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan 
diterjemahkan ke dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, 
penciptaan kesernpatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan 
kemiskinan, dan seterusnya. Para pemimpin politik harus menetapkan 
prioritas-prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika 
terjadi beberapa konflik tujuan. Hasilnya adalah suatu fungsi 
kesejahteraan yang memberikan suatu ukuran apakah perencanaan 
(dan para perencana) akan memenuhi tujuan nasional atau tidak. 
Ukuran tersebut merupakan fungsi dan target-target tujuan yang 
biasanya cukup banyak jumlahnya. Umumnya orang menetapkan 
target kenaikan untuk suatu tujuan atau lebih, dan kemudian 
memerintahkan kepada perencana untuk mengembangkan program-
program untuk mencapai tujuan tersebut.  
Dalam pelaksanaan perencanaan pemanfaatan ruang wilayah, 
kegiatan dimulai dengan pengumpulan data, baik data sekunder yang 
telah dimiliki oleh berbagai instansi maupun data lapangan. Ada 
baiknya kegiatan dimulai dengan studi perpustakaan dan dilanjutkan 
dengan pengumpulan data sekunder serta menganalisisnya. Hal ini 
untuk lebih memberikan gambaran tentang data lapangan yang perlu 
dikumpulkan. Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data 
lapangan diolah kedalam bentuk tabel dan peta. Masing-masing 
variabel perlu diketahui tidak hanya besarnya tetapi juga lokasinya. 
Yang diperoleh adalah data kondisi saat ini, kemudian dilakukan 
proyeksi kedepan atas berbagai parameter yang turut mempengaruhi 
rencana. Atas dasar hasil proyeksi, maka ditetapkan sasaran yang ingin 
dicapai pada kurun waktu tertentu dimasa  datang, misalnya 5 tahun, 
10 tahun, dan 20 tahun ke depan. 
132 
 
Langkah-langkah itu berupa program dan proyek pada masing-
masing lokasi disertai dengan perkiraan besarnya dana yang 
dibutuhkan dan dari mana sumber dananya. Program dituangkan 
dalam rencana lima tahunan dan untuk lima tahun pertama dilengkapi 
dengan program tahunan (Tarigan, 2009). 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlu dicatat bahwa dalam 
menetapkan sasaran, sering terjadi benturan antara kondisi ideal yang 
diinginkan dengan arah perkembangan kota berdasarkan mekanisme 
pasar. Dalam hal ini harus dicari solusi/tarik ulur antara tercapainya 
kondisi yang diinginkan dengan besarnya biaya yang harus 
dikorbankan. Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah menyangkut 
kepentingan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan 
perencanaan harus melibatkan banyak kalangan masyarakat. Yang 
jelas rencana itu harus disetujui DPRD. Namun demikian, melibatkan 
DPRD saja tidak cukup. Oleh karena itu, ada baiknya berbagai 
kelompok masyarakat termasuk cendekiawan diajak ikut serta pada 
saat proses penyusunan. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat perlu 
untuk mengetahui berbagai keinginan yang terdapat dalam 
masyarakat, baik mengenai sasaran yang ingin dicapai maupun 
transparansi proses dalam penyusunan rencana tersebut. Setelah 
dijadikan peraturan daerah (perda), rencana itu akan mengikat semua 
pihak sehingga wajar apabila masyarakat/perwakilannya turut telibat 
dalam penyusunan rencana itu. Sudah tentu akan terdapat berbagai 
benturan kepentingan yang seringkali tidak mudah untuk diselesaikan. 
Dengan melalui sosialisasi dan transparansi diharapkan dapat dicapai 
kata sepakat yang memberikeuntungan optimal dan diterima oleh 
seluruh masyarakat. Apabila masyarakat dapat menerima/menyetujui 
rencana tersebut, dikemudian hari mereka diharapkan mematuhi 
ketentuan perda yang dibuat berdasarkan rencana tersebut. 
Dalam perencanaan wilayah, dapat digunakan beberapa 
pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu : 
1) Pendekatan sectoral adalah pendekatan perencanaan wilayah 
berdasarkan sector – sector kegiatan yang ada di wilayah 
tersebut, seperti sector pertanian dan sector industri. Setiap 
sector dianalisis potensinya satu persatu, menetapkan apa yang 
dapat ditingkatkan dan dimana lokasi kegiatan peningkatan 
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tersebut. Misalnya, untuk menganalisis sector pertanian, sector 
tersebut dapat dibagi menjadi sub sektor, seperti tanaman 
pangan, perkebunan rakyat, dan perusahaan besar.  
Dalam pendekatan sektoral, pengelompokan sector – sector 
dapat dilakukan berdasarkan administrasi pemerintahan. 
Misalnya, sector perindustrian berada dibawah kementerian 
perindustrian, sector pertanian berada dibawah Kementerian 
pertanian. Untuk masing –masing sub sector dapat diperinci 
lagi atas dasar komoditi. Misalnya, untuk sub sector bahan 
makanan dapat diperinci atas komoditi beras, kacang-kacangan, 
dan sayuran. Dalam pendekatan sektoral, setiap sektor/komodi 
itu harus dibuat analisis. Misalnya :  
 Sektor/komoditi apa yang memiliki keuntungan besar 
diwilayah tersebut dan dapat bersaing dipasar global.  
 Sektor apa yang penting dan kurang penting. Misalnya, 
beras merupakan sector yang sangat penting di 
Indonesia. 
 Sektor apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi.  
 Sektor apa yang banyak menyerap tenaga kerja  
Berdasarkan criteria tersebut, dapat ditetapkan skala prioritas 
tentang sektor/komoditi apa yang perlu dikembangkan di 
wilayah tersebut berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. 
Penetapan skala prioritas sangat dibutuhkan dalam 
perencanaan pembangunan wilayah. 
2). Pendekatan kewilayahan melihat pemanfaatan ruang serta 
interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah. Berdasarkan 
pendekatan kewilayahan (regional), pengelompokan suatu 
daerah dapat dilakukan berdasarkan batas administrasi 
pemerintahan, seperti kabupaten/kota, kecamatan, dan 
kelurahan/desa. Pendekatan regional merupakan pendekatan 
yang memandang wilayah yang terdiri atas bagian – bagian 
wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tariknya 
masing - masing. Analisis pendekatan kompleks wilayah dapat 
dicontohkan misalnya bagaimana memecahkan masalah 
urbanisasi. Pendekatan regional harus dapat menjawab berbagai 
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pertanyaan yang belum terjawab dengan menggunakan 
pendekatan sektoral, antara lain sebagai berikut : 
 Lokasi dan berbagai kegiatan ekonomi yang akan 
berkembang.  
 Penyebaran penduduk di masa yang akan dating dan 
kemungkinan munculnya pusat – pusat permukiman 
baru.  
 Adanya perubahan pada struktur ruang wilayah dan 
prasarana yang perlu dibangun untuk mendukung 
perubahan struktur ruang tersebut.  
 Perlunya penyediaan berbagai fasilitas sosial (sekolah, 
rumah sakit, jaringan listrik, jaringan telepon, dan 
penyediaan air bersih yang seimbang pada pusat- pusat 
permukiman dan pusat berbagai kegiatan ekonomi. 
 Perencanaan jaringan perhubungan (transportasi) yang 
akan menghubungkan berbagai kegiatan atau 
permukiman secara efisien. 
Menurut Tarigan (2009), langkah-langkah penggabungan 
pendekatan sektoral dan pendekatan regional, misalnya dalam 
penyusunan RPJM secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut : 
1. Tetapkan visi dan misi pembangunan wilayah serta tujuan 
umum dan strategis untuk mencapai visi dan misi tersebut.  
2. Lakukan pendekatan sektoral terlebih dahulu, yaitu dengan 
meminta dinas terkait membuat perencanaan dibidangnya 
masing-masing. Yang diprioritaskan untuk dianalisis adalah 
sektor basis. Namun karena tidak mudah menentukannya 
maka bisa dialihkan atau didekati dengan menganalisis sektor 
penghasil barang (pertanian, industry, pertambangan) dan 
parawisata, apabila pariwisata memberikan sumbangan yang 
cukup berarti untuk wilayah tersebut. Setiap dinas terkait 
harus membuat gambaran tentang kondisi saat ini untuk 
setiap komoditi atau kegiatan utama dibawah wewenangnya 
(monitoring, pengawasan, dan pengarahan). Sektor yang 
ditangani harus diperinci atas subsektor dan kemudian 
diperinci lagi atas komoditi atau jenis kegiatan yang spesifik. 
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Komoditi yang  kecil-kecil  dapat  digabung  dalam kelompok 
komoditi atau kegiatan lain-lain. 
3. Uraian atas setiap komoditi setidaknya harus menyangkut 
luas penanaman (untuk tanaman keras, diperinci lagi atas 
tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, 
tanaman tidak menghasilkan/tua/terlantar); wilayah 
penanaman; luas panen; tingkat produksi; jumlah tenaga kerja 
yang terlibat; besarnya kebutuhan input lainnya, seperti 
pupuk, pestisida dan lainnya; wilayah pemasaran dan 
perkembangan harga pada beberapa tahun terakhir, serta 
permasalahan yang dihadapi, baik produksi maupun 
pemasaran. 
4. Untuk tiap komoditi dihitung parameter tertentu seperti 
produktivitas per hektar, produktivitas per pekerja, tingkat 
pemakaian pupuk atau pestisida per hektar, besarnya biaya 
investasi per hektar, capital output ratio (COR) masing-masing 
komoditi, dan lainnya yang dianggap perlu. Kalau tingkat 
produktivitas sangat berbeda antara satu wilayah penanaman 
dengan wilayah penanaman lainnya, parameter itu perlu 
dihitung perwilayah penanaman. 
5. Proyeksi kebutuhan atau prospek pemasaran dari masing-
masing komoditi untuk masa 5 (lima) tahun yang akan 
datang. 
6. Atas dasar prospek pemasaran dan berbagai pertimbangan 
makro lainnya, proyeksikan luas penanaman atau produksi 
masing-masing komoditi pada masa lima tahun yang akan 
datang untuk masing-masing sub wilayah. Perlu dicatat 
bahwa dalam memproyeksikan luas penanaman atau 
produksi perlu diingat minat investor, baik yang telah 
mendapat izin prinsip atau izin lokasi maupun yang 
kelihatannya berminat untuk melakukan investasi. Untuk 
sektor prasarana, perhatikan proyek-proyek yang belum 
dilaksanakan, tetapi sudah mendapat persetujuan untuk 
dilaksanakan (sudah committed). 
7. Proyeksikan perubahan atas berbagai parameter seperti 
produktivitas per hektar, produktivitas per tenaga kerja, 
tingkat pemakaian pupuk atau pestisida, perubahan ICOR 
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(incremental capital output ratio), dan banyaknya musim tanam 
per tahun. 
8. Rekapitulasikan kebutuhan lahan, kebutuhan tenaga kerja, 
kebutuhan pupuk/pastisida, kebutuhan modal (apabila bisa 
dihitung), dan lainnya yang dianggap perlu. 
9. Gabungkan kebutuhan input setiap komoditi secara 
keseluruhan sehingga diperoleh kebutuhan sektor, kemudian 
digabungkan pula kebutuhan seluruh sektor untuk 
mendapatkan kebutuhan total. 
10. Hitung apakah kebutuhan lahan, tenaga kerja, pupuk atau 
pestisida masih tersedia. Kalau tidak tersedia, kurangi luas 
lahan dari komoditi yang dianggap kurang dibutuhkan atau 
kurang menguntungkan. Untuk itu dibutuhkan ukuran dalam 
menetapkan skala prioritas. Skala prioritas dapat didasarkan 
atas terpenuhinya kebutuhan minimal (misalnya dalam hal 
pangan), besarnya nilai tambah komoditi tersebut, daya 
pendorong (forward linkage) dan daya penarik (backward 
linkage) komoditi tersebut, kemampuannya menyerap tenaga 
kerja (dalam hal tingkat pengangguran cukup tinggi), atau 
mencari kombinasi komoditi yang paling memberi 
keuntungan optimal (misalnya dengan menggunakan metode 
linear programming). 
11. Setelah kebutuhan input dapat dianggap dipenuhi dan luas 
penanaman atau produksi sudah ditetapkan, gambarkan 
dalam peta tentang lokasi rencana penanaman per komoditi 
per lokasi. Penetapan lokasi untuk masing-masing komoditi 
dengan memperhatikan faktor kesesuaian lahan dan efesiensi 
pemasaran. 
12. Periksa apakah ada lahan yang tumpang tindih sehingga 
sebetulnya tidak cukup tersedia lahan diwilayah tersebut. 
Apabila demikian, harus ada komoditi yang dipindahkan 
lokasi penanamannya atau terpaksa dikurangi luas 
penanamannya. Periksa juga apakah lokasi penanaman 
tersebut masih sesuai dengan kesesuaian lahan. Misalnya, 
lahan dengan kemiringan diatas 30% tidak digunakan untuk 
menanam tanaman semusim. Lokasi itu tidak sering terkena 
banjir dan tidak termasuk ke dalam kawasan lindung (baik 
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kawasan lindung dipegunungan maupun kawasan konservasi 
dipinggir pantai) atau kawasan itu sudah diperuntukkan 
untuk tujuan lain yang tidak bisa diubah. 
13. Hitung kembali luas penanaman yang realistis, dimana input 
cukup tersedia dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. 
14. Hitung atau proyeksikan lima tahun kedepan, jumlah 
produksi dan nilai tambah masing-masing komoditi yang 
kemudian digabung menjadi nilai tambah masing-masing 
sektor. Perlu dicatat bahwa jumlah produksi berasal dari luas 
penanaman dan tingkat produktivitas per hektar. Tingkat 
produktivitas dapat berubah dari tahun ketahun, baik karena 
pengaruh teknologi maupun karena kondisi tanaman yang 
ada dilapangan, misalnya faktor umum untuk tanaman keras. 
15. Perkiraan pertumbuhan sektor-sektor lainnya (non komoditi 
seperti perdagangan dan jasa), baik dengan cara korelasi 
maupun dengan metode input-output. Bandingkan hasilnya 
dengan kecenderungan permohonan izin usaha dan izin 
lokasi dari berbagai sektor sehingga ada keyakinan bahwa 
proyeksi dan realistis. 
16. Atas dasar perhitungan pada poin 14 dan 15, perkirakan 
pertumbuhan PDRB dimasa yang akan datang. 
17. Atas dasar pertumbuhan sektor-sektor yang diperkirakan 
diatas, buat proyeksi penggunaan lahan diwilayah tersebut 
untuk pertanian, industri, pertambangan dan jasa serta 
penetapan lokasinya dimasa yang akan datang. 
18. Proyeksikan jumlah penduduk untuk masa yang akan datang. 
Mula-mula proyeksi dilakukan untuk keseluruhan wilayah, 
misalnya kabupaten. Hasil proyeksi ini kemudian 
didistribusikan untuk wilayah yang lebih kecil, misalnya 
kecamatan. Metode pendistribusian dapat dilakukan dengan 
berbagai cara tetapi hendaknya dikaitkan dengan 
pertambahan lapangan kerja di masing-masing bagian wilayah 
(kecamatan) dan adanya rencana investasi membangun 
pemukiman baru diwilayah tertentu. 
19. Dengan adanya pertambahan kegiatan diberbagai lokasi maka 
pada peta perlu dibuat perkiraan sentra-sentra permukiman 
dan sentra-sentra produksi pada masa yang akan datang. Ada 
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kemungkinan hal ini akan mengubah orde perkotaann dimasa 
yang akan datang. Apabila kecenderungan itu ada, maka 
dibuat perkiraan orde perkotaan yang baru dan dilanjutka 
dengan perkiraan arus orang dan barang. 
20. Evaluasi kebutuhan berbagai fasilitas seperti pertambahan 
ruas jalan peningkatan kelas dari jalan yang sudah ada, 
peningkatan atau penambahan pelabuhan, kebutuhan 
jaringan listrik, kebutuhan telepon, air minum, rumah sakit, 
sekolah, pasar dan lainnya. Semua jaringan atau kebutuhan 
fasilitas dan utilitas tersebut diatas, lokasinya dituangkan 
dalam peta (kondisi eksisting dan rencana perluasan). 
21. Periksa kembali apakah perluasan kegiatan tersebut terutama 
mengenai lokasinya, apakah masih sesuai dengan arah 
penggunaan lahan, tidak mengganggu kawasan lindung, 
menciptakan keseimbangan atau pemerataan antar wilayah 
serta masih terjaminnya kelancaran pergerakan orang dan 
barang diwilayah tersebut. Apabila ada tujuan pemanfaatan 
ruang yang terganggu, adakan revisi atau perencanaan ulang 
untuk menanggulangi hal tersebut. 
22. Proyeksikan total kebutuhan investasi untuk sektor produksi 
dan jasa dengan cara proyeksi kenaikan produksi (nilai 
tambah) dikalikan ICOR. Perkirakan sumber pembiayaan 
dari kebutuhan investasi tersebut, misalnya dari pemerintah 
(pusat dan daerah), PMA, PMDN, BUMN, BUMD, swasta 
local, investasi masyarakat, dan lain-lain. 
23. Proyeksikan kemampuan keuangan pemerintah (pemerintah 
pusat, pemerintah  provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 
setempat) yang dapat dialokasikan untuk kegiatan 
pembangunan diwilayah tersebut. Anggaran penerimaan 
harus disisihkan dulu untuk keperluan belanja rutin dan 
sisanya dapat dipakai untuk belanja pembangunan. Belanja 
pembangunan sendiri dapat dibagi dua, yaitu a) berkaitan 
dengan sektor produksi, dan b) berkaitan dengan 
pembangunan prasarana. 
24. Bandingkan antara dana yang tersedia per tahun dengan 
rencana pembangunan yang dibiayai pemerintah diwilayah 
tersebut (sektor produksi dan prasarana). Apabila dana tidak 
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mencukupi, harus ditetapkan skala prioritas dari proyek yang 
akan dibangun. Skala prioritas dapat didasarkan atas berbagai 
ukuran, seperti IRR, BC Ratio, nilai tambah, backward linkage, 
forward linkage, L.Q, tingkat kebasisan produk, biaya proyek 
per beneficery (penerima manfaat), dan nilai GAM (goal 
achievement matrix) yang dianggap relavan. 
25. Hasil yang diperoleh dari berbagai langkah tersebut diatas 
masih berupa rencana pembangunan selama lima tahun. Hal 
ini masih perlu diperinci menjadi rencana pembangunan per 
tahun. Menetapkan proyek mana yang dikerjakan pada 
tahun-tahun awal yang dapat didasarkan atas pertimbangan 
teknis atau pertimbangan skala prioritas. Setelah proyek yang 
dilaksanakan pada masing-masing tahun ditetapkan, lengkapi 
dengan pembiayaan proyek, yaitu masing-masing proyek 
ditetapkan sumber pembiayaannya. 
26. Evaluasi kemampuan kelembagaan pemerintah yang akan 
melaksanakan rencana pembangunan tersebut. Apakah 
tenaga ahli yang dibutuhkan baik teknis maupun administratif 
cukup tersedia dan pengalaman kerjanya juga mendukung, 
peralatan yang dibutuhkan cukup tersedia, demikian fasilitas 
pendukung kerja lainnya yang menjamin kelancaran kerja. 
Apabila ada yang tidak tersedia atau tidak cukup maka 
ditetapkan langkah-langkah untuk pengadaannya disertai 
dengan anggaran yang dibutuhkan. 
Perlu dicatat bahwa pada setiap langkah terutama pada bagian 
awal dimulai dengan pengumpulan data dan analisis untuk mencapai 
langkah tersebut. Demikian pula langkah-langkah yang disebutkan 
diatas bukanlah suatu aturan yang kaku. Langkah-langkah tersebut 
dapat dikurangi ataupun ditambah sesuai dengan kebutuhan. 
Demikian pula dengan urut-urutannya bisa saja berbeda, dan ada 
beberapa langkah yang dapat dilakukan serentak tanpa harus 
menunggu selesainya kegiatan yang tercantum lebih awal. 
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BAB VI 
STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI 
WILAYAH PERDESAAN 
 
A.  Pembangunan Pertanian 
Secara harfiah, pertanian dapat diartikan sebagai upaya 
pemanenan sinar matahari, atau transformasi energi matahari menjadi 
energi organik (Saputra, 2002).  Ditinjau dari komoditasnya, pertanian 
terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, 
hortikultura, peternakan dan perikanan, sedangkan ditinjau dari ilmu 
yang membangunnya, pertanian dibangun dari ilmu-ilmu keras (hard 
sciences)  dan ilmu-ilmu lunak (soft sciences) baik pada kekuatan ilmu-
ilmu dasar, terapan, lanjutan maupun  ilmu-ilmu kawinannya.  
Selanjutnya Mubyarto (1994), mengemukakan bahwa ciri-ciri 
umum pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian 
besar daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi 
oleh garis khatulistiwa. Disamping pengaruh khatulistiwa, ada dua 
faktor alam lain yang ikut memberi corak pertanian Indonesia yaitu 
bentuknya sebagai kepulauan, dan Topografinya yang bergunung-
gunung. Kebijaksanaan pembangunan pertanian menyatakan bahwa 
pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan untuk memenuhi 
tujuan yang ingin dicapai yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat 
pertanian secara lebih merata (Soekartawi 2002). 
Prinsip-prinsip dasar yang perlu diketahui dalam 
pengembangan dan pembangunan pertanian adalah sebagai berikut : 
(a) peran sumberdaya alam (tanah, air), modal, tenaga kerja dan 
manajemen, (b) peran kelembagaan dalam pertanian, dan (c) peran 
sektor penunjang lainnya.  
Sektor pertanian telah terbukti memiliki peranan penting bagi 
pembangunan perekonomian suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada 
kontribusi sektor pertanian yang tidak hanya berperan dalam 
pembentukan PDB, penciptaan kesempatan kerja peningkatan 
pendapatan masyarakat dan perolehan devisa. Peranan sektor 
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pertanian juga dapat dilihat secara lebih komperhensif, antara lain :  
(a) sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu 
berperan secara strategis dalam penciptaan;   
(b) sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan 
sektor industri dan jasa,  
(c) sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa 
yang berasal dari ekspor atau produk subtitusi impor,  
(d) sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi produk-
produk sektor industri,  
(e) transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor 
industri merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi,   
(f) sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi 
pengembangan sektor-sektor lain, serta  
(g) peran pertanian dalam penyediaan jasa-jasa lingkungan. 
Pertanian juga dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki 
kemampuan khusus dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan 
(growth with equity) atau pertumbuhan yang berkualitas. Semakin 
besarnya perhatian terhadap melebarnya perbedaan pendapatan 
memberikan stimulan yang lebih besar untuk lebih baik memanfaatkan 
kekuatan pertanian bagi pembangunan. Terlebih sekitar 45 persen 
tenaga kerja bergantung pada sektor pertanian primer maka tidak 
heran sektor pertanian menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. 
Pertanian sudah lama disadari sebagai instrumen untuk mengurangi 
kemiskinan. Pertumbuhan sektor pertanian memiliki kemampuan 
khusus untuk mengurangi kemiskinan. Estimasi lintas negara 
menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) 
yang dipicu oleh pertanian paling tidak dua kali lebih efektif dalam 
mengurangi kemiskinan daripada pertumbuhan yang disebabkan oleh 
sektor di luar pertanian. Kontribusi besar yang dimiliki sektor 
pertanian tersebut memberikan sinyal bahwa pentingnya membangun 
pertanian yang berkelanjutan secara konsisten untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan rakyat. 
Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu 
proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan 
untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi 
sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi 
sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, 
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lingkungan, maupun melalui perbaikan (improvement), pertumbuhan 
(growth) dan perubahan (change) (Iqbal dan Sudaryanto, 2008). 
Dalam literatur klasik pembangunan pertanian karya Arthur 
Mosher yang berjudul “Getting Agriculture Moving” dijelaskan secara 
sederhana dan gambling tentang syarat pokok dan syarat pelancar 
dalam pembangunan pertanian. Syarat pokok pembangunan 
pertanian meliputi :  
1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani, 
2. Teknologi yang senantiasa berkembang,  
3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal,  
4. Adanya perangsang produksi bagi petani, dan 
5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.  
Adapun syarat pelancar pembangunan pertanian meliputi :  
1. Pendidikan pembangunan,  
2. Kredit produksi, 
3. Kegiatan gotong royong petani,  
4. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan  
5. Perencanaan nasional pembangunan pertanian. 
Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan 
ekonomi suatu negara, dikemukakan oleh Meier (1995) sebagai 
berikut :  
a. Dengan mensuplai makanan pokok dan bahan baku bagi sektor 
lain dalam ekonomi yang berkembang,  
b. Dengan menyediakan surplus yang dapat diinvestasikan dari 
tabungan dan pajak untuk mendukung investasi pada sektor 
lain yang berkembang,  
c. Dengan membeli barang konsumsi dari sektor lain, sehingga 
akan meningkatkan permintaan dari penduduk perdesaan 
untuk produk dari sektor yang berkembang, dan  
d. Dengan menghapuskan kendala devisa melalui penerimaan 
devisa dengan ekspor atau dengan menabung devisa melalui 
substitusi impor. 
Pembangunan pertanian di Indonesia dilaksanakan secara 
terencana dimulai sejak masa pemerintahan Orde Baru, yang tertuang 
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dalam strategi besar pembangunan nasional berupa Pola Umum 
Pembangunan Jangka Panjang (PU-PJP) yaitu : 
i. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang tahap pertama 
(1969-1994), pembangunan dititikberatkan pada pembangunan 
sektor pertanian dan industri penghasil sarana produksi 
pertanian. Dalam PU-PJP I ini, pembangunan dilaksanakan 
melalui lima serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan 
Lima Tahun) yang semuanya dititikberatkan pada sektor 
pertanian sebagai berikut : 
o Repelita I : titik berat pada sektor pertanian dan industri 
pendukung sektor pertanian.  
o Repelita II : titik berat pada sektor pertanian dengan 
meningkatkan industri pengolahan bahan mentah 
menjadi bahan baku. 
o Repelita III : titik berat pada sektor pertanian menuju 
swasembada pangan dan meningkatkan industri 
pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. 
o Repelita IV : titik berat pada sektor pertanian untuk 
melanjutkan usaha menuju swasembada pangan dengan 
meningkatkan industri penghasil mesin-mesin. 
o Repelita V : melanjutkan Repelita IV. 
ii. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang tahap kedua (1994-
2019), pembangunan dititikberatkan pada industri pengolahan 
penunjang pertanian (agroindustri) yang selanjutnya secara 
bertahap dialihkan pada pembangunan industri mesin dan 
logam.  
Para perancang pembangunan Indonesia pada awal masa 
pemerintahan Orde Baru menyadari benar bahwa pembangunan 
ekonomi yang dititikberatkan pada sektor pertanian ini harus 
direncanakan secara bertahap. Rancangan pembangunan seperti 
demikian, diharapkan dapat membentuk struktur perekonomian 
Indonesia yang serasi dan seimbang, tangguh menghadapi gejolak 
internal dan eksternal.  
Pada saat Indonesia memulai proses pembangunan secara 
terencana pada Tahun 1969, kontribusi sektor pertanian terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 40 persen, 
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sementara itu serapan tenaga kerja pada sektor pertanian mencapai 
lebih dari 60 persen. Fakta inilah yang kemudian mengilhami 
penyusunan rencana, strategi dan kebijakan yang mengedepankan 
pembangunan pertanian sebagai langkah awal proses pembangunan. 
Kebijakan untuk menetapkan sektor pertanian sebagai titik berat 
pembangunan ekonomi sesuai dengan rekomendasi Rostow dalam 
rangka persiapan tinggal landas (Simatupang dan Syafa’at, 2000).  
Pembangunan pertanian di masa pemerintahan Orde Baru 
telah membawa beberapa hasil yaitu (1) peningkatan produksi, 
khususnya di sektor pangan yang berpuncak pada pencapaian 
swasembada pangan, khususnya beras, pada Tahun 1984. 
Ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, dengan harga yang 
relative murah, memberikan kontribusi terhadap proses industrialisasi 
dan urbanisasi yang membutuhkan pangan murah; (2) sektor 
pertanian telah meningkatkan penerimaan devisa di satu pihak dan 
penghematan devisa di lain pihak, sehingga memperbaiki posisi 
neraca pembayaran Indonesia; (3) pada tingkat tertentu sektor 
pertanian telah mampu menyediakan bahan-bahan baku industri 
sehingga melahirkan agroindustri. 
Sungguhpun demikian, pembangunan pertanian di masa 
pemerintahan Orde Baru tersebut mengandung sejumlah paradox 
yaitu (1)  peningkatan produksi pertanian telah menimbulkan 
kecenderungan menurunnya harga produk-produk pertanian yang 
berakibat negatif pada pendapatan petani, (2) peningkatan 
produktivitas dan produksi tidak selalu dibarengi atau diikuti dengan 
meningkatnya pendapatan petani, bahkan pendapatan petani 
cenderung menurun, Di masa pemerintahan Orde Baru, ternyata 
sektor pertanian hanya bisa berkembang dalam kebijaksanaan yang 
protektif, memerlukan subsidi dan mendapat intervensi yang sangat 
mendalam, sehingga sektor pertanian dianggap sebagai most-heavily 
regulated.  
Menurut Sudaryanto dkk (2005), pendekatan pembangunan 
pertanian selama pemerintahan Orde Baru dilaksanakan dengan 
pendekatan komoditas. Pendekatan ini dicirikan oleh pelaksanaan 
pembangunan pertanian berdasarkan pengembangan komoditas 
secara parsial (sendiri-sendiri) dan lebih berorientasi pada peningkatan 
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produksi dibanding peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
petani. Namun pendekatan komoditas ini mempunyai beberapa 
kelemahan mendasar, yaitu :  
(1) Tidak memperhatikan keunggulan komparatif tiap komoditas,  
(2) Tidak memperhatikan panduan horizontal, vertikal dan spatial 
berbagai kegiatan ekonomi, dan  
(3) Kurang memperhatikan aspirasi dan pendapatan petani. Oleh 
karena itu, pengembangan komoditas seringkali sangat tidak 
efisien dan keberhasilannya sangat tergantung pada besarnya 
subsidi dan proteksi pemerintah, serta kurang mampu 
mendorong peningkatan pendapatan petani.  
Ketika krisis ekonomi terjadi, dengan agenda reformasi yang 
bergulir tanpa arah, dan proses desentralisasi ekonomi yang 
menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat, maka Indonesia 
kembali menjadikan sektor pertanian sebagai landasan utama 
pembangunan ekonomi (Arifin, 2005). Peran penting sektor pertanian 
telah terbukti dari keberhasilan sektor pertanian pada saat krisis 
ekonomi dalam menyediakan kebutuhan pangan pokok dengan 
jumlah yang memadai dan tingkat pertumbuhannya yang positif 
dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.  
Menyadari akan hal tersebut di atas, maka pendekatan 
pembangunan pertanian harus diubah dari pendekatan komoditas 
menjadi pendekatan system agribisnis. Seiring dangan hal ini, maka 
orientasi pembangunan pertanian juga akan mengalami perubahan 
dari orientasi peningkatan produksi menjadi orientasi peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan petani. 
Keadaan ini menjadi pertimbangan utama dirumuskannya 
kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap sektor pertanian 
dalam memperluas lapangan kerja, menghapus kemiskinan dan 
mendorong pembangunan ekonomi yang lebih luas (Sudaryanto dan 
Munif, 2005). Secara lebih rinci, beberapa pertimbangan tentang 
pentingnya mengakselerasi sektor pertanian di Indonesia 
dikemukakan oleh Simatupang (1997) sebagai berikut : 
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1. Sektor pertanian masih tetap sebagai penyerap tenaga kerja, 
sehingga akselerasi pembangunan sektor pertanian akan 
membantu mengatasi masalah pengangguran. 
2. Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian 
desa dimana sebagian besar penduduk berada. Oleh karena itu, 
akselerasi pembangunan pertanian paling tepat untuk 
mendorong perekonomian desa dalam rangka meningkatkan 
pendapatan sebagian besar penduduk Indonesia dan sekaligus 
pengentasan kemiskinan. 
3. Sektor pertanian sebagai penghasil makanan pokok penduduk, 
sehingga dengan akselerasi pembangunan pertanian maka 
penyediaan pangan dapat terjamin. Langkah ini penting untuk 
mengurangi ketergantungan pangan pada pasar dunia. 
4. Harga produk pertanian memiliki bobot yang besar dalam 
indeks harga konsumen, sehingga dinamikanya amat 
berpengaruh terhadap laju inflasi. Oleh karena itu, akselerasi 
pembangunan pertanian akan membantu menjaga stabilitas 
perekonomian Indonesia. 
5. Akselerasi pembangunan pertanian sangatlah penting dalam 
rangka mendorong ekspor dan mengurangi impor produk 
pertanian, sehingga dalam hal ini dapat membantu menjaga 
keseimbangan neraca pembayaran. 
6. Akselerasi pembangunan pertanian mampu meningkatkan 
kinerja sektor industri. Hal ini karena terdapat keterkaitan yang 
erat antara sektor pertanian dengan sektor industri yang 
meliputi keterkaitan produk, konsumsi dan investasi. 
Kabinet Indonesia Bersatu telah menetapkan program 
pembangunannya dengan menggunakan strategi tiga jalur (triple track 
strategy) sebagai manifestasi dari strategi pembangunan yang lebih pro-
growth, pro-employment dan pro-poor. Operasionalisasi konsep strategi tiga 
jalur tersebut dirancang melalui hal-hal sebagai berikut: 
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6.5 persen per 
tahun melalui percepatan investasi dan ekspor. 
2. Pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan 
angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. 
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3. Revitalisasi pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada 
pengentasan kemiskinan. Revitalisasi pertanian diartikan 
sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting 
sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, melalui 
peningkatan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan 
nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.  
Sejalan dengan hal ini, Sudaryanto dan Munif (2005) 
menyatakan bahwa revitalisasi pertanian dimaksudkan untuk 
menggalang komitmen dan kerjasama seluruh stakeholder dan 
mengubah paradigma pola piker masyarakat dalam melihat pertanian 
tidak hanya sekedar penghasil komoditas untuk dikonsumsi. 
Pertanian harus dilihat sebagai sektor yang multi-fungsi dan sumber 
kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kegiatan 
pembangunan pertanian tahun 2005-2009 dilaksanakan melalui tiga 
program (Departemen Pertanian, 2005), yaitu:  
(1) Program peningkatan ketahanan pangan  
Operasionalisasi program peningkatan ketahanan pangan 
dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, menjaga 
ketersediaan pangan yang cukup aman dan halal di setiap 
daerah setiap saat, dan antisipasi agar tidak terjadi kerawanan 
pangan;  
(2) Program pengembangan agribisnis  
Operasionalisasi program pengembangan agribisnis dilakukan 
melalui pengembangan sentra/kawasan agribisnis komoditas 
unggulan; dan  
(3) Program peningkatan kesejahteraan petani 
Operasionalisasi program peningkatan kesejahteraan petani 
dilakukan melalui pemberdayaan penyuluhan, pendampingan, 
penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan 
proteksi dan promosi lainnya.  
Menurut Mc Douglas dan John Friedman Ada beberapa 
alasan mengapa harus dilakukan pembangunan pertanian  yaitu 
sebagai berikut. 
a. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hanya 
dilihat dari terciptanya laju pertumbuhan perekonomian 
yang tinggi dimana alat yang dipergunakannya adalah 
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dengan mendorong industrialisasi di kawasan-kawasan 
perkotaan. Kondisi ini bila ditinjau dari pemerataan 
pembangunan telah memunculkan kesenjangan antara 
kawasan perdesaan dan perkotaan karena sektor strategis 
yang didorong dalam proses industrialisasi hanya dimiliki 
oleh sebagian masyarakat (Sonarno, 2003). 
b. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk 
di Indonesia yang diperkirakan pada tahun 2035 akan 
bertambah menjadi dua kali lipat dari jumlah saat ini atau 
menjadi 400 juta jiwa, telah memunculkan kerisauan 
akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang 
akan datang. Selain itu, dengan semakin meningkatnya 
tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terjadi 
pula peningkatan konsumsi perkapita untuk berbagai 
jenis pangan, akibatnya dalam waktu beberapa tahun 
yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan 
ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali lipat jumlah 
kebutuhan saat ini. 
 c. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, karena menurut 
Mukhtar Sarman (2009) ”petani sangat identik dengan 
kemiskinan dan kemiskinan itu paling banyak ditemukan 
di desa”. 
Memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan 
perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan 
pertanian semakin dideregulasi melalui pengurangan subsidi, 
dukungan harga dan berbagai proteksi lainnya. Kemampuan bersaing 
melalui proses produksi yang efisien merupakan pijakan utama bagi 
kelangsungan hidup usahatani. Sehubungan dengan hal tersebut, 
maka partisipasi dan kemampuan wirausaha petani merupakan faktor 
kunci keberhasilan pembangunan pertanian. Suryana (2006) 
menyatakan bahwa perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat, 
baik domestik maupun internasional, akan membawa pengaruh yang 
sangat besar terhadap dinamika pembangunan pertanian. Kondisi 
tersebut memerlukan penyesuaian terhadap arah dan kebijakan serta 
pelaksanaan program pembangunan pertanian.  
149 
 
Dengan demikian, strategi pembangunan pertanian harus lebih 
memfokuskan pada peningkatan daya saing, mengandalkan modal 
dan tenaga kerja terampil dan berbasis inovasi teknologi dengan 
memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal. 
Pengembangan sistem dan usaha agribisnis dan ketahanan 
pangan merupakan tujuan dan sekaligus menjadi sasaran 
pembangunan pertanian. Agar pengembangan agribisnis memberikan 
manfaat dan dampak yang maksimal bagi pengembangan ekonomi 
dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat maka perlu 
pendekatan baru dalam pengembangan agribisnis di lapangan. 
Pendekatan yang dinilai efektif adalah model agropolitan yang pada 
hakekatnya adalah mensinergikan pengembangan agribisnis dalam 
konteks pengembangan ekonomi wilayah, sehingga total nilai tambah 
pengembangan agribisnis dapat dinikmati oleh masyarakat setempat 
(Rusastra, 2014). 
Pengembangan agroindustri sebagai pilihan model 
modernisasi pedesaan haruslah dapat meningkatkan kesempatan kerja 
dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaan 
pembangunan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik 
wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna. Sehingga alokasi 
sumberdaya dan dana yang terbatas, dapat menghasilkan output yang 
optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Agar model pembangunan pedesaan yang 
berkelanjutan dapat terwujud diperlukan pedoman pengelolaan 
sumberdaya melalui pemahaman wawasan agroekosistem secara bijak, 
yaitu pemanfaatan asset-aset untuk kegiatan ekonomi tanpa 
mengesampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan. 
Wibowo mengungkapkan empat aspek umum ciri-ciri spesifik 
terpenting mengenai konsep agroekosistem. Empat aspek umum 
tersebut adalah: kemerataan (equitability), keberlanjutan (sustainability), 
kestabilan (stability) dan produktivitas (productivity). Secara sederhana, 
equitability merupakan penilaian tentang sejauh mana hasil suatu 
lingkungan sumberdaya didistribusikan diantara masyarakatnya. 
Sustainability dapat diberi pengertian sebagai kemampuan sistem 
sumberdaya mempertahankan produktivitasnya, walaupun 
menghadapi berbagai kendala. Stability merupakan ukuran tentang 
sejauh mana produktivitas sumberdaya bebas dari keragaman yang 
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disebabkan oleh fluktuasi faktor lingkungan. Productivity adalah ukuran 
sumberdaya terhadap hasil fisik atau ekonominya. Dimasa yang akan 
datang, dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, 
pengelolaan sumberdaya di desa haruslah dilaksanakan dalam satu 
pola yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, menjaga 
keseimbangan biologis, memelihara kelestarian dan bahkan 
memperbaiki kualitas sumberdaya alam sehingga dapat terus 
diberdayakan, serta menerapkan model pemanfaatan sumberdaya 
yang efisien. 
Strategi pengembangan wilayah perdesaan berbasis 
pembangunan pertanian, haruslah memperhatikan potensi 
sumberdaya yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan 
dengan mendorong berbagai dimensi dalam pengembangannya, yakni 
dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan infrastruktur 
serta kelembagaan dan hokum secara konsisten, terintegrasi, 
bersinergi dan sinkron. 
 
B. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri  
Tambunan (2001) menyatakan bahwa sektor pertanian dan 
sektor industri mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan 
tersebut terutama didominasi oleh efek keterkaitan pendapatan, 
keterkaitan produksi, dan keterkaitan investasi. Oleh karena itu, 
sektor pertanian memainkan peranan yang sangat penting dalam 
proses industrialisasi pertanian. Terdapat beberapa alasan mengapa 
sektor pertanian yang kuat sangat esensial dalam suatu proses 
industrialisasi pertanian. Beberapa alasan tersebut antara lain sebagai 
berikut :  
1. Sektor pertanian yang kuat berarti ketahanan pangan terjamin 
dan ini merupakan salah satu prasyarat penting agar proses 
industrialisasi pertanian pada khususnya dan pembangunan 
ekonomi pada umumnya bisa berlangsung dengan baik. 
Ketahanan pangan berarti tidak ada kelaparan dan ini 
menjamin kestabilan sosial dan politik.  
2. Dari sisi permintaan agregat, pembangunan sektor pertanian 
yang kuat membuat tingkat pendapatan riil per kapita di sektor 
tersebut tinggi yang merupakan salah satu sumber permintaan 
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terhadap barang-barang nonfood, khususnya manufaktur 
(keterkaitan konsumsi atau pendapatan). Khususnya di 
Indonesia, dimana sebagian besar penduduk berada di 
perdesaan dan mempunyai sumber pendapatan langsung 
maupun tidak langsung dari kegiatan pertanian, jelas sektor ini 
merupakan motor utama penggerak industrialisasi. Selain 
melalui keterkaitan pendapatan, sektor pertanian juga berfungsi 
sebagai sumber pertumbuhan di sektor industri manufaktur 
melalui intermediate demand effect atau keterkaitan produksi: 
output dari industri menjadi input bagi pertanian. 
3. Dari sisi penawaran, sektor pertanian merupakan salah satu 
sumber input bagi sektor industri pertanian yang mana 
Indonesia memiliki keunggulan komparatif, misalnya industri 
makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, 
industri kulit, dan sebagainya.  
4. Masih dari sisi penawaran, pembangunan yang baik di sektor 
pertanian bisa menghasilkan surplus di sektor tersebut dan ini 
bisa menjadi sumber investasi di sektor industri, khususnya 
industri skala kecil di perdesaan (keterkaitan investasi). 
Menurut Meier (1995), transformasi struktural dari ekonomi 
agraris perdesaan berpendapatan rendah ke ekonomi industri 
perkotaan dengan pendapatan per kapita lebih tinggi melibatkan 
fenomena industrialisasi dan pembangunan pertanian. Lebih lanjut 
disebutkan bahwa pertanian harus dipandang bukan sekedar sebagai 
sumber surplus untuk mendukung industrialisasi, tetapi juga sebagai 
sumber dinamis pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, dan 
distribusi pendapatan yang lebih baik. Selain itu, kemajuan pertanian 
adalah penting dalam menyediakan pangan bagi tumbuhnya tenaga 
kerja non pertanian, bahan baku untuk produksi sektor industri, 
tabungan dan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan 
sektor ekonomi lainnya; untuk mendapatkan lebih banyak devisa 
(atau menghemat devisa jika produk primer diimpor); dan 
memberikan pertumbuhan pasar bagi industri domestik. Hubungan 
intersektoral antara pertanian dan industri akan menentukan 
transformasi struktural pada perekonomian negara berkembang. 
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Secara historis proses pembangunan dan industrialisasi 
pertanian di berbagai negara pada umumnya diawali dari penguatan 
sektor pertanian. Langkah ini ditempuh melalui modernisasi institusi 
perdesaan dan pergeseran pertanian berskala kecil ke pertanian 
kapitalis berskala besar serta peningkatan produktivitas pertanian. 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Arifin (2005) bahwa definisi 
industrialisasi pertanian tidak sesempit sekedar mekanisasi pertanian 
atau pengolahan hasil pertanian oleh sektor industri, tetapi jauh lebih 
luas dari itu karena mencakup proses peningkatan nilai tambah, 
sampai pada koordinasi dan integrasi vertikal antara sektor hulu dan 
sektor hilir. Lebih lanjut dinyatakan bahwa terdapat pihak-pihak yang 
memperlakukan industrialisasi pertanian sebagai bagian dari seluruh 
rangkaian pembangunan sistem agribisnis, di pihak lain ada pula yang 
beranggapan bahwa proses industrialisasi adalah suatu keniscayaan 
seiring dengan proses transformasi struktur ekonomi dan merupakan 
tuntutan efisiensi dalam bidang usaha melalui integrasi vertikal dari 
hulu hingga hilir.  
Sudaryanto dkk (2005) memberikan definisi industrialisasi 
pertanian sebagai suatu proses konsolidasi usahatani dan disertai 
dengan koordinasi vertical agribisnis dalam satu alur produk melalui 
mekanisme non pasar, sehingga karakteristik produk akhir yang 
dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan preferensi 
konsumen akhir. Dengan demikian, industrialisasi pertanian adalah 
suatu proses transformasi struktur agribisnis dari pola dispersal 
menjadi pola industrial. Lebih lanjut disebutkan bahwa berbeda 
dengan pola dispersal, dalam agribisnis pola industrial setiap 
perusahaan tidak lagi berdiri sendiri atau bergabung dalam asosiasi 
horizontal tetapi memadukan diri dengan perusahaanperusahaan lain 
yang bergerak dalam seluruh bidang usaha yang ada pada satu alur 
produk vertikal (dari hulu hingga hilir) dalam satu kelompok usaha.  
Kahn (1979) menyatakan bahwa pengalaman di hampir semua 
Negara menunjukkan bahwa industrialisasi sangat perlu karena 
menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya sebagian kecil negara 
dengan jumlah penduduk yang sedikit dan kekayaan minyak atau 
sumber daya alam (SDA) lainnya yang melimpah, seperti Kuwait dan 
Libya, dapat berharap mencapai tingkat pendapatan per kapita yang 
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tinggi tanpa melalui proses industrialisasi, hanya mengandalkan pada 
sektor pertambangan (minyak). Fakta di banyak negara menunjukkan 
bahwa tidak ada perekonomian yang bertumpu pada sektor-sektor 
primer (pertanian dan pertambangan) yang mampu mencapai tingkat 
pendapatan per kapita di atas 500 US $ selama jangka panjang. Sektor 
industri diyakini dapat dijadikan sebagai sektor yang memimpin 
(leading sector) bagi sektor-sektor lainnya dalam suatu perekonomian. 
Hal ini karena produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri 
memiliki dasar tukar (term of trade) yang tinggi atau lebih 
menguntungkan, serta mampu menciptakan nilai tambah (value added) 
yang besar dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh 
sektor lainnya. Sektor industri mempunyai variasi produk yang sangat 
beragam dan mampu memberikan manfaat marjinal yang tinggi 
kepada pemakainya. Selain itu, sektor industri juga memberikan 
marjin keuntungan yang lebih menarik bagi para pelaku bisnis, serta 
proses produksi dan penanganan produknya lebih bisa dikendalikan 
oleh manusia yang tidak terlalu bergantung pada alam (musim atau 
keadaan cuaca). Karena kelebihan-kelebihan sektor industri inilah, 
maka industrialisasi dianggap sebagai “obat mujarab” (panacea) untuk 
mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara-negara 
berkembang. Pembangunan ekonomi dengan menitikberatkan pada 
sektor pertanian dikenal dengan pembangunan dengan pendekatan 
agribisnis. 
Sistem agribisnis adalah sistem pengembangan potensi 
pertanian berbasis manajemen usaha tani yang mengutamakan 
pemberian nilai tambah produk hasil pertanian; dan mengasumsikan 
petani dapat mengambil posisi sebagai pelaku bisnis melalui 
pemanfaatan kelembagaan ekonomi yang ada di perdesaan. 
Agribisnis sebagaimana yang dijelaskan David J.H dan Golberg 
R.A (1997) dan Saragih B (2001:1-2) seringkali dirancukan dengan 
pertanian baik dalam persepsi maupun aktualisasinya. Secara 
menyeluruh, agribisnis didefinisikan sebagai The sun total of operasions 
involved in the manufacture and distribution of farm supplies : Production 
operations on farm, processing and distribution of farm commodities and item 
made for them. Sedangkan pengertian pertanian dalam arti luas adalah 
seluruh mata rantai proses pemanenan energi surya secara langsung 
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dan tidak langsung melalui fotosintesa dan proses pendukung lainnya 
untuk kehidupan manusia mencakup aspek ilmu pengetahuan, 
teknologi dan kemasyarakatan dan mencakup bidang tanaman 
pangan, holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan 
kehutanan. Jadi pertanian hanyalah salah satu bagian dari agribisnis 
yang mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut. 
1. Industri hulu pertanian atau disebut juga agribisnis hulu, 
yakni industri-industri yang menghasilkan sarana produksi 
(input) pertanian (the manufacted and distribution on the farm 
supplies). 
2. Pertanian dalam arti luas (Production operation on the farm) 
disebut juga on-farm agribisnis, yaitu pertanian tanaman 
pangan, tanaman holtikultura, tanaman obat-obatan, 
perkebunan, peternakan, perikanan laut dan air tawar serta 
kehutanan. 
3. Industri hilir pertanian atau disebut juga agribisnis hilir 
yaitu kegiatan industri yang mengolah hasil pertanian 
menjadi produk-produk olahan baik produk antara 
(intermediate product) maupun produk akhir (stroge processing 
and distribution of farm commodities and item made from them). 
Dengan perkataan lain, pembangunan agribisnis merupakan 
pembangunan industri dan pertanian serta jasa sekaligus. Sebaiknya 
pembangunan pertanian saja bukan pembangunan agribisnis karena 
tidak mencakup pembangunan industri dan jasanya. 
Definisi agribisnis menurut Badan Agribisnis (1995) adalah 
suatu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling 
terkait erat, yaitu :  
a. Subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi 
(subsistem agribisnis hulu)  
 Subsistem agribisnis hulu adalah kegiatan ekonomi yang 
menyediakan sarana (input) pertanian seperti industri 
perbenihan dan pembibitan tanaman, industri pupuk dan 
pestisida (agro kimia), serta industri alat dan mesin pertanian 
(agro otomotif) bagi kegiatan pertanian primer. 
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b. Subsistem usahatani (pertanian primer)  
 Subsistem usahatani adalah kegiatan ekonomi yang 
menghasilkan komoditas atau produk pertanian primer melalui 
pemanfaatan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem 
agribisnis hulu. 
c. Subsistem pengolahan  
 Subsistem pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengolah 
komoditas atau produk pertanian primer menjadi produk 
olahan. Termasuk dalam subsistem tersebut adalah antara lain : 
- industri makanan,  
- industri minuman,  
- industri rokok,  
- industri barang serat alam,  
- industri biofarma, serta  
- industri agrowisata dan estetika. 
d. Subsistem pemasaran  
 Subsistem pemasaran adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan 
dengan kegiatan distribusi, promosi, informasi pasar, kebijakan 
perdagangan dan struktur pasar. 
e. Subsistem jasa dan penunjang.  
 Adapun subsistem jasa dan penunjang adalah kegiatan ekonomi 
yang menyediakan jasa atau layanan yang diperlukan untuk 
memperlancar pengembangan agribisnis. Termasuk dalam 
subsistem ini adalah  
- lembaga perkreditan dan asuransi,  
- penelitian dan pengembangan,  
- pendidikan dan penyuluhan, serta  
- transportasi dan pergudangan.  
Sedangkan menurut Manalli, dan Sajise (1996) dalam 
Soekarwati (1991) menuliskan bahwa agroindustri adalah fase 
pertumbuhan setelah pembangunan pertanian tetapi sebelum 
pembangunan tersebut memulai ke tahapan pembanguna industri. 
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Jadi pembangunan pertanian, diikuti dengan pembangunan 
agroindustri kemudian pembangun industri. Sementara ahli yang lain, 
Soeharjo (1991), dan DEPTAN (1995), dalam Soekartawi (1991) 
menyebutkan bahwa agroindustri adalah pengelolahan hasil pertanian 
dan karena itu agroindustri merupakan bagian dari sub sistem 
agribisnis. 
Dari penelaan singkat diatas, maka agroindustri dapat diartikan 
dua hal, yaitu pertama, agroindustri adalah industri yang berbahan 
baku utama dari produk pertanian. Studi agroindustri pada konteks 
ini, menekankan pada food processing management dalam suatu 
perusahaan produk olahan yang baku utamanya adalah produk 
pertanian. Menurut Hicks (1996), dalam Soekartawi (1991) bahwa 
bahan baku dari pertanian dengan jumlah minimal 20% dari jumlah 
bahan baku yang digunakan adalah disebut “agroindustri”. Arti yang 
kedua adalah bahwa agroindustri itu diartikan sebagai suatu tahapan 
pembangunan sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian, tetapi 
sebelum tahapan pembangunan tersebut mencapai tahapan 
pembangunan industri. 
Integrasi antara konsep agroindustri dan pembangunan desa 
menjadi penting keterkaitannya dalam penyediaan dan penyaluran 
sarana produksi, penyediaan dana dan investasi, teknologi, serta 
dukungan sistem tataniaga dan perdagangan yang efektif. 
Pengembangan agroindustri pada dasarnya diharapkan selain memacu 
pertumbuhan tingkat ekonomi, juga sekaligus diarahkan untuk 
meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Wibowo 
mengemukakan perlunya pengembangan agroindustri di pedesaan 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar diantaranya:  
(1)  memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta 
komparatif setiap wilayah,  
(2)  memacu peningkatan kemampuan suberdaya manusia dan 
menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan 
di wilayah yang dikembangkan,  
(3)  memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas 
unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang 
bahan baku yang berkelanjutan,  
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(4)  memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan 
subsistem-subsitem agribisnis,  
(5)  menghadirkan berbagai saran pendukung berkembangnya 
industri pedesaan.  
Untuk mengaktualisasikan secara optimal strategi tersebut di 
atas, perumusan perencanaan pembangunan pertanian, perlu 
disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi 
tepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas 
dapat menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan 
berdampak positif terhadap pembangunan wilayah. Pengalaman yang 
sangat berharga bagi kita selama ini menjelaskan bahwa program 
pembangunan desa kurang terkoodinasi dalam suatu sistem yang baik 
dalam konteks sumberdaya maupun secara fungsional seringkali 
kurang menjamin dalam tiga hal endurance (daya tahan), integrity 
(keutuhan) dan continuity (kesinambungan). 
Soekartawi (1993) menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam 
jenis agroindustri adalah: (a) industri pengolahan input pertanian yang 
pada umumnya tidak berlokasi di perdesaan, padat modal, dan 
berskala besar seperti industri pupuk, industri pestisida, dan 
sebagainya, dan (b) industri pengolahan hasil pertanian, seperti 
pengolahan pucuk teh hijau atau teh hitam, pengalengan buah, 
pengolahan minyak kelapa, dan lain-lain. 
Pengembangan wilayah perdesaan diharapkan mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang terlihat dari 
pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan perkapita 
dan penguatan kelembagaan serta kemandirian masyarakat dalam 
menjalankan perannya secara maksimal yang memiliki daya saing 
tinggi melalui pengembangan industri pertanian dengan pendekatan 
berbasis “hulu-hilir”. 
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C. Model Pengembangan Kawasan Agropolitan 
Menurut (Hakim, 2004), Agro bermakna tanah yang dikelolah 
atau budidaya tanaman yang digunakan untuk menunjuk berbagai 
aktivitas berbasis pertanian. Sedangkan polis bermakna a Central Point 
or Principal atau Agro-polis bermakna yaitu lokasi pusat pelayanan 
sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian. 
Secara harafiah, “Agropolitan” berasal dari dua kata yaitu Agro 
(pertanian), dan Politan/polis (kota), sehingga secara umum program 
agropolitan mengandung pengertian pengembangan suatu kawasan 
tertentu yang berbasis pada pertanian (Anonimous, 2005). Karena 
itulah konsep agropolitan bisa multi tafsir, tergantung konteksnya, 
yakni: 
1. Agropolitan adalah konsep dari barat. Agro berarti pertanian 
dan politan atau polis adalah kota, sehingga agropolitan dapat 
diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang 
karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu 
melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan 
pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. 
Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa 
sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dimana 
kawasan pertanian tersebut memiliki fasilitas seperti layaknya 
perkotaan, fasilitas tersebut antara lain yaitu jaringan jalan, 
lembaga pasar, lembaga keuangan, lembaga penyuluhan, dan 
ahli teknologi, lembaga pendidikan, perkantoran, transportasi, 
telekomunikasi, listrik, air bersih, lembaga petani, lembaga 
kesehatan, sarana dan prasarana umum lainnya. 
2. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan 
berkembang yang mampu memacu berkembangnya usaha 
agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, 
menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di 
wilayah sekitarnya. 
3. Agropolitan adalah kota yang berbasis pertanian yang terkait 
dengan pedesaan sekitarnya sebagai penghasil pertanian. Jadi 
agropolitan merupakan simpul terminal atau simpul untuk 
berbagai kegiatan pelayanan untuk dan dari wilayah 
pengaruhnya baik dari yang keluar agropolitan (arus pemasaran 
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dari daerah pertanian dikirim keluar) dan yang masuk (arus 
input produksi dari luar untuk memenuhi daerah pertanian). 
4. Agropolitan dapat diartikan sebagai upaya pengembangan 
kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena 
berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang diharapkan dapat 
melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan 
pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan 
agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih 
pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi 
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang 
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki 
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 
Agropolitan menjadi relevan dengan wilayah pedesaan karena 
pada umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam 
memang merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar 
masyarakat pedesaan. Dari berbagai alternatif model pembangunan, 
pendekatan agropolitan dipandang sebagai konsep yang dapat 
mengatasi permasalahan ketidakseimbangan antara perdesaan dan 
perkotaan selama ini. 
Kawasan Agropolitan, terdiri dari kota pertanian dan desa-desa 
sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang 
tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan, tetapi lebih 
ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Dengan 
kata lain Kawasan Agropolitan adalah Kawasan Agribisnis yang 
memiliki fasilitas perkotaan. 
Kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan 
administratif pemerintah, tetapi lebih ditentukan dengan 
memperhatikan economic of scale dan economic of scope. 
Kawasan agropolitan adalah kawasan terpilih dari kawasan 
agribisnis atau sentra produksi pertanian terpilih dimana pada 
kawasan tersebut terdapat kota pertanian (agropolis) yang merupakan 
pusat pelayanan. (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pertanian, 2003). 
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Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) merupakan kota 
pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem 
dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, 
menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah 
sekitarnya. Kawasan ini terdiri dari kota pertanian dan desa-desa 
sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya dengan batasan yang 
tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih 
ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. 
Suatu kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) yang 
sudah berkembang harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 
1. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di 
dominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam 
suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari 
berikut ini. 
a. Subsistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) yang 
mencakup , peralatan pertanian pupuk dan lain-lain. 
b. Subsistem usaha tani/pertanian (on farm agribusiness) yang 
mencakup usaha: tanaman pangan, holtikultura, 
perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. 
c. Subsistem agribisnis hilir (down strem agribusiness) yang 
meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, 
termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor. 
d. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang 
menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti : perkreditan, 
asuransi, trasportasi, penelitian dan pengembangan, 
pendidikan, penyuluhan, infratruktur dan kebijakan 
pemerintah. 
2. Adanya keterkaitan antara kota dan desa (urban-rural linkages) 
yang bersifat interdependensi/timbal balik dan saling 
membutuhkan, dimana kawasan pertanian di perdesaaan 
mengembangkan usaha budi daya (on farm) dan produk 
olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota 
menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budi daya 
dan  agribisnis  seperti  penyediaan sarana pertanian antara 
lain : modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan 
lain-lain. 
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3. Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut 
didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, tersebut 
didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, 
perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan 
untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana 
pertanian dan permodalan ) agrowisata dan jasa pelayanan. 
4. Kehidupan masyarakat di kawasan sentral produksi pangan 
(agropolitan) sama dengan suasana kehidupan diperkotaan, 
karena prasarana dan infrastruktur yang ada dikawasan 
agropolitan diusahakan tidak jauh berbeda dengan di kota. 
Pengembangan Kawasan Agropolitan, adalah pembangunan 
ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan 
dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada 
untuk mendorong berkembangnya usaha agribisnis yang berdaya 
saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang 
digerakan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.. 
Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan 
sentral produksi pangan (agropolitan) harus dapat memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
1. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai 
untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya 
pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar 
(selanjutnya disebut komoditi unggulan). 
2. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk 
mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis 
khususnya pangan, misalnya:  jalan, sarana irigasi/pengairan, 
sumber air baku, pasar terminal, jaringan telekomunikasi, 
fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan 
agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan 
fasilitas umum serta fasilitas, sosial lainnya. 
3. Memiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensial 
untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan 
(agropolitan) secara mandiri.  
4. Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi 
kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya 
maupun ekosistem secara keseluruhan. 
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Pengelolaan ruang dimaknakan sebagai kegiatan pengaturan, 
pengendalian, pengawasan, evaluasi, penertiban dan peninjauan 
kembali atas pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi pangan 
(agroplitan). 
Program pengembangan kawasan sentra produksi pangan 
(agropolitan) adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang 
dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, 
yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, 
berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat 
dan difasilitasi oleh pemerintah. 
Merujuk pada Rustiadi dkk (2009), secara konseptual 
pengembangan agropolitan merupakan sebuah pendekatan 
pengembangan suatu kawasan pertanian perdesaan yang mampu 
memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat di kawasan produksi pertanian di sekitarnya, baik 
pelayanan yang berhubungan dengan sarana produksi, jasa distribusi, 
maupun pelayanan social ekonomi lainnya sehingga masyarakat 
setempat tidak harus menuju ke kota untuk mendapatkan pelayanan 
yang dibutuhkan. Dengan kata lain, pengembangan agropolitan 
merupakan suatu upaya memperpendek jarak antara masyarakat di 
kawasan sentra pertanian dengan pusat-pusat pelayanan konvensional 
(yang berkembang tanpa orientasi kuat pada pengembangan kegiatan 
pertanian). Dengan demikian pusat-pusat pelayanan baru ini 
(agropolitan) adalah pusat pelayanan dengan cakupan pelayanan 
terbatas dan lebih berorientasi pada pelayanan kebutuhan masyarakat 
pertanian. 
Undang – Undang  No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang menyebutkan bahwa kawasan agropolitan adalah kawasan-
kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah 
perdesaan sebagai social produksi pertanian dan pengelolaan 
sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan 
fungsional dan hierarki keruangan satuan social permukiman dan 
social agrobisnis. 
Keberhasilan pelaksanaan program pengembangan agropolitan 
akan memberikan dampak teknis dan ekonomis secara nyata terhadap 
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pembangunan wilayah, dalam bentuk (Nasution, 1998 dan Rusastra et 
al., 2002) :  
(a)  Harmonisasi dan keterkaitan hubungan yang saling 
menguntungkan antara daerah pedesaan dan perkotaan;  
(b)  Peningkatan produksi, diversifikasi, dan nilai tambah 
pengembangan agribisnis yang dinikmati secara bersama-sama 
oleh masyarakat dalam kawasan pengembangan agropolitan;  
(c)  Peningkatan pendapatan, pemerataan kesejahteraan, perbaikan 
penanganan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan 
pertanian dan pedesaan; dan  
(d)  Dalam konteks regional dan nasional akan terjadi efisiensi 
pemanfaatan sumberdaya, peningkatan keunggulan komparatif 
wilayah, perdagangan antar daerah, dan pemantapan 
pelaksanaan desentralisasi pembangunan. 
Pendekatan semacam ini diasumsikan bisa mendorong 
penduduk perdesaan tetap tinggal di perdesaan melalui investasi di 
wilayah perdesaan. Konsep agropolitan semacam itu pada akhirnya 
dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan penjualan 
hasil-hasil pertanian, mendukung tumbuhnya industri agro-processing 
skala kecil menengah dan mendorong keberagaman aktivitas ekonomi 
dari pusat pasar. Secara teknis, agropolitan lalu dipahami sebagai: (1) 
suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, 
mengandalkan pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah 
perdesaan; dan (2) mestinya bisa menanggulangi dampak sosial 
pembangunan, seperti migrasi desa kota yang tak terkendali, 
kehancuran sumberdaya alam, dan pemiskinan desa. 
Merujuk pada Anwar (1999), dalam konteks pembangunan 
daerah yang berorientasi pada model agropolitan, disarankan agar 
aspek-aspek utama pembangunan (ekonomi, social dan lingkungan) 
seharusnya diterjemahkan sebagai ekonomi perdesaan yang 
berkelanjutan. Pertumbuhan berupa peningkatan kapasitas produksi 
daerah yang diakibatkan oleh aktivitas pertanian secara luas bukan 
hanya peningkatan aktivitas pertanian budidaya saja. Jadi dalam hal ini 
aktivitas pertanian yang mengolah bahan mentah yang dihasilkan dari 
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pertanian budidaya dan aktivitas pemasaran hasil menjadi bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan. Dalam hal ini konsep pembangunan ekonomi 
perdesaan yang berkelanjutan mempunyai kaitan erat dengan aktifitas 
pembangunan wilayah dengan agroindustri dan agrobisnis yang akan 
dikembangkan. 
Pembangunan pertanian haruslah sinergi dari pembangunan 
wilayah pedesaaan dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan poin 
tersebut, dapat dipaparkan bahwa industrialisasi pertanian seharusnya 
membawa cakrawala baru dalam pembangunan pedesaan. 
Meningkatkan produktivitas pertanian harus diikuti oleh peningkatan 
investasi dalam pertanian modern beserta industri pengolahan dan 
sektor jasa lainnya di desa. Pengembangan kawasan potensial dengan 
basis pedesaan sebagai pusat pertumbuhan akan mentransformasikan 
pedesaan menjadi kota-kota pertanian (agropolitan). Perkotaan 
pertanian ini diharapkan dapat mengimbangi interaksi antar wilayah 
secara sehat yang dapat menimbulkan aspek positif lainnya yaitu 
mengurangi arus urbanisasi penduduk. Di samping nilai tambah 
produksi pedesaan akan meningkat, industrialisasi juga akan 
mencegah berkembangnya pengangguran terdidik di desa, dan 
mendorong mereka untuk tetap bekerja dan berpartisipasi dalam 
pembangunan daerahnya, yang juga sebagai pusat-pusat 
pertumbuhan. 
Untuk pengembangan kawasan agropolitan, para pihak yang 
terlibat harus sepenuhnya mendukung semua kegiatan dan turut serta 
baik langsung maupun tidak langsung. Para pihak dimaksud antara 
lain adalah pemerintah (Pusat dan Daerah) sendiri, DPRD, Perguruan 
Tinggi, Lembaga Bisnis, Lembaga Keuangan, Pengusaha. Sedangkan 
kelompok dan lembaga social masyarakat lokal, seperti KUBE dan 
sejenisnya, adalah pihak yang seharusnya mendapatkan keuntungan 
dari adanya partisipasi para pihak tersebut. 
Menurut Depertemen Pertanian (2002), agropolitan terdiri dari 
kata agro dan politan( polis ). Agro berarti pertanian dan politan berarti 
kota. Dengan demikian agropolitan dapat diartikan sebagai kota 
pertanian atau kota di daerah lahan pertanian. Kepala Depertemen 
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Pertanian menjelaskan bahwa kota agropolitan berada pada kawasan 
tersebut sebagai kawasan agropolitan. Dimana kota pertanian dapat 
merupakan sebagai kota menengah, kota kecil, kota kecamatan, kota 
pedesaan atau kota negara yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan 
pedesaan dan desa-desa hinterland di wilayah sekitarnya. Kawasan 
agropolitan yang berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 
1. Mayoritas masyarakatnya memperoleh pendapatan dari 
agrobisnis. 
2. Didominasi oleh kegiatan pertanian, termasuk usaha industri 
(pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, 
perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan 
permodalan ) agrowisata dan jasa pelayanan. 
3. Relasi antar kota, daerah-daerah hinterlandnya bersifat 
interdependensi yang harmonis dan saling membutuhkan. 
Kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (on farm) 
dan produk olahan skala rumah tangga (off farm) dan kota 
menyediakan penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, 
informasi pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi 
pertanian.  
4. Pola kebudayaan masyarakat sama dengan kehidupan kota 
karena sarana dan prasarana yang dimiliki tidak berbeda 
dengan di kota. Batasan kawasan agropolitan ditentukan oleh 
skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi bukan oleh 
batasan administratif. Penetapan kawasan agropolitan 
hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan 
realitas perkembangan agrobisnis yang ada disetiap daerah. 
Konsep agropolitan sangat penting halnya karena merupakan 
landasan atau acuan dalam merencanakan dan mengembangkan suatu 
kawasan agropolitan.  
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan adalah 
kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah 
pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber 
daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan 
fungsional dan hirarki keruangan  satuan sistem permukiman dan 
sistem agrobisnis. 
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Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk 
meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang 
kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, 
dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya 
tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, 
lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan 
jaringan prasarana.  
Kawasan agropolitan merupakan cikal bakal berdirinya 
kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan 
pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan 
produk pertanian. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan 
pendekatan dalam pengembangan kawasan pedesaan. Pendekatan-
pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk antara lain, 
pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan 
pertambangan.  
Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran 
sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang 
dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk 
melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, 
perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan 
prasaranan pembentukan struktur ruang kawasan agropolitan meliputi 
sistem jaringan telekomonikasi,dan sistem jaringan sumber daya air. 
Pola ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran pemanfaatan 
ruang kawasan, baik untuk permanfaatan yang berfungsi lindung 
maupun budi daya. 
Konsep pengembangan agropolitan pertama kali 
diperkenalkan Mc. Douglass dan Friedman sebagai siasat untuk 
pengembangan perdesaan. Konsep agropolitan oleh John Friedman 
dan Mike Douglass tahun 1975 tersebut menyarankan suatu bentuk 
pendekatan sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di 
wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50 ribu sampai 
150 ribu orang. Meskipun terdapat banyak hal dalam pengembangan 
agropolitan, seperti redistribusi tanah, namun konsep ini pada 
dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau 
dengan istilah lain  yang digunakan oleh Friedman adalah “kota di 
ladang”.  
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Arah pengembangan sumber daya alam (SDA) di kawasan 
agropolitan diupayakan tetap berdasarkan paradigma baru 
pengelolaan sumber daya alam (SDA) yaitu sebagai berikut. 
a. Berwawasan lingkungan 
b. Peningkatan peran pemerintah sebagai pembina dan 
fasilitator. 
c. Pelaksanaan konsisten desentralisasi kewenangan. 
d. Secara berlanjut mengkaji ulang arah penanganan SDA 
sehingga sejalan dengan tuntutan globalisasi. 
Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) bisa terdiri 
atas sebagai berikut. 
1. Kawasan lahan pertanian (hinterland)  berupa kawasan 
pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan 
pembenihan, budidaya dan pengelolaan pertanian. Penentuan 
hinterland berupa kecamatan/desa didasarkan atas jarak capai 
atau radius keterikatan dan ketergantungan kecamatan/desa 
tersebut pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) 
di bidang ekonomi dan pelayanan lainnya. 
2. Kawasan pemukiman merupakan kawasan tempat 
bermukimnya para petani dan penduduk kawasan sentra 
produksi pangan (agropolitan). 
3. Kawasan pengolahan dan industri merupakan kawasan 
tempat penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum 
dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar, atau 
diperdagangkan. Di kawasan ini bisa dibangun pergudangan 
dan industri yang mengolah langsung hasil pertanian menjadi 
produk jadi. 
4. Kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum yang terdiri 
dari pasar, kawasan perdagangan, lembaga keuangan, 
terminal agribisnis, dan pelayanan umum lainnya. 
5. Keterkaitan antara kawasan sentra produksi pangan 
(agropolitan) dengan kawasan lainnya, misalnya kawasan 
pemukiman, kawasan industri, dan kawasan konservasi alam. 
Suatu wilayah atau kawasan sentra produksi pangan 
(agropolitan) bisa dipetakan berdasarkan potensi sektor unggulan 
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suatu usaha pertanian dari wilayah tersebut. Cakupan wilayah kawasan 
sentra produksi pangan (agropolitan) terbagi atas tipologi pertanian 
sebagai berikut. 
1. Sektor usaha pertanian tanaman pangan. 
2. Sektor usaha pertanian holtikultura. 
3. Sektor usaha perkebunan. 
4. Sektor usaha peternakan. 
5. Sektor usaha perikanan darat. 
6. Sektor usaha perikanan laut. 
7. Sektor usaha agrowisata. 
8. Kawasan hutan wisata konservasi alam. 
Kawasan sentra produksi pangan memiliki tipologi 
kawasan sesuai klasifikasi sektor usaha pertanian dan 
agribisnisnya masing-masing, seperti dilihat pada Tabel 2 berikut. 
Tabel 2. Tipologi Kawasan Agropolitan 
No Sektor Usaha 
Pertanian  
Tipologi Kawasan  Persyaratan Agroklimat  
01.  Tanaman 
Pangan  
Dataran rendah dan dataran 
tinggi, dengan tekstur lahan 
yang datar, memiliki sarana 
pengairan (irigasi) yang 
memadai.  
Harus sesuai dengan jenis 
komoditi yang dikembangkan 
seperti ketinggian lahan, jenis 
tanah, testur lahan, iklim, dan 
tingkat keasaman tanah.  
02.  Hortikultura  Dataran rendah dan dataran 
tinggi, dengan tekstur lahan 
datar dan berbukit, dan 
tersedia sumber air yang 
memadai.  
Harus sesuai dengan jenis 
komoditi yang dikembangkan 
seperti ketinggian lahan, jenis 
tanah, testur lahan, iklim, dan 
tingkat keasaman tanah.  
03.  Perkebunan  Dataran tinggi, dengan 
tekstur lahan berbukit, dekat 
dengan kawasan konservasi 
alam, memiliki keindahan 
alam, tanaman tahunan 
Harus sesuai dengan jenis 
komoditi yang dikembangkan 
seperti ketinggian lahan, jenis 
tanah, testur lahan, iklim, dan 
tingkat keasaman tanah.  
04.  Peternakan  Dekat kawasan pertanian 
dan perkebunan, dengan 
sistem sanitasi yang 
memadai.  
Lokasi tidak boleh berada 
dipermukiman dan 
memperhatikan aspek adaptasi 
lingkungan.  
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05.  perikanan 
darat  
Terletak pada kolam 
perikanan darat, tambak, 
danau alam dan danau 
buatan, daerah aliran sungai 
baik dalam bentuk keramba 
maupun tangkapan alam.  
Memperhatikan aspek 
keseimbangan ekologi dan tidak 
merusak ekosistem lingkungan 
yang ada.  
06.  Perikanan laut  Daerah pesisir pantai hingga 
lautan dalam hingga batas 
wilayah zona. ekonomi 
ekslusif perairan NKRI.  
Memperhatikan aspek 
keseimbangan ekologi dan tidak 
merusak ekosistem lingkungan 
yang ada. 
07.  Agrowisata  pengembangan usaha 
pertanian dan perkebunan 
yang disamping tetap 
berproduksi dikembangkan 
menjadi kawasan wisata 
alam tanpa meninggalkan 
fungsi utamanya sebagai 
lahan pertanian produktif.  
Harus sesuai dengan jenis 
komoditi yang dikembangkan 
seperti ketinggian lahan, jenis 
tanah, testur lahan, iklim, dan 
tingkat keasaman tanah.  
08.  hutan wisata 
konservasi 
alam  
kawasan hutan lindung 
dikawasan tanah milik 
negara, kawasan ini biasanya 
berbatasan langsung dengan 
kawasan lahan pertanian 
dan perkebunan dengan 
tanda batas wilayah yang 
jelas.  
Sesuai dengan karakteristik 
lingkungan alam wilayah 
konservasi hutan setempat.  
 
Infrastruktur penunjang diarahkan untuk mendukung 
pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam suatu 
kesisteman yang utuh dan menyeluruh pada kawasan sentra 
produksi pangan (agropolitan), yaitu meliputi sebagai berikut. 
1. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem 
agribisnis hulu (up stream agribusiness) untuk menunjang 
kelancaran aliran barang masuk dari kota ke kawasan sentra 
produksi pangan dan sebaliknya. Seperti bibit, benih, mesin 
dan peralatan pertanian, pupuk, pestisida, obat/vaksin 
ternak, dan lain-lain. Jenis dukungan sarana dan prasarana 
dapat berupa sebagai berikut. 
a. Jalan penghubung antar desa-kota. 
b. Gudang penyimpanan Saprotan (sarana produksi 
pertanian). 
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c. Tempat bongkar muat Saprotan. 
2.  Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem 
usaha tani/pertanian primer (on-farm agribusiness) untuk 
peningkatan produksi usaha budidaya pertanian yaitu berupa 
tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, 
perikanan, dan kehutanan. Jenis dukungan tersebut dapat 
berupa sebagai berikut. 
a. Jalan usaha tani (farm road) dari desa pusat ke desa 
hinterland maupun antar desa hinterland yang menjadi 
pemasok hasil pertanian. 
b. Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan sarana 
irigasi untuk mengairi dan menyirami lahan pertanian. 
c. Dermaga, tempat pendaratan kapal penangkap ikan, dan 
tambatan perahu pada kawasan budidaya perikanan 
tangkapan, baik di danau ataupun di laut. 
d. Sub terminal pengumpul pada desa-desa yang menjadi 
hinterland. 
3.  Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung 
subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness) berupa 
industri-industri pengolahan hasil pertanian sebelum 
dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis dukungan 
sarana dan prasarana dapat berupa sebagai berikut. 
a. Sarana pengeringan hasil pertanian seperti lantai jamur 
gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat 
penjemuran ikan. 
b. Gudang penyimpanan hasil pertanian termasuk 
didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (cold storage). 
c. Sarana pengolahan hasil pertanian seperti tempat 
penggilingan, tempat pengemasan, rumah potong hewan, 
tempat pencucian dan sortir hasil pertanian, sarana 
industri-industri rumah tangga termasuk food service. Seperti 
pembuatan keripik, dodol, jus, bubuk/tepung, produk 
segar supermarket, aero catering, dan lain-lain. 
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d. Sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian seperti 
pasar tradisional, kios cinderamata, pasar hewan, tempat 
pelelangan ikan, dan terminal agribisnis. 
e. Terminal, pelataran, tempat parker serta bongkar muat 
barang, termasuk sub terminal agribisnis (STA). 
f. Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan 
agribisnis. 
g. Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan 
koperasi usaha bersama (KUB), perbankan, balai 
pendidikan dan pelatihan agribisnis. 
h. Jalan antar desa-kota, jalan antar desa, jalan poros desa 
dan jalan lingkar desa yang menghubungkan beberapa 
desa hinterland. 
i. Sarana penunjang seperti pembangkit listrik/generator 
listrik, telepon, sarana air bersih untuk pembersihan dan 
pengolahan hasil pertanian, sarana pembuangan limbah 
industri dan sampah hasil olahan. 
Kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan agropolitan 
yaitu bertujuan guna mengatahui karakteristik dan kesesuaian lahan 
untuk dikembangkan menjadi suatu kawasan agropolitan. Adapun 
kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan agropolitan yaitu 
sebagai berikut. 
1. Karakteristik dan Kesesuaian Lahan 
Untuk mengetahui karakteristik dan kesesuaian lahan untuk 
pengembangan wilayah pedesaan khususnya pertanian 
beberapa indikator, menurut Johan dan Holzs H (1993) dalam 
Sukiran (1996) adalah sebagai berikut. 
a. Bentuk daratan dan tubuh tanah 
Pada umumnya bentuk daratan pertanian dikategorikan 
yaitu lereng dengan kemiringan 0-6 °  dapat digunakan 
sebagai pertanian bahan makanan, lereng dengan 
kemiringan 12-18° diperuntukkan bagi tanaman keras dan 
lereng 18° untuk hutan. 
b. Iklim dan air 
Iklim dan air sangat besar pengaruhnya pada tumbuh-
tumbuhan, unsur utama iklim adalah temperatur dan curah 
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hujan tanaman. Curah hujan tanaman antara 1.200 – 1.500 
mm/th dan untuk perkebunan curah hujan tanaman antara 
1.500 – 3.000 mm/th dengan temperatur 9 - 38° serta 
curah hujan untuk peternakan adalah 800 – 1.500 mm/th. 
c. Tanah 
Tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai 
peranan penting dalam aktifitas manusia. 
2.   Produktifitas Lahan 
Foth (1991) dalam Sukiran (1997), mendefinisikan bahwa 
produktifitas adalah kemampuan lahan atau tanah untuk 
memproduksi satu spesies tanaman tertentu atau sekelompok 
tanaman di bawah satu sistem manajemen khusus agar tanah 
itu produktif, maka tanah itu harus subur. Meskipun tidak 
berarti bahwa tanah yang subur tidak selalu produktif. 
Dikatakan pula bahwa kesuburan sebagai kualitas yang 
memungkinkan suatu tanah untuk menyediakan unsur-unsur 
hara yang memadai, baik dalam jumlah maupun imbangannya 
untuk pertumbuhan tanaman, maupun tingkat kesuburan tanah 
dapat ditentukan pula oleh struktur tanah itu sendiri. Tekstur 
merupakan perbandingan kasar atau halusnya suatu tanah 
(relatif pasir, debu dan liat) atau sekelompok partikel lain 
berukuran lebih kecil dari kerikil (diameter kurang dari 2 mm). 
Beretha (1991) mengemukakan bahwa masyarakat desa 
sebagian besar dari mereka hidup dari pertanian, dimana lahan 
memegang peranan penting. Lahan pedesaan di fungsikan 
sebagai kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, lahan adalah 
faktor utama sebagai pendukung kehidupan dan penghidupan 
masyarakat desa dengan berkembangnya suatu wilayah 
pedesaan, maka akan meningkat pula pembangunan fasilitas-
fasilitas sosial, prasarana bidang ekonomi yang tentunya 
membutuhkan lahan. Dalam keadaan demikian akan terjadi 
pengalihan fungsi lahan (konversi lahan) yang tidak menutup 
kemungkinan lahan pertanian akan mendapat tekanan 
permintaan untuk penggunaan bagi kegiatan non-pertanian 
seperti industri dan pemukiman. 
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Secara lebih luas, pengembangan kawasan agropolitan 
diharapkan dapat mendukung terjadinya sistem kota-kota yang 
terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan antar kota dalam 
bentuk pergerakan barang, modal, dan manusia. Melalui dukungan 
sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar 
kawasan agropolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, 
perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat 
terwujud. 
Model pengembangan kawasan agropolitan juga menjadi 
pendekatan didalam mendorong keterlibatan secara optimal actor-
aktor pembangunan sebagai pelaku utama dengan tingkat partisipasi 
yang tinggi dalam pembangunan khususnya di wilayah perdesaan. 
D. Model Pengembangan Kawasan Agrowisata 
Di Indonesia, Agrowisata atau agroturisme didefinisikan 
sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha 
agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk 
memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha 
di bidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang 
menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan 
bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber 
daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal 
(indigenous knowledge) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi 
lingkungan alaminya (http://database.deptan.go.id). 
Sutjipta (2001) mendefinisikan, agrowisata sebagai sebuah 
sistem kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi untuk pengembangan 
pariwisata sekaligus pertanian, dalam kaitannya dengan pelestarian 
lingkungan, dan peningkatan kesajahteraan masyarakat petani. 
Secara umum konsep agrowisata mengandung pengertian 
suatu kegiatan perjalanan atau wisata yang dipadukan dengan aspek-
aspek kegiatan pertanian. Pengertian ini mengacu pada unsur rekreatif 
yang memang sudah menjadi ciri kegiatan wisata, unsur pendidikan 
dalam kemasan paket wisatanya, serta unsur sosial ekonomi dalam 
pembangunan pertanian dan perdesaan. Dari segi substansinya 
kegiatan agrowisata lebih menitikberatkan pada upaya menampilkan 
174 
 
kegiatan pertanian dan suasana perdesaan sebagai daya tarik utama 
wisatanya tanpa mengabaikan segi kenyamanan. 
Pada dasarnya agrowisata merupakan kegiatan yang berupaya 
mengembangkan sumberdaya alam suatu daerah yang memiliki 
potensi di bidang pertanian untuk dijadikan kawasan wisata. Daerah 
perkebunan, sentra penghasil sayuran tertentu dan wilayah perdesaan 
berpotensi besar menjadi objek agrowisata. Potensi yang terkandung 
tersebut harus dilihat dari segi lingkungan alam, letak geografis, jenis 
produk, atau komoditas pertanian yang dihasilkan, serta sarana dan 
prasarananya (Sumarwoto, 1990). 
Pengembangan agrowisata pada hakikatnya merupakan upaya 
terhadap pemanfaatan potensi atraksi wisata pertanian. Berdasarkan 
Surat Keputusan (SK) bersama antara Menteri Pariwisata, Pos dan 
Telekomunikasi dan Menteri Pertanian No. 
KM.47/PW.DOW/MPPT-89 dan No. 204/KPTS/HK/050/4/1989 
agrowisata sebagai bagian dari objek wisata, diartikan sebagai suatu 
bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata 
dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi 
dan hubungan usaha di bidang pertanian. Agrowisata diberi batasan 
sebagai wisata yang memanfaatkan objek-objek pertanian (Tirtawinata 
dan Fachruddin, 1996). 
Sementara itu, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa 
agrowisata adalah usahatani yang pemasarannya berorientasi pada 
kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pariwisata. Misalnya 
usaha penggemukan sapi atau budidaya sayur-sayuran yang 
pemasaran hasilnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hotel atau 
restoran yang melayani wisatawan. Di sini teknologi yang diterapkan 
adalah teknologi usahatani yang dapat mencapai mutu produksi sesuai 
dengan permintaan hotel atau restoran. Jadi, agrowisata merupakan 
salah satu bentuk kegiatan agribisnis. 
Agrowisata, menurut Moh. Reza T. dan Lisdiana F, adalah 
objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, 
pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. 
Agrowisata atau agrotourism dapat diartikan juga seabagai 
pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada 
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pembudidayaan kekayaan alam. Industri ini mengandalkan pada 
kemampuan budidaya baik pertanian, peternakan, perikanan atau pun 
kehutanan. Dengan demikian agrowisata tidak sekedar mencakup 
sektor pertanian, melainkan juga budidaya perairan baik darat 
maupun laut. 
Pandangan-pandangan tentang agrowisata sebagaimana 
disebutkan sebelumnya, pada dasarnya memberikan pengertian bahwa 
adanya keinginan untuk mengkaitkan antara sektor pertanian dan 
sektor pariwisata. Harapannya adalah agar sektor pertanian dapat 
semakin berkembang, karena mendapatkan nilai-tambah dari 
sentuhannya dengan sektor pariwisata. Secara singkat mungkin dapat 
disebutkan bahwa agrowisata adalah suatu kegiatan yang secara sadar 
ingin menempatkan sektor primer (pertanian) di kawasan sektor 
tersier (pariwisata), agar perkembangan sektor primer itu dapat lebih 
dipercepat, dan petani mendapatkan peningkatan pendapatan dari 
kegiatan pariwisata yang memanfaatkan sektor pertanian tersebut. 
Dengan demikian akan dapat lebih mempercepat peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor primer, atau sektor 
primer (pertanian) tidak semakin terpinggirkan dengan perkembangan 
kegiatan di sektor pariwisata. Kegiatan agrowisata dapat disebutkan 
sebagai kegiatan yang memihak pada rakyat miskin (Goodwin, 2000). 
Pengembangan kawasan agrowisata berarti mengembangkan 
suatu kawasan yang mengedepankan wisata sebagai salah satu 
pendorong pertumbuhan ekonominya. Industri wisata ini yang 
diharapkan mampu menunjang berkembangnya pembangunan 
agribisnis secara umum. 
Kawasan agrowisata sebagai sebuah sistem tidak dibatasi oleh 
batasan-batasan yang bersifat administratif, tetapi lebih pada skala 
ekonomi dan ekologi yang melingkupi kawasan agrowisata tersebut. 
Ini berarti kawasan agrowisata dapat meliputi desa-desa dan kota-kota 
sekaligus, sesuai dengan pola interaksi ekonomi dan ekologinya. 
Kawasan-kawasan pedesaan dan daerah pinggiran dapat menjadi 
kawasan sentra produksi dan lokasi wisata alam, sedangkan daerah 
perkotaan menjadi kawasan pelayanan wisata, pusat-pusat kerajinan, 
yang berkaitan dengan penanganan pasca panen, ataupun terminal 
agribisnis. 
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Kawasan agrowisata yang dimaksud merupakan kawasan 
berskala lokal yaitu pada tingkat wilayah Kabupaten/Kota baik dalam 
konteks interaksi antar kawasan lokal tersebut maupun dalam konteks 
kewilayahan propinsi atau pun yang lebih tinggi. 
Potensi objek wisata dapat dibedakan menjadi objek wisata 
alami dan buatan manusia. Objek wisata alami dapat berupa kondisi 
iklim (udara bersih dan sejuk, suhu dan sinar matahari yang nyaman, 
kesunyian), pemandangan alam (panorama pegunungan yang indah, 
air terjun, danau dan sungai yang khas), dan sumber air kesehatan (air 
mineral, air panas). Objek wisata buatan manusia dapat berupa falitas 
atau prasarana, peninggalan sejarah dan budidaya, pola hidup 
masyarakat dan taman-taman untuk rekreasi atau olah raga. 
Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (eco-
tourism), yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau 
mencemari alam dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati 
keindahan alam, hewan atau tumbuhan liar di lingkungan alaminya 
serta sebagai sarana pendidikan (Deptan, 2005).  
Antara wisata ekologi dan agrowisata berpegang pada prinsip 
yang sama. Prinsip-prinsip tersebut, menurut Wood dalam Pitana 
(2002) adalah:  
a)  Menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap 
alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata.  
b)  Memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai 
pentingnya suatu pelestarian.  
c)  Menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab yang 
bekerjasama dengan unsur pemerintah dan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan 
manfaat pada usaha pelestarian.  
d)  Mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk 
tujuan pelestarian, menejemen sumberdaya alam dan kawasan 
yang dilindungi.  
e)  Memberi penekanan pada kebutuhan zone pariwisata regional 
dan penataan serta pengelolaan tanam-tanaman untuk tujuan 
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wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan wisata 
tersebut.  
f)  Memberikan penekanan pada kegunaan studi-studi berbasiskan 
lingkungan dan sosial, dan program-program jangka panjang, 
untuk mengevaluasi dan menekan serendah-rendahnya dampak 
pariwisata terhadap lingkungan.  
g)  Mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk negara, 
pebisnis, dan masyarakat lokal, terutama penduduk yang tinggal 
di wilayah sekitar kawasan yang dilindungi.  
h)  Berusaha untuk meyakinkan bahwa perkembangan pariwisata 
tidak melampui batas-batas sosial dan lingkungan yang dapat 
diterima seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah 
bekerjasama dengan penduduk lokal.  
i)  Mempercayakan pemanfaatan sumber energi, melindungi 
tumbuh-tumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikannya 
dengan lingkungan alam dan budaya. 
Utama (2005) menemukan, bahwa faktor pendorong wisatawan 
mengunjungi objek wisata bertipe ecotourism dan agritourism adalah 
dominan dipengaruhi oleh faktor relaxation, escape, strengthening family 
bond, dan play. Kunjungannya untuk memenuhi tujuan penyegaran 
tubuh, menghilangkan kejenuhan, ajakan teman atau keluarga, dan 
mencari hiburan atau bermain. 
Dewasa ini, manusia dalam menjalani hidupnya dipenuhi 
dengan aktivitas/rutinitas yang monoton, kesibukan dilingkungan 
kerja dan aktivitas dan kepadatan di kota, menyebabkan manusia 
mengalami kejenuhan. Untuk kedepan, prospek pengembangan 
agrowisata diperkirakan sangat cerah.  
Pengembangan agrowisata dapat diarahkan dalam bentuk 
ruangan tertutup (seperti museum), ruangan terbuka (taman atau 
lansekap), atau kombinasi antara keduanya. Tampilan agrowisata 
ruangan tertutup dapat berupa koleksi alat-alat pertanian yang khas 
dan bernilai sejarah atau naskah dan visualisasi sejarah penggunaan 
lahan maupun proses pengolahan hasil pertanian. Agrowisata ruangan 
terbuka dapat berupa penataan lahan yang khas dan sesuai dengan 
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kapabilitas dan tipologi lahan untuk mendukung suatu sistem 
usahatani yang efektif dan berkelanjutan. Komponen utama 
pengembangan agrowisata ruangan terbuka dapat berupa flora dan 
fauna yang dibudidayakan maupun liar, teknologi budi daya dan 
pascapanen komoditas pertanian yang khas dan bernilai sejarah, 
atraksi budaya pertanian setempat, dan pemandangan alam berlatar 
belakang pertanian dengan kenyamanan yang dapat dirasakan. 
Agrowisata ruangan terbuka dapat dilakukan dalam dua versi/pola, 
yaitu alami dan buatan (http://database.deptan.go.id).  
Selanjutnya agrowisata ruangan terbuka dapat dikembangkan 
dalam dua versi/pola, yaitu alami dan buatan, yang dapat dirinci 
sebagai berikut: 
a) Agrowisata Ruang Terbuka Alami  
Objek agrowisata ruangan terbuka alami ini berada pada areal 
di mana kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat 
petani setempat sesuai dengan kehidupan keseharian mereka. 
Masyarakat melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang 
biasa mereka lakukan tanpa ada pengaturan dari pihak lain. 
Untuk memberikan tambahan kenikmatan kepada wisatawan, 
atraksi-atraksi spesifik yang dilakukan oleh masyarakat dapat 
lebih ditonjolkan, namun tetap menjaga nilai estetika alaminya. 
Sementara fasilitas pendukung untuk kenyamanan wisatawan 
tetap disediakan sejauh tidak bertentangan dengan kultur dan 
estetika asli yang ada, seperti sarana transportasi, tempat 
berteduh, sanitasi, dan keamanan dari binatang buas. Contoh 
agrowisata terbuka alami adalah kawasan Suku Baduy di 
Pandeglang dan Suku Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat; Suku 
Tengger di Jawa Timur; Bali dengan teknologi subaknya; dan 
Papua dengan berbagai pola atraksi pengelolaan lahan untuk 
budi daya umbi-umbian.  
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Gambar 9. Kawasan Wisata Bromo 
b) Agrowisata Ruang Terbuka Buatan  
Kawasan agrowisata ruang terbuka buatan ini dapat didesain 
pada kawasan-kawasan yang spesifik, namun belum dikuasai 
atau disentuh oleh masyarakat adat. Tata ruang peruntukan 
lahan diatur sesuai dengan daya dukungnya dan komoditas 
pertanian yang dikembangkan memiliki nilai jual untuk 
wisatawan. Demikian pula teknologi yang diterapkan diambil 
dari budaya masyarakat lokal yang ada, diramu sedemikian rupa 
sehingga dapat menghasilkan produk atraksi agrowisata yang 
menarik. Fasilitas pendukung untuk akomodasi wisatawan 
dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, 
namun tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. 
Kegiatan wisata ini dapat dikelola oleh suatu badan usaha, 
sedang pelaksana atraksi parsialnya tetap dilakukan oleh petani 
lokal yang memiliki teknologi yang diterapkan.  
Peranan agrowisata adalah untuk menghasilkan pendapatan 
tambahan bagi petani. Agrowisata juga merupakan kesempatan untuk 
mendidik orang banyak/masyarakat tentang pertanian dan 
ecosystems, bagaimana masyarakat yang awam dengan pertanian 
dapat langsung berinteraksi dengan tanaman/lingkungan pertanian. 
Pemain Kunci didalam agrowisata ini adalah petani, 
pengunjung/wisatawan, pemerintah atau institusi dan stakeholder 
terkait khususnya pemandu wisata atau perusahaan yang bergerak di 
sektor pariwisata. Peran dan interaksi mereka secara bersama-sama 
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adalah penting untuk menuju sukses dalam pengembangan 
Agrowisata.  
Keuntungan dari pengembangan agrowisata bagi petani lokal 
dapat dirinci sebagai berikut (Lobo dkk, 1999):  
1. Agriturism dapat memunculkan peluang bagi petani lokal untuk 
meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup serta 
kelangsungan operasi mereka; 
2. Menjadi sarana yang baik untuk mendidik orang 
banyak/masyarakat tentang pentingnya pertanian dan 
kontribusinya untuk perekoniman secara luas dan 
meningkatkan mutu hidup; 
3. Mengurangi arus urbanisasi ke perkotaan karena masyarakat 
telah mampu mendapatkan pendapatan yang layak dari 
usahanya di desa (agritourism)  
4. Agrowisata dapat menjadi media promosi untuk produk lokal, 
dan membantu perkembangan regional dalam memasarkan 
usaha dan menciptakan nilai tambah dan “direct-marking” 
merangsang kegiatan ekonomi dan memberikan manfaat 
kepada masyarakat di daerah dimana agrowisata dikembangkan. 
Sedangkan Manfaat agrowisata bagi pengunjung (Rilla, 1999) 
adalah sebagai berikut: 
1. Menjalin hubungan kekeluargaan dengan petani atau 
masyarakat lokal.  
2. Meningkatkan kesehatan dan kesegaran tubuh  
3. Beristirahat dan menghilangkan kejenuhan  
4. Mendapatkan petualangan yang mengagumkan  
5. Mendapatkan makanan yang benar-benar alami (organic food)  
6. Mendapatkan suasana yang benar-benar berbeda  
7. Biaya yang murah karena agrowisata relatif lebih murah dari 
wisata yang lainnya. 
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Sumber : Koleksi Pribadi 
Gambar 9. Agrowisata Kebun Apel di Batu Malang 
Sutjipta (2001) menganggap, agrowisata dapat berkembang 
dengan baik jika terjadi Tri mitra dan tri karya pembangunan 
agrowisata yang meliputi, pemerintah sebagai pembuat aturan, 
rakyat/petani sebagai subyek, dan dunia usaha pariwisata sebagai 
penggerak perekonomian rakyat. 
Menurut Afandhi (2005), Pembangunan dan Pengembangan 
wisata agro bagi dunia usaha dapat dilakukan oleh ketiga pelaku 
ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, Perusahaan 
Nasional, Koperasi, dan Usaha Perorangan. Ketiga Pelaku ekonomi 
tersebut harus berdasarkan pola manajemen perusahaan penuh 
dengan modal yang rasional, sehingga ratio costbenefit dan return on 
invenstment dapat diukur setiap tahun, sedangkan cara atau system 
pengelolaannya dapat dilakukan secara sendiri atau kerjasama (join 
venture), bagi hasil (sharing), dan lain-lain dengan prinsip saling 
menguntungkan. 
Pola pengelolaan agriwisata yang dikembangkan atau 
dibangun perlu dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat 
setempat dalam berbagai kegiatan yang menunjang usaha tersebut. 
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Dengan keikutsertaan masyarakat di dalam pengembangan 
agrowisata, diharapkan dapat ditumbuhkembangkan interaksi positif 
dalam bentuk rasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab dalam 
menjaga eksistensi obyek agrowisata.  
Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui :  
1. Masyarakat desa yang memiliki lahan di dalam kawasan yang 
dibangun agar tetap dapat mengolah lahannya sehingga 
menunjang peningkatan hasil produk pertanian yang menjadi 
daya tarik wisata agro dan di sisi lain akan mendorong rasa 
memiliki dan tanggungjawab di dalam pengelolaan kawasan 
secara keseluruhan.  
2. Melibatkan masyarakat desa setempat di dalam kegiatan 
perusahaan secara langsung sebagai tenaga kerja, baik untuk 
pertanian maupun untuk pelayanan wisata, pemandu dan lain-
lain. Untuk itu pihak pengelola perlu melakukan langkah-
langkah dan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan tenaga kerja khusus yang berasal dari masyarakat.  
3. Menyediakan fasilitas dan tempat penjualan hasil pertanian, 
kerajinan dan cendera mata bagi masyarakat desa di sekitar 
kawasan, sehingga dapat memperkenalkan khas setempat 
sekaligus untuk meningkatkan penghasilan. Disamping itu, 
dapat pula diikutsertakan di dalam penampilan atraksi seni dan 
budaya setempat untuk disajikan kepada wisatawan.  
Pada hakekatnya pengembangan agrowisata mempunyai 
tujuan ganda termasuk promosi produk pertanian Indonesia, 
meningkatkan volume penjualan, membantu meningkatkan perolehan 
devisa, membantu meningkatkan pendapatan petani nelayan dan 
masyarakat sekitar, disamping untuk meningkatkan jenis dan variasi 
produk pariwisata Indonesia.  
Obyek agrowisata harus mencerminkan pola pertanian 
Indonesia baik tradisional ataupun modern guna memberikan daya 
tarik tersendiri bagi pengunjung/wisatawan. Di lokasi atau di sekitar 
lokasi dapat diadakan berbagai jenis atraksi/ kegiatan pariwisata 
sesuai dengan potensi sumber daya pertanian dan kebudayaan 
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setempat. Sampai saat ini, berbagai obyek agrowisata yang potensial 
relatif belum banyak menarik pengunjung, antara lain karena 
terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia serta kurangnya 
promosi dan pemasaran kepada masyarakat luas baik di dalam 
maupun di luar negeri. Untuk itu perlu ditempuh suatu koordinasi 
promosi antara pengelola dengan berbagai pihak yang berkecimpung 
dalam bidang promosi dan pemasaran obyek-obyek agrowisata, baik 
instansi pemerintah maupun biro-biro perjalanan wisata. Hal ini 
mengingat agrowisata merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri 
karena mempunyai lingkup yang luas dan keterkaitan dengan tugas 
serta wewenang berbagai instansi terkait seperti Kementerian 
Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan instansi 
terkait lainnya, kalangan usaha serta masyarakat pada umumnya. 
Kawasan agrowisata yang sudah berkembang memiliki kriteria-
kriteria, karakter dan ciri-ciri yang dapat dikenali. Kawasan agrowisata 
merupakan suatu kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut: 
1)    Memiliki potensi atau basis kawasan di sektor agro baik 
pertanian, hortikultura, perikanan maupun peternakan, 
misalnya: 
a.    Sub sistem usaha pertanian primer (on farm) yang antara 
lain terdiri dari pertanian tanaman pangan dan holtikultura, 
perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. 
b.   Sub sistem industri pertanian yang antara lain terdiri 
industri pengolahan, kerajinan, pengemasan, dan 
pemasaran baik lokal maupun ekspor. 
c.    Sub sistem pelayanan yang menunjang kesinambungan dan 
daya dukung kawasan baik terhadap industri & layanan 
wisata maupun sektor agro, misalnya transportasi dan 
akomodasi, penelitian dan pengembangan, perbankan dan 
asuransi, fasilitas telekomunikasi dan infrastruktur. 
2)    Adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan 
pertanian dan wisata dengan keterkaitan dan ketergantungan 
yang cukup tinggi. Kegiatan pertanian yang mendorong 
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tumbuhnya industri pariwisata, dan sebaliknya kegiatan 
pariwisata yang memacu berkembangnya sektor agro. 
3)    Adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi 
kegiatan agro dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan 
kawasan. Berbagai kegiatan dan produk wisata dapat 
dikembangkan secara berkelanjutan. 
Upaya pengembangan Agrowisata secara garis besar 
mencakup aspek pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya 
alam, promosi, dukungan sarana dan kelembagaan 
(http://database.deptan.go.id). Selanjutnya aspek-aspek tersebut 
dapat dirinci sebagai berikut: 
a) Sumberdaya Manusia  
Sumberdaya manusia mulai dari pengelola sampai kepada 
masyarakat berperan penting dalam keberhasilan 
pengembangan Agrowisata. Kemampuan pengelola Agrowisata 
dalam menetapkan target sasaran dan menyediakan, mengemas, 
menyajikan paket-paket wisata serta promosi yang terus 
menerus sesuai dengan potensi yang dimiliki sangat 
menentukan keberhasilan dalam mendatangkan wisatawan. 
Dalam hal ini keberadaan/peran pemandu wisata dinilai sangat 
penting. Kemampuan pemandu wisata yang memiliki 
pengetahuan ilmu dan keterampilan menjual produk wisata 
sangat menentukan. Pengetahuan pemandu wisata seringkali 
tidak hanya terbatas kepada produk dari objek wisata yang 
dijual tetapi juga pengetahuan umum terutama hal-hal yang 
lebih mendalam berkaitan dengan produk wisata tersebut.  
Ketersediaan dan upaya penyiapan tenaga pemandu Agrowisata 
saat ini dinilai masih terbatas. Pada jenjang pendidikan formal 
seperti pendidikan pariwisata, mata ajaran Agrowisata dinilai 
belum memadai sesuai dengan potensi Agrowisata di 
Indonesia. Sebaliknya pada pendidikan pertanian, mata ajaran 
kepariwisataan juga praktis belum diajarkan. Untuk mengatasi 
kesenjangan tersebut pemandu Agrowisata dapat dibina dari 
pensiunan dan atau tenaga yang masih produktif dengan latar 
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belakang pendidikan pertanian atau pariwisata dengan 
tambahan kursus singkat pada bidang yang belum dikuasainya. 
b) Promosi  
Kegiatan promosi merupakan kunci dalam mendorong 
kegiatan Agrowisata. Informasi dan pesan promosi dapat 
dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui leaflet, booklet, 
pameran, cinderamata, mass media (dalam bentuk iklan atau 
media audiovisual), serta penyediaan informasi pada tempat 
public (hotel, restoran, bandara dan lainnya). Dalam kaitan ini 
kerjasama antara objek Agrowisata dengan Biro Perjalanan, 
Perhotelan, dan Jasa Angkutan sangat berperan. Salah satu 
metoda promosi yang dinilai efektif dalam mempromosikan 
objek Agrowisata adalah metoda "tasting", yaitu memberi 
kesempatan kepada calon konsumen/wisatawan untuk datang 
dan menentukan pilihan konsumsi dan menikmati produk 
tanpa pengawasan berlebihan sehingga wisatawan merasa 
betah. Kesan yang dialami promosi ini akan menciptakan 
promosi tahap kedua dan berantai dengan sendirinya. 
c) Sumberdaya Alam dan Lingkungan  
Sebagai bagian dari usaha pertanian, usaha Agrowisata sangat 
mengandalkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan. 
Sumberdaya alam dan lingkungan tersebut mencakup 
sumberdaya objek wisata yang dijual serta lingkungan sekitar 
termasuk masyarakat. Untuk itu upaya mempertahankan 
kelestraian dan keasrian sumberdaya alam dan lingkungan yang 
dijual sangat menentukan keberlanjutan usaha Agrowisata. 
Kondisi lingkungan masyarakat sekitar sangat menentukan 
minat wisatawan untuk berkunjung. Sebaik apapun objek 
wisata yang ditawarkan namun apabila berada di tengah 
masyarakat tidak menerima kehadirannya akan menyulitkan 
dalam pemasaran objek wisata. Antara usaha Agrowisata 
dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan terdapat 
hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Usaha 
Agrowisata berkelanjutan membutuhkan terbinanya 
sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari, sebaliknya dari 
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usaha bisnis yang dihasilkannya dapat diciptakan sumberdaya 
alam dan lingkungan yang lestari.  
Usaha Agrowisata bersifat jangka panjang dan hampir tidak 
mungkin sebagai usaha jangka pendek, untuk itu segala usaha 
perlu dilakukan dalam perspektif jangka panjang. Sekali 
konsumen/wisatawan mendapatkan kesan buruknya kondisi 
sumberdaya wisata dan lingkungan, dapat berdampak jangka 
panjang untuk mengembalikannya. Dapat dikemukakan bahwa 
Agrowisata merupakan usaha agribisnis yang membutuhkan 
keharmonisan semua aspek. 
d) Dukungan Sarana dan Prasarana  
Kehadiran konsumen/wisatawan juga ditentukan oleh 
kemudahan-kemudahan yang diciptakan, mulai dari pelayanan 
yang baik, kemudahan akomodasi dan transportasi sampai 
kepada kesadaran masyarakat sekitarnya. Upaya menghilangkan 
hal-hal yang bersifat formal, kaku dan menciptakan suasana 
santai serta kesan bersih dan aman merupakan aspek penting 
yang perlu diciptakan. 
e) Kelembagaan  
Pengembangan Agrowisata memerlukan dukungan semua 
pihak pemerintah, swasta terutama pengusaha Agrowisata, 
lembaga yang terkait seperti perjalanan wisata, perhotelan dan 
lainnya, perguruan tinggi serta masyarakat. Pemerintah 
bertindak sebagai fasilitator dalam mendukung berkembangnya 
Agrowisata dalam bentuk kemudahan perijinan dan lainnya. 
Intervensi pemerintah terbatas kepada pengaturan agar tidak 
terjadi iklim usaha yang saling mematikan. Untuk itu kerjasama 
baik antara pengusaha objek Agrowisata, maupun antara objek 
Agrowisata dengan lembaga pendukung (perjalanan wisata, 
perhotelan dan lainnya) sangat penting. Terobosan kegiatan 
bersama dalam rangka lebih mengembangkan usaha agro 
diperlukan. 
Sedangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan 
suatu agrowisata dalam kaitannya dengan atraksi yang ditawarkan 
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sebagai objek wisata, Syamsu dkk, (2001) mengindentifikasikan 
faktor-faktor tersebut sebagai berikut: 
a. Kelangkaan  
Jika wisatawan melakukan wisata di suatu kawasan agrowisata, 
wisatawan mengharapkan suguhan hamparan perkebunan atau 
taman yang mengandung unsur kelangkaan karena tanaman 
tersebut sangat jarang ditemukan pada saat ini.  
b. Kealamiahan  
Kealamaiahan atraksi agrowisata, juga akan sangat menentukan 
keberlanjutan dari agrowisata yang dikembangkan. Jika objek 
wisata tersebut telah tercemar atau penuh dengan kepalsuan, 
pastilah wisatawan akan merasa sangat tertipu dan tidak 
mungkin berkunjung kembali.  
c. Keunikan  
Keunikan dalam hal ini adalah sesuatu yang benar-benar 
berbeda dengan objek wisata yang ada. Keunikan dapat saja 
berupa budaya, tradisi, dan teknologi lokal dimana objek 
wisata tersebut dikembangkan.  
d. Pelibatan Tenaga Kerja  
Pengembangan Agrowisata diharapkan dapat melibatkan 
tenaga kerja  setempat, setidak-tidaknya meminimalkan 
tergusurnya masyarakat lokal akibat pengembangan objek 
wisata tersebut. 
e. Optimalisasi Penggunaan Lahan  
Lahan-lahan pertanian atau perkebunan diharapkan dapat 
dimanfaatkan secara optimal, jika objek wisata agro ini dapat 
berfungsi dengan baik. Tidak ditemukan lagi lahan tidur, 
namun pengembangan agrowisata ini berdampak positif 
terhadap pengelolaan lahan, jangan juga dieksploitasi dengan 
semena-mena. 
f. Keadilan dan Pertimbangan Pemerataan  
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Pengembangan Agrowisata diharapkan dapat menggerakkan 
perekonomian masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat 
petani/desa, penanam modal/investor, regulator. Dengan 
melakukan koordinasi didalam pengembangan secara detail dari 
input-input yang ada.  
g. Penataan Kawasan  
Agrowisata pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang 
mengintegrasikan sistem pertanian dan sistem pariwisata 
sehingga membentuk objek wisata yang menarik. 
Sedangkan menurut Spillane, (1994) untuk dapat 
mengembangkan suatu kawasan menjadi kawasan pariwisata 
(termasuk juga agrowisata) ada lima unsur yang harus dipenuhi seperti 
dibawah ini: 
1. Attractions  
Dalam konteks pengembangan agrowisata, atraksi yang 
dimaksud adalah, hamparan kebun/lahan pertanian, keindahan 
alam, keindahan taman, budaya petani tersebut serta segala 
sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pertanian tersebut.  
2. Facilities  
Fasilitas yang diperlukan mungkin penambahan sarana umum, 
telekomunikasi, hotel dan restoran pada sentra-sentra pasar.  
3. Infrastructure  
Infrastruktur yang dimaksud dalam bentuk Sistem pengairan, 
Jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal 
pengangkutan, sumber listrik dan energi, system pembuangan 
kotoran/pembungan air, jalan raya dan system keamanan.  
4. Transportation  
Transportasi umum, Bis-Terminal, system keamanan 
penumpang, system Informasi perjalanan, tenaga Kerja, 
kepastian tariff, peta kota/objek wisata.  
5. Hospitality  
Keramah-tamahan masyarakat akan menjadi cerminan 
keberhasilan sebuah system pariwisata yang baik. 
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Ruang Lingkup/cakupan kawasan agrowisata dapat meliputi 
pegunungan, lereng, lembah, perairan (sungai dan danau) sampai ke 
pantai dan perairan laut. 
Dari segi fungsi dapat terdiri dari antara lain: 
1.    Sub Sistem Lahan Budidaya 
Kawasan lahan budidaya merupakan kawasan dimana produk-
produk agribisnis dihasilkan. Kawasan ini dapat berupa 
pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan 
perikanan baik darat maupun laut. Kegiatan dalam kawasan ini 
antara lain pembenihan, budidaya dan pengelolaan. 
Pengembangan produk wisata pada sub sistem ini misalnya 
wisata kebun, wisata pemancingan, wisata pendidikan, wisata 
boga di saung, penginapan saung, dan sebagainya. 
2.    Sub Sistem Pengolahan & Pemasaran 
Pengolahan produk-produk agribisnis dapat dilakukan di 
kawasan terpisah dengan kawasan lahan budidaya. Kawasan ini 
dapat terdiri dari kawasan industri pengolahan dan pemasaran 
baik bahan pangan maupun produk kerajinan. Standardisasi 
dan pengemasan dapat juga dilakukan di kawasan ini sebelum 
produk-produk agribisnis siap dipasarkan. Wisata belanja, 
wisata boga atau pun wisata pendidikan dapat dikembangkan 
pada sub sistem ini. 
3.      Sub Sistem Prasarana & Fasilitas Umum 
Sub sistem ini merupakan sub sistem pendukung kawasan 
agrowisata. Prasarana dan Fasilitas Umum dapat terdiri dari 
pasar, kawasan perdagangan, transportasi dan akomodasi, 
fasilitas kesehatan serta layanan-layanan umum lainnya. 
Pengembangan fasilitas ini harus memperhatikan karakter dan 
nilai-nilai lokal tanpa meninggalkan unsur-unsur keamanan dan 
kenyamanan peminat agrowisata. 
Interaksi antar kawasan harus memperoleh perhatian yang 
serius misalnya kawasan cagar budaya, cagar alam, kawasan 
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pemukiman dan kawasan sentra industri. Interaksi keseluruhan 
kawasan harus mampu mendukung pengembangan industri wisata 
secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan kesadaran kolektif yang kuat 
sesuai dengan semangat pelayanan untuk pengembangan industri 
agrowisata. 
a.    Cakupan Sektor Agrowisata 
Pengembangan kawasan agrowisata dapat dilakukan sesuai 
dengan potensi yang dapat dikembangkan di daerah. Hal ini 
perlu mempertimbangkan antara agroklimat, kesesuaian lahan, 
budaya agro yang sudah berkembang, potensi pengembangan 
dan kemungkinan-kemungkinan produk-produk turunan yang 
dapat dikembangkan di masa depan. 
Berkaitan dengan sektor agribisnis yang dapat dikembangkan, 
tipologinya dapat terdiri atas: usaha pertanian tanaman pangan 
dan hortikultura, usaha perkebunan, usaha peternakan, usaha 
perikanan darat, usaha perikanan laut, dan kawasan hutan 
wisata konservasi alam. 
Pengembangan kawasan agrowisata dimungkinkan untuk 
dilakukan secara lintas sektor. Kreativitas dan inovasi dalam 
pengembangan produk-produk wisata dan membidik celah 
pasar merupakan sesuatu yang sangat penting. 
Pengembangan kawasan agrowisata secara lintas sektoral ini 
harus direncanakan dan dikemas secara terpadu dengan 
memperhatikan aksesibilitas, kemudahan dan ketersedian 
berbagai fasilitas dan layanan. Semakin banyaknya pilihan 
produk wisata dalam suatu kawasan memungkinkan kawasan 
agrowisata semakin menarik. 
b.    Tipologi Kawasan Agrowisata 
Kawasan agrowisata memiliki tipologi kawasan sesuai 
klasifikasi usaha pertanian dan agribisnisnya masing-masing.  
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c.    Infrastruktur 
Infrastruktur penunjang diarahkan untuk mendukung 
pengembangan sistem dan usaha agrowisata sebagai sebuah 
kesatuan kawasan yang antara lain meliputi: 
1.    Dukungan fasilitas sarana & prasarana yang menunjang 
kegiatan agrowisata yang mengedepankan kekhasan 
lokal dan alami tetapi mampu memberikan kemudahan, 
kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Fasilitas ini 
dapat berupa fasilitas transportasi & akomodasi, 
telekomunikasi, maupun fasilitas lain yang 
dikembangkan sesuai dengan jenis agrowisata yang 
dikembangkan. 
2.    Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang 
subsistem kegiatan agribisnis primer terutama untuk 
mendukung kerberlanjutan kegiatan agribisnis primer, 
seperti: bibit, benih, mesin dan peralatan pertanian, 
pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak dan lain-lain. Jenis 
dukungan sarana dan prasarana dapat berupa: 
a.    Jalan 
b.    Sarana Transportasi. 
c.    Pergudangan Sarana Produksi Pertanian 
d.    Fasilitas Bimbingan dan Penyuluhan, pendidikan 
dan pelatihan. 
e.    Fasilitas lain yang diperlukan 
3.    Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang 
subsistem usaha tani/ pertanian primer (on-farm 
agribusiness) untuk peningkatan produksi dan 
keberlanjutan (sustainability) usaha budi-daya pertanian: 
tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, 
peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jenis sarana dan 
prasarana ini antara lain: 
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a.    Jalan-jalan pertanian antar kawasan. 
b.    Sarana air baku melalui pembuatan sarana irigasi 
untuk mengairi dan menyirami lahan pertanian. 
c.    Dermaga, tempat pendaratan kapal penangkap 
ikan, dan tambatan perahu pada kawasan budi 
daya perikanan tangkapan, baik di danau ataupun 
di laut. 
d.    Sub terminal agribisnis & terminal agribisnis. 
4.    Infrastruktur yang tepat guna, yang dimaksud 
infrastruktur yang dibangun baik jenis maupun bentuk 
bangunan harus dirancang sedemikian rupa tanpa 
melakukan eksploitasi yang berlebihan dan 
menimbulkan dampak yang seminimal mungkin pada 
lingkungan sekitarnya. Teknologi yang digunakan dapat 
bervariasi dan sebaiknya jenis teknologi harus 
disesuaikan dengan kondisi setempat. 
5.    Biro perjalanan wisata sebagai pemberi informasi dan 
sekaligus mempromosikan pariwisata, meskipun mereka 
lebih banyak bekerja dalam usaha menjual tiket 
dibandingkan memasarkan paket wisata. 
Seperti disinggung dalam uraian sebelumnya, maka dalam 
pengembangan model agrowisata, haruslah dikaji berlandaskan pada 
tiga aspek, yakni aspek konsep/pola pikir, aspek sosial, dan aspek 
artefak/kebendaan.   
Pengembangan Agrowisata berbasis kawasan merupakan 
pengembangan kawasan yang tumbuh dan berkembang dengan 
memadukan berbagai kelebihan dan keuntungan agribisnis dengan 
kegiatan wisata secara berkelanjutan. Hal ini memerlukan rencana 
pengembangan yang menyentuh hal-hal yang paling mendasar baik 
dari sisi penataan wilayah dan kawasan, pengelolaan sumber daya 
lokal (baik alam, penduduk, ekonomi, sosial maupun budaya).  
Penetapan dan pengembangan kawasan agrowisata dapat 
dilakukan pada beberapa kawasan secara terpadu seperti kawasan 
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sentra produksi pertanian dengan kawasan danau dan sungai. Dengan 
demikian kawasan agrowisata bukanlah kawasan yang secara khusus 
diperuntukkan bagi industri wisata, melainkan dapat saja berupa 
kawasan lain dengan memberikan pengembangan fasilitas, kegiatan 
serta promosi wisata. 
Strategi dan arah kebijakan pengembangan kawasan agrowisata 
sekurangkurang dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini: 
1.    Adanya pedoman pengelolaan ruang kawasan agrowisata 
sebagai bagian dari RTRWN, yang berupa strategi pola 
pengembangan kawasan agrowisata tersebut. 
2.   Penetapan kawasan agrowisata dilakukan berdasarkan studi 
kelayakan yang secara mendasar mempertimbangkan kelayakan 
ekologis, kelayakan ekonomis, kelayakan teknis (agroklimat, 
kesesuaian lahan, dll), dan kelayakan sosial budaya. 
3. Pengembangan Kawasan Agrowisata harus melalui tahapan-
tahapan yang jelas dan terarah. Tahapan-tahapan tersebut 
antara lain: 
a.    Persiapan Kawasan Agrowisata 
Merupakan rencana pengembangan jangka pendek 
antara 0 -1 tahun. Kawasan ini merupakan daerah 
potensi pengembangan yang diidentifikasi memiliki 
potensi yang layak dikembangkan karena kekayaan 
alamnya dan topologinya, peruntukan maupun sosial 
budaya. Kawasan ini dapat juga berupa kawasan yang 
diarahkan untuk kawasan agrowisata, misalnya kawasan 
bantaran sungai atau danau yang akan direhabilitasi. 
Melalui pengembangan fasilitas yang mendukung, daerah 
ini dapat dikembangkan sebagai kawasan agrowisata. 
b.    Pra Kawasan Agrowisata 
Merupakan rencana pengembangan jangka menengah 1 
– 5 tahun, dimana kawasan mulai dikembangkan sesuai 
dengan arah perencanaan dan pengembangan. Pada 
tahap ini kawasan sudah mulai berkembang dan kegiatan 
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agrowisata sudah mulai berjalan. Hal ini dapat dicirikan 
dengan adanya kesadaran yang mulai tumbuh di 
masyarakat tentang pengembangan kawasan agrowisata 
di daerahnya serta kegiatan agribisnis dan agrowisata 
yang berjalan bersama secara serasi. Kegiatan 
pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan 
pada tahap ini harus dilakukan secara intensif, untuk 
mempersiapkan sebuah kawasan dengan kesadaran 
agrowisata. 
c.    Tahap Kawasan Agrowisata 
Pada tahap ini kawasan sudah mapan sebagai kawasan 
agrowisata. Pada tahapan ini kawasan agrowisata sudah 
berkembang dan memiliki ciri-ciri seperti: optimalisasi 
sumberdaya alam; adanya pusat-pusat kegiatan wisata 
terpadu dengan berbagai kegiatan budidaya, pengolahan 
dan pemasaran; minimalnya dampak lingkungan yang 
terjadi; pemberdayaan masyarakat lokal, seni, sosial dan 
budaya. 
4.    Pengembangan kawasan agrowisata dalam jangka panjang 
berorientasi pada pelestarian daya dukung lingkungan dan 
sumber daya alam. Hal ini menuntut pola agribisnis yang 
dikembangkan benar-benar sesuai dengan karakter dan 
kesesuaian lahan, memiliki dampak lingkungan minimal 
(misalnya tidak diperkenankan penggunaan pestisida secara 
berlebihan atau aplikasi pestisida organik yang aman secara 
ekologis). Berbagai kebijakan, program, prosedur dan petunjuk 
pelaksanaan harus dirumuskan secara lebih rinci dengan 
melibatkan berbagai pihak terkait. 
5.  Pengembangan kawasan agrowisata diharapkan mampu 
memelihara dan bahkan memperbaiki daya dukung lingkungan 
dan kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan dalam 
jangka panjang. Upaya-upaya pelestarian flora dan fauna yang 
mulai langka diharapkan dapat dilakukan dan memberikan nilai 
ekonomi bagi pelaku usaha agrowisata misalnya dengan 
mengembangkan kawasan budidaya tanaman obat atau 
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tanaman pangan yang sudah mulai jarang dikonsumsi pada 
masyarakat modern. Hal ini dapat juga dilakukan pada bidang 
peternakan dan perikanan. 
6.    Manfaat Pengembangan agrowisata, pengembangan agrowisata 
sesuai dengan kapabilitas, tipologi, dan fungsi ekologis lahan 
akan berpengaruh langsung terhadap kelestarian sumberdaya 
lahan dan pendapatan petani dan masyarakat sekitarnya. 
Kegiatan ini secara tidak langsung meningkatkan persepsi 
positif petani serta masyarakat di sekitarnya akan arti 
pentingnya pelestarian sumberdaya lahan pertanian. 
Pengembangan agrowisata pada gilirannya akan menciptakan 
lapangan pekerjaan, karena usaha ini dapat menyerap tenaga 
kerja dari masyarakat pedesaan, sehingga dapat menahan atau 
mengurangi arus urbanisasi yang semakin meningkat saat ini. 
Manfaat yang dapat diperoleh dari agrowisata antara lain adalah 
melestarikan sumberdaya alam, melestarikan teknologi local 
dan meningkatkan pendapatan petani/masyarakat sekitar lokasi 
wisata. 
Arah & strategi pengembangan Kawasan Agrowisata harus 
bertumpu pada kekuatan dan potensi lokal dan berorientasi pasar. 
Pertumbuhan pasar agrowisata dan ekowisata cukup tinggi di seluruh 
dunia. Diperlukan kreativitas dan inovasi untuk mengemas dan 
memasarkan produk-produk unggulan agrowisata dengan menjual 
keaslian, kekhasan dan ke-lokalan yang ada di kawasan agrowisata. 
Hal ini dapat dikombinasikan dengan produk-produk yang lebih 
umum seperti pengembangan wisata petualangan, perkemahan, 
pengembangan fasilitas hiking/tracking, pemancingan, wisata boga, 
wisata budaya dan lain-lain sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
Selain itu, harus diberikan kemudahan dan dukungan melalui 
penyediaan sarana & prasarana yang menunjang baik dari sisi 
budidaya, pengolahan pasca panen maupun infrastruktur dan fasilitas 
lain seperti promosi, transportasi dan akomodasi dan pemasaran yang 
terpadu harus dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun di 
daerah. 
196 
 
Arah pengembangan kawasan agrowisata harus mampu menyentuh 
komponen-komponen kawasan secara mendasar. Hal ini antara lain 
meliputi: 
a.    Pemberdayaan masyarakat pelaku agrowisata 
b.    Pengembangan pusat-pusat kegiatan wisata sebagai titik 
pertumbuhan. 
c.    Pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang. 
d.    Adanya keterpaduan antar kawasan yang mendukung upaya 
peningkatan dan pelestarian daya dukung lingkungan serta 
sosial dan budaya setempat. 
e.    Adanya keterpaduan kawasan agrowisata dengan rencana tata 
ruang wilayah daerah dan nasional. 
 Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang 
perlu terus didorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dengan 
pendekatan community driven planning, dengan pendekatan ini 
diharapkan: 
a.    Terciptanya kesadaran, kesepakatan dan ketaatan masyarakat 
dan dunia usaha terhadap aturan tata ruang kawasan agrowisata 
dan sarana-sarana pendukungnya. 
b.    Masyarakat dan dunia usaha ikut merencanakan, 
menggerakkan, melaksanakan dan juga mengontrol 
pelaksanaan program agrowisata dan penataan ruang 
kawasannya. 
c.    Adanya kesadaran hukum dan budaya masyarakat akan 
pentingnya tata ruang kawasan agrowisata, sehingga masyarakat 
dan dunia usaha selalu berkoordinasi dan berhubungan dengan 
instansi pemerintah terkait jika melakukan kegiatan yang 
berkaitan dan berhubungan dengan usaha agribisnis dan 
agrowisata. 
d.    Meningkatkan legitimasi program pembangunan kawasan 
agrowisata. 
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e.    Masyarakat dan dunia usaha menjadi pelaku langsung dan 
obyek dari program pengembangan kawasan agrowisata baik 
sebagai investor, tenaga pertanian maupun tenaga wisata. 
Pedoman pengelolaan kawasan agrowisata bisa dinyatakan 
berhasil apabila dalam implementasi lapangan terjadi: 
1)   Munculnya berbagai kawasan agrowisata yang mampu 
memberikan multi-effect secara positif baik dari sisi ekologi & 
lingkungan, ekonomi maupun sosial budaya. 
2)    Masuknya investasi sektor swasta baik PMA maupun PMDN ke 
kawasan agrowisata. 
3)    Tumbuhnya paradigma baru di jajaran departemen teknis terkait 
dan pemerintah daerah, dimana dalam pengembangan kawasan 
agrowisata, akan selalu merujuk pada RTRWN, RTRW, 
peraturan dan pedoman terkait. 
4)    Pedoman pengelolaan ruang agrowisata nasional dan daerah ini 
tersosialisasi dengan baik kepada semua pihak yang 
berkepentingan 
5)   Tidak terjadi konversi lahan pertanian maupun lahan konservasi 
alam yang menyalahi ketentuan RTRWN dan RTRW secara 
signifikan yang berkaitan dengan rencana pengembangan 
kawasan agrowisata di suatu wilayah. 
6)    Tidak terjadi benturan dan kesimpangsiuran di tingkat teknis 
atas model pengelolaan ruang dan kawasan suatu wilayah. 
Pembinaan dan sosialisasi ditujukan kepada para masyarakat 
dan dunia usaha yang menjadi subjek dan objek dari pengembangan 
kawasan agrowisata, tolok ukur keberhasilannya adalah: 
1)    Masyarakat dan dunia usaha yang terlibat sebagai pelaku dalam 
program pengembangan dan pengelolaan kawasan agrowisata 
sepenuhnya mengerti, mentaati, mematuhi dan berperan serta 
aktif dalam penegakan rambu-rambu dan etika pengembangan 
agrowisata. 
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2)    Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di 
kawasan agrowisata dan sekitarnya. 
3)    Berkembangnya usaha berbasis agribisnis dan agroindustri, baik 
dalam skala kecil, menengah dan besar yang juga berorientasi 
pada insdustri wisata di kawasan agrowisata. 
4)    Tidak terjadi konversi lahan kawasan agrowisata secara tidak 
terkendali yang dapat merusak ekologi dan lingkungan. 
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BAB VII 
PENUTUP 
Perencanaan merupakan penentuan pilihan dari sejumlah 
alternatif-alternatif yang dilakukan secara sadar sesuai dengan 
sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan di masa yang akan 
datang. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan 
dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid 
dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan 
potensi yang dimiliki. Perencanaan yang baik akan mampu 
meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan dalam 
pembangunan. 
Pembangunan adalah proses implementasi dari perencanaan 
dalam pencapaian tujuan terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat secara efisien, efektif, berkeadilan dan kelanjutan. Pada 
intinya pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih 
baik. 
Sedangkan wilayah merupakan batasan yang menjadi parameter 
dari sebuah perencanaan, dalam mendesainnya dengan 
memperhatikan sumber daya untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin, 
secara berdaya guna dan berhasil guna. 
secara umum perencanaan pembangunan wilayah diartikan 
sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan 
di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya 
manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan 
lingkungan melalui investasi (Prisma, 1999).  
Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan 
yang aman efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya 
menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan 
yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak 
swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian 
lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan 
kepentingan dari berbagai pihak. 
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Desa mempunyai peran pokok di bidang ekonomi karena 
menjadi daerah produksi pangan dan komoditas ekspor. Peran 
penting desa dalam produksi pangan berpengaruh terhadap 
ketahanan pangan nasional. Selain itu, peningkatan jumlah dan 
kualitas komoditas, seperti kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, cengkih, 
teh, dan karet juga penting untuk meningkatkan ekspor dan devisa 
negara. Penduduk desa nelayan banyak menghasilkan bahan pangan 
protein tinggi, seperti ikan dan udang. Mereka memenuhi kebutuhan 
ikan dan udang dalam negeri serta untuk komoditas ekspor. 
Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk 
aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam 
membangun diri, keluarga,  masyarakat dan lingkungan di wilayah 
desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, 
ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang 
dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap 
kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. 
Perencanaan pembangunan wilayah Perdesaan diartikan sebagai 
suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di 
wilayah perdesaan yang melibatkan interaksi antar sumber daya 
manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan 
lingkungan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. 
Salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia adalah karena 
kesalahan industrialisasi yang tidak berbasis pada pertanian. Selama 
krisis juga terbukti bahwa sektor pertanian masih mampu mengalami 
laju pertumbuhan yang positif, walaupun dalam persentase yang kecil, 
sedangkan sektor industri manufaktur mengalami laju pertumbuhan 
yang negatif di atas satu digit. Oleh sebab untuk pengembangan 
industri diarahkan pada industri yang berbasis pertanian melalui 
sistem usaha tani melalui manajemen agribisnis dan agroindustri. 
Strategi pengembangan wilayah perdesaan berbasis 
pembangunan pertanian, haruslah memperhatikan potensi 
sumberdaya yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan 
dengan mendorong berbagai dimensi dalam pengembangannya, yakni 
dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan infrastruktur 
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serta kelembagaan dan hukum secara konsisten, terintegrasi, 
bersinergi dan sinkron. 
Konsep pembangunan sektor pertanian dengan 
menitikberatkan kepada komoditi hasil pertanian, telah memberikan 
hasil kepada petani khususnya masyarakat perdesaan, akan tetapi 
pembangunan tersebut terkesan lambat. Oleh sebab itu untuk 
mempercepat pembangunan sektor pertanian yang dapat 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya 
petani, maka diperlukan suatu pengelolaan sektor pertanian dari hulu 
ke hilir, dalam hal digunakan pendekatan agribisnis. 
Pengembangan sistem dan usaha agribisnis merupakan tujuan 
dan sekaligus menjadi sasaran pembangunan pertanian. Agar 
pengembangan agribisnis memberikan manfaat dan dampak yang 
maksimal bagi pengembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan 
masyarakat setempat maka perlu pendekatan baru dalam 
pengembangan agribisnis di lapangan. Pendekatan yang dinilai efektif 
adalah model agropolitan yang pada hakekatnya adalah mensinergikan 
pengembangan agribisnis dalam konteks pengembangan ekonomi 
wilayah, sehingga total nilai tambah pengembangan agribisnis dapat 
dinikmati oleh masyarakat setempat. 
Model pengembangan kawasan agropolitan, merupakan kota 
pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem 
dan usaha agribisnis serta mampu melayani dan mendorong, menarik, 
serta menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di 
wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian 
dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya dengan 
batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrative 
pemerintahan. 
Selain pengembangan kawasan agropolitan, salah satu model 
yang dapat dikembangkan di perdesaan adalah model pengembangan 
kawasan agrowisata, dimana dari segi substansinya kegiatan 
agrowisata lebih menitikberatkan pada upaya menampilkan kegiatan 
pertanian dan suasana perdesaan sebagai daya tarik utama wisatanya 
tanpa mengabaikan segi kenyamanan. 
Peranan agrowisata adalah untuk menghasilkan pendapatan 
tambahan bagi petani, disamping itu untuk menikmati keindahan 
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alam dan memberikan pengetahuan tentang pertanian kepada 
wisatawan. 
Untuk lebih menggerakkan dan memacu pembangunan desa 
secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka yang pertama dan 
utama perlu dibangun adalah manusia sebagai pelaku dan calon 
pelaku pembangunan itu sendiri. Dalam proses perencanaan wilayah 
perdesaan untuk pengembangan pertaniananya, baik itu menjadi 
kawasan agroindustri, maupun agrowisata, harus melibatkan 
masyarakat dalam hal ini petani dalam prosesnya. 
Hal ini dimaksudkan agar mereka menjadi tahu dan merasa 
memiliki dan bertanggung jawab, sehingga dalam pelaksanaanya 
masyarakat ikut serta didalamnya. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 
2007, Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat 
(PKPBM) adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan 
atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, 
pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan 
penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. 
PKPBM terdiri dari tiga pilar kegiatan, yaitu:  
Penataan ruang partisipatif; 
a. Penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu 
Antar Desa; dan  
b. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan.  
pola pembangunan yang mengedepankan peran masyarakat 
lebih didorong untuk menjadi ujung tombak dalam pembangunan 
desa. Pola bottom-up planning menjadi salah satu alternatif perencanaan 
pembangunan perdesaan. Pemerintah menempatkan diri sebagai 
motivator dan fasilitator aktif untuk membangun daerahnya seraya 
pemerintah menyiapkan bantuan prasarana, sarana dan dana yang 
dibutuhkan.  
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